BAB I

PERENCANAAN PAJAK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Memahami konsep manajemen pajak.

2. Memandang proses manajemen pajak sebagai tiga aktivitas yang berkaitan: perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak.

3. Menjelaskan perbedaan penghindaran pajak (Tax Avoidance) dengan penyelundupan pajak (Tax Evasion).

4. Menjelaskan motivasi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

5. Menjelaskan strategi yang dapat diterapkan dalam perencanaan pajak

Petunjuk Pembelajaran


Materi perencanaan pajak yang disajikan dalam bab 1 ini memberikan pemahaman konsep dasar perencanaan pajak yang dapat dipilih atau diterapkan oleh setiap wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak. Bab ini dibagi dalam beberapa sub pokok bahasan, yaitu gambaran umum perencanaan pajak, penyusutan aset tetap, revaluasi aset tetap, transaksi sewa guna usaha, harga transfer, manajemen persediaan, pemberian imbalan dalam bentuk natura atau tunjangan, pendanaan melalui hutang atau emisi saham, pemisahan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi, optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar, perencanaan pajak untuk PPN dan strategi perencanaan pajak. Setelah mempelajari buku ini dengan baik, mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan menjelaskan berbagai strategi dalam perencanaan pajak serta dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan pada akhir bab ini.

Gambaran Umum Perencanaan Pajak

Meningkatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia, mendorong kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional. Hal ini dilaksanakan dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Oleh karena itu pemerintah sejak tahun 2000 telah melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional.

Dalam Undang-undang Perpajakan tahun 2000 digunakan sistem “Self Assessment”, yang menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan. Sehingga penentuan besarnya pajak terhutang sebesar yang dihitung oleh Wajib Pajak sendiri. Dengan demikian baik bagi wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Perorangan mempunyai tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkannya.

Dengan sistem self assessment tersebut secara tidak langsung Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (Tax Planning). Dirjen Pajak pernah menyatakan bahwa Tax Planning bagi perusahaan  dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak. 

Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Pertama kegiatan Administrasi Pajak, yaitu menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh NPWP, mengisi SPT dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masa lalu. Kedua adalah Perencanaan Pajak yang intinya ialah pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan terhadap pajak bila mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan perusahaan ambil setelah mengetahui dampak pajaknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi/perusahaan. Dalam perencanaan disusun secara jelas strategi, tata cara, operasi/tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Demikian juga dengan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dg benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak memiliki tujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada tahap perencanaan pajak, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Setelah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka pada tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Setelah kewajiban perpajakan dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah tahap pengendalian pajak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perpajakan.

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada 2 hal yang harus dikuasai dan dilaksanakan, yaitu memahami ketentuan peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi yang memenuhi syarat. Setelah diketahui peraturan perpajakan yang berlaku dan metode akuntansi yang diperbolehkan dalam akuntansi fiskal, maka kita dapat menyusun perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi untuk mengefisienkan beban pajak harus bersifat legal, supaya tidak terjadi pemborosan akibat perencanaan yang melanggar Undang-undang. Pada dasarnya penghematan pajak menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diperkenankan.

Pada umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak dapat diminimalkan, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Disisi lain, perencanaan pajak berkonotasi positif, sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak juga didefinisikan sebagai suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Manajemen Pajak merupakan strategi penghematan pajak (tax saving). Penghematan pajak dapat diartikan sebagai suatu usaha memperkecil jumlah hutang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Misal: Tidak membeli produk yang dikenai PPN/PpnBM; mengurangi jam kerja/pekerjaan agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi. Berikut ini adalah beberapa istilah strategi dalam penghematan pajak:
· Tax management (manajemen pajak)

· Tax avoidance (penghindaran pajak)

· Tax planning (perencanaan pajak)

· Tax mitigation (peringanan pajak)

· Tax shifting (pergeseran pajak)

· Tax shelter (perlindungan pajak)

· Tax evasion (penyelundupan pajak)

Beberapa referensi membuat garis pemisah antara penghindaran pajak (tax avoidance) dengan penyelundupan pajak (tax evasion). Penghindaran pajak menunjuk pada rekayasa tax affairs yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak berada di luar bingkai peraturan perpajakan. Penyelundupan pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi/menghapus hutang pajak  berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan (Harry Graham Balter), atau merupakan usaha yang tidak dapat dibenarkan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari/menghindarkan diri dari pengenaan pajak (Ernest R.Mortenson).

Penyelundupan pajak meliputi kecurangan dan segala bentuk penggelapan pajak, serta kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat disebabkan oleh:
· Ketidaktahuan (ignorance): Wajib pajak tidak tahu/tidak sadar akan peraturan perpajakan

· Kesalahan (error): Wajib pajak paham dan mengerti peraturan perpajakan, tetapi salah hitung datanya

· Kesalahpahaman (misunderstanding): Wajib pajak salah menafsirkan peraturan perpajakan

· Kealpaan (negligence): Wajib pajak alpa menyimpan buku/bukti secara lengkap

Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak memiliki 2 asumsi, yaitu asumsi pajak sebagai biaya dan asumsi pajak sebagai distribusi laba. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (rate of return investment). Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba, sehingga setiap wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, wajib pajak berusaha menekan beban pajak seoptimal mungkin, baik secara legal maupun secara ilegal. Penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan memanfaatkan cacat teoritis peraturan perpajakan, atau dengan cara memanfaatkan berbagai celah yang belum diatur dalam Undang-undang. Namun ada juga wajib pajak yang berusaha menekan beban pajak tanpa mengindahkan peraturan perpajakan. Berikut beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak (bersifat ilegal):
· Jumlah pajak yang harus dibayar (tax required to pay). Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
· Biaya untuk menyuap fiskus (cost of bribe). Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus (dibandingkan dengan pajak yang sebenarnya harus dibayar), semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
· Kemungkinan untuk terdeteksi (probability of detection). Jumlah wajib pajak di Indonesia cukup besar, sedangkan jumlah aparat fiskus terbatas. Sehingga pelanggaran yang dilakukan wajib pajak kemungkinan sangat kecil untuk terdeteksi.
· Besarnya sanksi (size of  penalty). Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran relatif ringan, yaitu hanya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan demikian membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan pelanggaran.
Bagi wajib pajak yang ingin meminimalkan beban pajak sesuai peraturan perpajakan, dapat melakukan beberapa langkah berikut ini:

· Mengidentifikasi apakah suatu transaksi / fenomena merupakan obyek pajak

· Menentukan apakah transaksi tersebut dapat dikecualikan atau dihindari pajaknya

· Menghitung besar pajak seminimal mungkin

· Mengetahui kapan batas akhir pembayaran pajak
Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena merupakan obyek pajak atau tidak. Jika merupakan obyek pajak, maka wajib pajak harus mengetahui apakah transaksi/fenomena tersebut dapat dihindari pajaknya. Jika tidak dapat dihindari, maka langkah selanjutnya wajib pajak harus menghitung besarnya pajak seminimal mungkin dengan menggunakan metode akuntansi yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Setelah menghitung besarnya pajak, wajib pajak harus mengetahui kapan batas akhir pembayaran pajak tersebut. Untuk tujuan perencanaan pajak, sebaiknya pajak dibayar mendekati tanggal atau pada saat batas akhir pembayaran. Dengan pembayaran pada batas akhir yang telah ditentukan, wajib pajak masih dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan perusahaan sampai dengan tanggal pembayaran.

Pada prinsipnya dalam perencanaan pajak, setiap wajib pajak harus memperhatikan tiga hal berikut:

· Tidak melanggar ketentuan perpajakan

· Secara bisnis masuk akal

· Memiliki bukti pendukung memadai

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui:
· Penyusutan Aset
· Revaluasi Aset
· Pembiayaan Aset (leasing atau beli langsung)

· Penentuan harga transfer

· Manajemen Persediaan

· Mendefinisikan revenue dan expense 
· Pemberian imbalan berupa natura atau uang

· Pemberian tunjangan berupa uang makan atau berupa makan

· Pembiayaan dengan hutang atau emisi saham

· Menangguhkan pendapatan

· Mempercepat/segera membiayakan pengeluaran

· Melakukan income splitting
· Melakukan lindung nilai (hedging)

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu  yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari  aset tersebut semakin berkurang, karena berlalunya waktu atau karena digunakan untuk operasional perusahaan. Pengurangan nilai  ini dibebankan secara bertahap.


Dalam akuntansi komersial terdapat tiga faktor yang harus dipertimbangkan jika perusahaan akan melakukan penyusutan terhadap aset, yaitu harga perolehan, nilai residu, dan umur ekonomis/kemampuan produksi. Namun dalam ketentuan perpajakan hanya mempertimbangkan harga perolehan/dasar penyusutan dan umur ekonomis, tanpa nilai residu. Demikian juga dengan penggolongan aset dan metode penyusutan yang diperkenankan terjadi perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. 


Undang-undang Pajak Penghasilan secara eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal yaitu pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal harus dilakukan satu bulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut:

a. Aset yang masih dalam proses pengerjaan

b. Aset dalam usaha sewa guna usaha

c. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Diejen Pajak

Untuk aset dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Untuk aset yang disewagunausahakan, khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) penyusutan atas aset dimulai pada bulan aset tersebut disewagunausahakan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak jika tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun aset tersebut menghasilkan.

Dalam akuntansi fiskal, aset diklasifikasikan dalam aset bangunan dan bukan bangunan. Aset bangunan dibagi menjadi bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Aset bukan bangunan diklasifikasikan lagi menjadi empat kelompok. Pengklasifikasian aset ini berdampak pada berbedanya umur ekonomis yang ditentukan oleh Undang-undang perpajakan. Metode penyusutan yang diperbolehkan yaitu metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun ganda (double declining method). Untuk aset berupa bangunan hanya diperkenankan menggunakan metode garis lurus, sedangkan aset bukan bangunan diperkenankan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode yang dipilih harus digunakan untuk seluruh kelompok harta. Karena adanya dua metode penyusutan tersebut, berakibat pada perbedaan persentase penyusutan fiskal.

Tabel 1.1 Aset berwujud bangunan dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

	Kelompok Bangunan
	Masa Manfaat

	Bangunan Permanen

Bangunan Tidak Permanen
	20 Tahun

10 Tahun


Tabel 1.2 Tarif penyusutan untuk aset berwujud bangunan

	Kelompok Bangunan
	Tarif Penyusutan (Garis Lurus)

	Bangunan Permanen

Bangunan Tidak Permanen
	5%

10%


Tabel 1.3 Aset berwujud bukan bangunan dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:
	Kelompok Bukan Bangunan
	Masa Manfaat

	Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4
	4 Tahun

8 Tahun

16 Tahun

20 Tahun


Tabel 1.4 Tarif penyusutan aset berwujud bukan bangunan

	Kelompok Bukan Bangunan
	Tarif Penyusutan

	
	Metode Garis Lurus
	Metode Saldo Menurun Ganda

	Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4
	25%

12,5%

6,25%

5%
	50%

25%

12,5%

10%


Perencanaan pajak untuk penyusutan aset dapat dilakukan dengan memilih metode yang tepat untuk meminimalkan pajak yang terhutang. Perencanaan pajak atas penyusutan aset sangat menguntungkan terutama untuk perusahaan yang padat modal. Pemilihan metode penyusutan dipercepat (metode saldo menurun ganda) menghasilkan angka beban penyusutan yang besar pada tahun-tahun pertama penyusutan. Dengan beban penyusutan yang besar menghasilkan laba yang lebih kecil, dan secara otomatis pajak yang dibayar akan lebih kecil. Dengan pembayaran pajak yang lebih kecil akan meningkatkan arus kas perusahaan, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan.

Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap 

Revaluasi aset tetap pada saat ini dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan, kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Namun ketentuan ini kemungkinan akan mengalami perubahan jika pada tahun 2012, di Indonesia sudah mewajibkan penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS). Dalam IFRS, aset tetap tidak lagi dinilai berdasarkan nilai perolehan (cost), tetapi harus dinilai sebesar nilai wajar (current value). Jika nilai wajar yang digunakan untuk mengukur/menilai aset tetap, tentunya aset tetap akan mengalami penilaian kembali (revaluasi). Hal ini akan diberlakukan mengingat kondisi inflasi yang terus meningkat, supaya aset dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya pada saat penyusunan laporan keuangan.


Akan tetapi pada saat ini, akuntansi keuangan masih mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revaluasi tidak diperbolehkan, kecuali ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep harga perolehan serta dampak penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan.


Revaluasi akan memberikan nilai aset tetap mendekati nilai wajar pada saat tahun dilakukannya revaluasi. Revaluasi juga akan meningkatkan struktur modal sendiri. Dengan adanya revaluasi, aset tetap akan meningkat harganya, yang akan diimbangi dengan peningkatan modal pada sisi ekuitas perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai buku aset tetap, akan dibukukan pada akun modal dengan nama `Selisih penilaian kembali aset tetap`.


Sebagai dampak peningkatan modal sendiri, akan memperbaiki rasio hutang terhadap ekuitas (Debt to equity ratio). Dengan membaiknya rasio ini, perusahaan akan lebih mudah mencari dana, baik melalui pinjaman pihak ketiga maupun melalui emisi saham.


Hal-hal yang perlu dipertimbangkan jika perusahaan melakukan revaluasi adalah timbulnya kewajiban pembayaran Pph sebesar 10% atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar dikurangi nilai buku fiskal. Aset tetap yang telah direvaluasi tidak boleh dialihkan dalam waktu lima tahun, kecuali jika dialihkan kepada pemerintah, untuk tujuan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha. Apabila dialihkan dalam waktu kurang dari lima tahun, maka akan dikenakan tambahan Pph sebesar 20% lagi dari selisih revaluasi yang telah dikenakan pajak.


Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, revaluasi aset tetap dapat dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Wajib pajak tersebut harus sudah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban perpajakan tersebut meliputi: Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Ketentuan revaluasi aset tetap adalah:

· Aset tetap berwujud dalam bentuk tanah, bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan.

· Aset tersebut berada di Indonesia.

· Penilaian kembali dapat dilakukan terhadap seluruh aset tetap atau sebagian aset tetap.

· Penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai pasar/nilai wajar pada tahun dilakukannya revaluasi, yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui pemerintah.

· Apabila nilai hasil revaluasi tersebut tidak mencerminkan nilai sebenarnya, maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang bersangkutan.

· Selisih nilai wajar dengan nilai buku fiskal aset tetap harus dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun berjalan atau rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih bisa dikompensasikan

· Bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, Pajak penghasilan yang terhutang atas selisih revaluasi (10%), dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, terhitung sejak tahun dilakukannya revaluasi tersebut. Angsuran untuk setiap tahun minimal sebesar 20% dari jumlah pajak terhutang, kecuali pada tahun terakhir pelunasan.

· Apabila wajib pajak melakukan revaluasi sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan, diperhitungkan sampai dengan dilakukannya revaluasi aset tetap tersebut.

· Nilai pasar/nilai wajar hasil revaluasi digunakan sebagai dasar penyusutan aset mulai tahun pajak dilakukannya revaluasi. Jangka waktu penyusutan disesuaikan dengan kelompok aset tetap yang bersangkutan, walaupun aset yang direvaluasi tadinya sudah digunakan lebih dari separuh umur.

Perencanaan pajak terhadap revaluasi aset tetap harus memperhatikan kondisi perusahaan. Bagaimana kondisi perusahaan? Apakah laba atau rugi? Jika rugi, kapan rugi terjadi? Kapan batas akhir rugi kompensasi yang diperkenankan?

Perencanaan pajak dengan menggunakan strategi revaluasi ini akan lebih menguntungkan jika perusahaan mengalami kerugian, yang masih bisa dikompensasikan pada tahun dilakukannya revaluasi. Revaluasi akan lebih menguntungkan jika dilakukan pada tahun terakhir kompensasi masih diperkenankan. Jika terdapat rugi kompensasi yang mungkin hangus (karena masa kompensasi sudah berakhir) dapat dikompensasikan dengan selisih hasil revaluasi atas nilai perolehan aset tetap.

Transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing)


Pengadaan aset tetap bagi perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan membeli secara tunai atau kredit dan dengan cara sewa guna usaha. Sewa guna usaha (leasing) adalah suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lessee (pengguna barang modal), dimana lessor  memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dan lessee memberikan sejumlah imbalan secara berkala sejumlah yang telah disepakati bersama. Sewa guna usaha ini terdiri dari dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease). Sewa guna usaha dengan hak opsi akan memberikan hak kepada lessee untuk membeli barang modal pada akhir masa kontrak sebesar nilai sisa yang telah disepakati. Sedangkan sewa guna tanpa hak opsi tidak memberikan hak kepada penyewa (lessee)  untuk membeli barang modal pada akhir masa kontrak.


Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dilakukan secara langsung maupun dengan cara penjualan dan penyewaan kembali (sale and lease back). Apapun teknis pelaksanaan yang digunakan, jika lessee menyewa barang modal kepada lessor, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal selama masa kontrak dapat dibebankan. Jangka waktu sewa guna usaha pada umumnya lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis suatu aset. Dengan demikian, sebenarnya lessee dapat dikatakan melakukan penyusutan yang dipercepat. Hal ini merupakan upaya untuk memperkecil penghasilan kena pajak.


Apabila sewa guna usaha dengan hak opsi yang dipakai, maka lessee tidak diperkenankan melakukan penyusutan atas aset pada saat masa kontrak belum selesai. Penyusutan dapat dilakukan setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan dengan dasar penyusutan sebesar harga opsi barang modal yang bersangkutan.


Apabila sewa guna usaha dengan cara sale and lease back yang digunakan, maka PPN masukan pada saat lessee membeli barang modal yang sudah dikreditkan harus dibayar kembali. Atas penyewaan barang modal tersebut, lessor harus memungut Pajak Pertambahan Nilai. Perlakuan khusus untuk pengalihan tanah dan atau bangunan sewa guna usaha, yaitu:

· Pada saat lessee menjual kepada lessor, lessee dikenakan PPh sebesar 5% dari nilai jual atau nilai jual obyek pajak (NJOP) yang digunakan untuk menghitung PBB, jika nilai jual (nilai akta) lebih rendah dari NJOP

· Pada saat lessor menjual kepada lessee (pengambilan opsi), lessor dikenakan PPh 5% dari nilai opsi

Perencanaan pajak untuk aset tetap dapat dilakukan baik untuk aset tetap yang belum dimiliki (akan dibeli) atau aset tetap yang sudah dimiliki. Untuk aset tetap yang baru akan dibeli dapat dilakukan dengan cara membeli secara langsung (tunai atau kredit) atau dengan menyewa. Sedangkan untuk aset tetap yang telah dimiliki pertimbangannya adalah mempertahankannya, melakukan revaluasi atau dijual dan disewagunausahakan kembali.

Apabila perusahaan membeli secara langsung (tunai/kredit), maka jumlah yang dapat dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Besarnya beban penyusutan ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis aset yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Apabila perusahaan menyewa dengan cara sewa guna usaha tanpa hak opsi, maka jumlah yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah semua beban sewa selama masa kontrak.

Apabila perusahaan menyewa dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi, maka jumlah yang dapat dibebankan untuk menghitung pajak penghasilan adalah semua beban sewa selama masa kontrak, dan beban penyusutan setelah barang modal tersebut dibeli oleh lessee.
Harga Transfer (Transfer Pricing)


Sebelum tahun pajak 2009, harga transfer dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pajak bagi wajib pajak badan yang memiliki perusahaan afiliasi yang berkedudukan di Indonesia, karena sebelum tahun tersebut tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan berlaku tarif progresif. Namun untuk saat ini, harga transfer dapat digunakan bagi wajib pajak/perusahaan yang mempunyai perusahaan afiliasi di berbagai negara, yang tentunya memiliki tarif pajak yang berbeda.


Secara pejoratif, harga transfer diartikan sebagai harga yang ditetapkan oleh perusahaan multinasional dengan maksud untuk mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya pada negara yang berbeda dengan tujuan untuk menurunkan laba kena pajak. Strategi ini dilakukan dengan cara mengalihkan laba di negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan nol. Terutama bagi negara-negara yang tidak memberlakukan peraturan anti penghindaran pajak, sehingga perusahaan-perusahaan multinasional dapat dengan mudah menentukan harga barang, jasa atau aset tak berwujud yang digunakan sebagai transaksi.


Harga transfer tidak terlepas dari perusahaan multinasional atau adanya hubungan istimewa. Beberapa pengarang mencoba mendefinisikan perusahaan multinasional. Menurut Suandy (2008) perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang terikat hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi; yang dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen dan sebagainya, dengan berbagai tujuan, antara lain untuk memaksimalkan laba setelah pajak (meminimalkan pajak yang terhutang). Sedangkan hubungan istimewa dianggap ada, apabila:

· Wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung minimal 25% pada wajib pajak lain atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan minimal 25% pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih tersebut.

· Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua/lebih wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

· Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

Manajemen Persediaan


Pemilihan metode penilaian persediaan dapat digunakan sebagai strategi untuk perencanaan pajak. Dalam keadaan perekonomian yang cenderung inflasi, metode rata-rata tertimbang memberikan alternatif metode penilaian persediaan yang terbaik. Dalam peraturan perpajakan, metode penilaian persediaan yang diperkenankan hanya metode masuk pertama keluar pertama (first in first out/FIFO), dan metode rata-rata tertimbang (weighted average). Pada saat kondisi perekonomian inflasi dimana harga barang cenderung naik, metode FIFO akan memberikan nilai persediaan akhir yang cukup tinggi, karena diasumsikan barang yang dibeli terakhir belum laku terjual. Barang yang dijual diasumsikan barang yang dibeli terlebih dahulu yang memiliki harga pokok lebih rendah. Dengan demikian harga pokok penjualan barang tersebut rendah, laba kotor dan selanjutnya laba bersih tinggi. Jika laba/penghasilan kena pajak tinggi akan mengakibatkan pajak penghasilan terhutang juga tinggi. Sedangkan metode LIFO (last in first out) memberikan hasil yang sebaliknya, namun tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan.


Metode rata-rata memberikan hasil yang berada diantara metode FIFO dengan metode LIFO. Metode rata-rata menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dari pada metode FIFO. Karena harga pokok penjualan tinggi mengakibatkan laba kena pajak menjadi rendah, yang pada akhirnya pajak penghasilan terhutang juga rendah.

Pemberian Imbalan/Kenikmatan dalam Bentuk Natura atau dalam Bentuk Tunjangan


Natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan pemberi kerja sepanjang natura tersebut tidak menambah penghasilan bagi karyawan yang menerimanya. Jika perusahaan ingin mengurangi beban pajak penghasilan, perusahaan dapat memberikan kenikmatan tersebut dalam bentuk tunjangan/uang. Apabila perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawannya, maka tunjangan ini dapat digunakan sebagai unsur pengurang penghasilan bagi perusahaan (dapat dibebankan). Namun tunjangan ini akan menjadi unsur penambah penghasilan bagi karyawan, yang secara otomatis akan menambah beban pajak penghasilan karyawan yang menerimanya.


Pemberian natura atau kenikmatan di daerah terpencil dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan obyek PPh Pasal 21. Daerah terpencil adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan, namun daerah tersebut sangat sulit dijangkau. Daerah terpencil juga meliputi daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral. Penetapan daerah terpencil diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pemberian fasilitas berupa pengurangan natura ini bertujuan agar para pengusaha/wajib pajak termotivasi untuk mengembangkan daerah yang sangat sulit dijangkau, namun memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Pendanaan Melalui Hutang atau Emisi Saham


Dalam memenuhi kebutuhan modalnya, perusahaan dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dalam bentuk hutang atau dengan  melakukan emisi saham (penerbitan saham tambahan). Kedua cara ini memberikan hasil perhitungan untuk laba bersih yang berbeda. Jika perusahaan melakukan pinjaman, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas pinjaman tersebut. Bunga merupakan unsur beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan, sepanjang tingkat suku bunga tersebut wajar. Karena adanya beban bunga ini mengakibatkan laba bersih kena pajak akan berkurang, yang selanjutnya akan memperkecil pajak penghasilan terhutang.


Penerbitan saham tambahan melalui emisi saham merupakan salah satu cara untuk memperoleh tambahan modal. Distribusi laba kepada pemegang saham tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan. Dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham bukan merupakan unsur beban bagi perusahaan yang membagikannya, sehingga tidak dapat mengurangi laba kena pajak. Dengan demikian untuk tujuan perencanaan pajak, perusahaan lebih baik memilih cara pendanaan melalui hutang, agar beban pajak penghasilan dapat diminimalkan.
Pemisahan Penghasilan (income splitting) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan diatas penghasilan kena pajak, wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kriteria warga negara yang harus menjadi wajib pajak adalah:

a. Suami yang memiliki penghasilan diatas PTKP

b. Wanita yang belum menikah dengan penghasilan diatas PTKP

c. Wanita yang berpisah karena ketentuan hukum

d. Wanita yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penghasilan wanita menikah dapat digabungkan dengan penghasilan suami, sehingga wanita tersebut tidak perlu memiliki NPWP sendiri, cukup mengikuti NPWP suami. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi adalah tarif progresif. Apabila penghasilan suami dan penghasilan istri ini digabungkan, bisa jadi akan dikenakan lapisan tarif pajak yang lebih tinggi.


Untuk tujuan perencanaan pajak, sebaiknya istri memiliki NPWP yang terpisah dari suami. Dengan NPWP yang terpisah, baik istri maupun suami akan dikenakan lapisan tarif pajak yang mungkin lebih rendah. Jika lapisan tarif pajak yang dikenakan rendah, maka pajak penghasilan terhutang dapat diminimalkan.
Optimalisasi Pengkreditan Pajak penghasilan yang Telah Dibayar


Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan adalah angsuran masa bulanan (PPh ps.25), PPh yang dibayar sendiri atau PPh yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final. Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan antara lain adalah PPh Pasal 22 atas import, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, fiskal luar negeri karyawan, PPh Pasal 23 atas bunga dari non bank, PPh Pasal 24 yang telah dipotong di luar negeri. PPh tersebut yang telah dibayar atau dipungut oleh pihak lain harus dapat dikreditkan untuk mengurangi pajak penghasilan terhutang.

Perencanaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai


Penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN ini dikenakan terhadap setiap adanya pertambahan nilai dari suatu barang/jasa pada hasil produksi, setiap jalur distribusi dan pemasaran. Untuk tujuan perencanaan pajak, wajib pajak dapat memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Perusahaan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak (PKP), supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Apabila penyerahan BKP/JKP secara kredit, pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP. Faktur pajak yang PPN masukannya dapat dikreditkan adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar.


Pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Perusahaan harus mengamati dengan cermat, jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan

Strategi Perencanaan Pajak

Setelah mempertimbangkan beberapa hal diatas, perencanaan pajak dapat disusun sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemilihan atas bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Ditinjau dari sudut pandang perpajakan, bentuk perseorangan, firma dan persekutuan adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perseroan. Pada Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya adalah perseorangan atau badan yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25%, penghasilan perseroan akan dikenakan pajak dua kali. Pertama, pajak dikenakan pada saat perseroan memperoleh penghasilan. Kedua, pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25%

2. Pemilihan atas lokasi perusahaan yang akan didirikan. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, misalnya daerah yang tergolong daerah terpencil atau di Indonesia Bagian Timur. Pemerintah memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk mengembangkan daerah-daerah tersebut dengan memberikan insentif perpajakan. Misalnya memberikan fasilitas berupa penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, dan memberikan waktu kompensasi kerugian yang lebih lama.

3. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dapat digunakan sebagai strategi untuk menghindari lapisan pajak maksimum. Hal ini bisa dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Pemberian tunjangan dalam bentuk uang, dapat dibebankan oleh perusahaan pemberi kerja, sedangkan bagi karyawan yang menerima diakui sebagai penghasilan. Pemberian natura pada umumnya tidak boleh dibebankan. Namun, sepanjang pemberian tersebut dapat diperhitungkan sebagai penghasilan bagi yang menerima, maka natura/kenikmatan tersebut dapat dibebankan oleh perusahaan. Dengan demikian yang dikenakan pajak penghasilan adalah pegawai yang menerimanya.

4. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ketentuan peraturan perpajakan mengijinkan dua metode penilaian persediaan, yaitu metode rata-rata (average method) dan metode masuk pertama keluar pertama (First in first out). Dua metode ini menghasilkan nilai persediaan yang berbeda. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode masuk pertama keluar pertama. Harga pokok penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan laba kotor/laba bersih lebih kecil, sehingga pajak penghasilan yang terhutang akan lebih rendah.

5. Pemilihan pendanaan aset tetap dengan mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease). Jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis aset. Disamping itu, pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dan dengan nilai yang cukup besar, dibandingkan dengan penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

6. Pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila perusahaan diprediksi mempunyai laba yang cukup besar, maka metode penyusutan dipercepat (saldo menurun ganda) adalah yang paling tepat. Karena dapat mengurangi laba kena pajak. Apabila di awal-awal pendirian perusahaan belum dapat memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian, maka metode garis lurus yang harus dipilih. Metode garis lurus memberikan beban penyusutan yang lebih kecil dari pada metode saldo menurun ganda. Sehingga beban penyusutan dapat ditunda pada tahun-tahun yang akan datang, yang diprediksikan perusahaan akan mengalami keuntungan.

7. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha. Hal ini bisa dilakukan mengingat pembagian dividen antar korporat tidak dikenakan pajak.

8. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (profit center) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (cost center). Hal ini dilakukan untuk menggeser penghasilan ke negara yang mengenakan tarif pajak paling rendah, untuk menghindari tarif pajak yang tinggi. Strategi ini dapat diterapkan di Indonesia, jika perusahaan-perusahaan tersebut berbentuk perseorangan. Karena tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi berlaku tarif pajak progresif. Sedangkan untuk wajib pajak badan, mulai tahun pajak 2009 sudah diberlakukan tarif pajak tunggal, sehingga tidak dapat menerapkan strategi ini, kecuali perusahaan tersebut didirikan di berbagai negara dengan tarif yang berbeda.

9. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Misalnya, jika diprediksi perusahaan memperoleh laba yang dikenai tarif pajak tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang diperkenankan menurut peraturan. Contohnya, biaya untuk pendidikan dan latihan pegawai, biaya penelitian dan pengembangan. Strategi ini dapat diterapkan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.

10. Penundaan pembayaran kewajiban pajak, dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan secara kredit.

11. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak dilakuka terhadap wajib pajak yang:

· Menyampaikan SPT lebih bayar

· Menyampaikan SPT rugi

· Tidak/terlambat menyampaikan SPT

· Terdapat informasi pelanggaran

· Memenuhi kriteria tertentu untuk diperiksa yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

12. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, dengan cara memahami dan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

Setelah perencanaan pajak disusun dan diimplementasikan, masih ada satu tahap lagi dalam manajemen pajak yang harus dilakukan, yaitu pengendalian pajak. Pengendalian pajak perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan apakah implementasi pajak sudah cukup efisien dan efektif.

Glosarium
Harga Transfer (Transfer Pricing): Harga yang disepakati dari penjualan suatu barang/jasa/pengalihan teknologi diantara perusahaan-perusahaan dalam satu kelompok atau antar divisi dalam satu perusahaan.

Income Splitting (Pemisahan Penghasilan): Penghasilan yang tidak digabungkan antara suami, isteri dan anak yang menjadi tanggungannya sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak dalam suatu keluarga.

Manajemen Pajak (Tax Management): sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dg benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Natura: Imbalan/Jasa yang diberikan kepada pegawai tidak dalam bentuk uang.

Perencanaan Pajak (Tax Planning): Bagian dari manajemen pajak yang dapat berkonotasi positif dan negatif. Berkonotasi positif, perencanaan pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Berkonotasi negatif, perencanaan pajak didefinisikan sebagai suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Penghematan Pajak (Tax Saving): sebagai suatu usaha memperkecil jumlah hutang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan.
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance): rekayasa tax affairs untuk meminimalkan beban pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan.
Penyelundupan Pajak (Tax Evasion): usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi/menghapus hutang pajak  berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

Revaluasi Aktiva Tetap: Penilaian kembali asset tetap sesuai dengan harga yang berlaku pada saat penilaian dilakukan.

Self Assessment: Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.
Sewa guna usaha (leasing): suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lessee (pengguna barang modal), dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dan lessee memberikan sejumlah imbalan secara berkala sejumlah yang telah disepakati bersama.

Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan tiga fungsi perencanaan pajak!

2. Jelaskan prinsip the least and latest dalam penghematan pajak!

3. Jelaskan perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion!

4. Sebutkan beberapa kelalaian dalam bidang perpajakan!

5. Jelaskan asumsi-asumsi pajak bagi wajib pajak!

6. Jelaskan faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak dalam pelanggaran pajak!

7. Sebutkan strategi yang dapat dilakukan wajib pajak dalam perencanaan pajak!

8. Bagaimana strategi yang tepat bagi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan ditinjau dari tujuan perpajakan?

BAB 2

PENYUSUTAN ASET TETAP

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

6. Mendefinisikan dan mengidentifikasi aset tetap.

7. Menjelaskan perlunya penyusutan untuk aset tetap.

8. Menghitung harga perolehan aset tetap.

9. Menjelaskan metode penyusutan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

10. Menjelaskan metode penyusutan yang diperkenankan berdasarkan peraturan perpajakan.

11. Mengevaluasi metode penyusutan yang dapat meminimalkan beban pajak terhutang.

Petunjuk Pembelajaran


Materi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan dalam bab 2 ini memberikan pemahaman mengenai metode penyusutan yang dapat dipilih atau diterapkan oleh setiap wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak. Bab ini dibagi dalam beberapa sub pokok bahasan, yaitu definisi aset tetap, pengertian penyusutan, dasar penyusutan, penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan, penyusutan berdasarkan PSAK, serta persamaan dan perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal terkait dengan penyusutan aset tetap. Setelah mempelajari bab ini dengan baik, mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan menjelaskan metode penyusutan yang paling efisien dalam perencanaan pajak serta dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan pada akhir bab ini.

Definisi Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Aset tetap tersebut merupakan salah satu komponen dalam laporan posisi keuangan (neraca), sehingga ketelitian dalam pengolahan aset tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan.

Kewajaran penilaian aset tetap suatu perusahaan dapat disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (2009). Dalam PSAK ini dinyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap biasanya memiliki harga perolehan yang relatif besar.

Aset tetap memiliki masa pemakaian lebih dari satu tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun manfaatnya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadi penyusutan (depreciation).

Seiring dengan berlalunya waktu, aset tetap akan mengalami penyusutan (kecuali tanah). Faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan suatu aset tetap untuk memberikan jasa/manfaaat yaitu: secara fisik, disebabkan oleh pemakaian dan keausan karena penggunaan yang berlebihan dan secara fungsional, disebabkan oleh ketidakcukupan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta (misal kemajuan teknologi). Sehingga penurunan kemampuan aset tetap tersebut dapat dialokasikan sebagai biaya.

Masalah pengalokasian biaya penyusutan merupakan masalah penting, karena mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Apabila menggunakan metode penyusutan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku atau kondisi suatu perusahaan, maka akan mempengaruhi laba yang dilaporkan setiap periode akuntansi. Selain itu juga akan mempengaruhi nilai dari aset tetap tersebut.

Pengertian Penyusutan

Menurut PSAK 17, penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Definisi penyusutan menurut Kieso (2007;570) penyusutan adalah alokasi biaya dari aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya berdasarkan cara yang sistematis dan rasional. Perlu dilakukan penyusutan karena masa manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang.

Regulasi yang mengatur tentang penyusutan:

Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan No 7 Tahun 1983, yaitu:
· Pasal 9 ayat 2: Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

· Pasal 11 ayat 1: Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

· Pasal 11 ayat 2: Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

· Pasal 11 ayat 3: Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

· Pasal 11 ayat 4: Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

· Pasal 11 ayat 5: Tentang revaluasi

· Pasal 11 ayat 6: Ketentuan menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud.

Wajib Pajak yang berhak melakukan penyusutan:

1. Pihak yang menggunakan aset tersebut dalam kegiatan usaha

2. Pemiilik, dapat dibagi menjadi legal owner dan beneficial owner
Kriteria Aset yang Dapat Disusutkan:

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi

2. Memiliki masa manfaat yang terbatas. Masa manfaat dapat berupa periode suatu aset diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan. Masa manfaat aset harus ditelaah ulang secara periodik dan bila harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.

3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, atau disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Dasar Penyusutan

· Harga Perolehan 
Harga perolehan meliputi harga pokok barang yang diperoleh beserta biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana setiap cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Berikut akan dibahas tetang harga perolehan:
a. Pembelian Tunai, Aset tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan.

b. Pembelian secara gabungan, Harga perolehan dari setiap aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aset yang bersangkutan

c. Perolehan Melalui Pertukaran
· Ditukar dengan surat berharga, aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar

· Ditukar dengan aset tetap yang lain

Banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar menukar atau sering disebut “tukar tambah”. Aset lama digunakan untuk membayar harga aset baru. 
Terdapat dua jenis pertukaran yaitu:

· Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, pertukaran yang berdasarkan nilai yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut

· Pertukaran aset tetap yang sejenis, pertukaran yang berdasarkan nilai buku aset yang ditukar.

d. Pembelian angsuran, apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga.

e. Diperoleh dari hadiah atau donasi, aset tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan

f. Aset yang dibuat sendiri, perusahaan mungkin membuat sendiri aset tetap yang diperlukan seperti gedung, peralatan dan perabotan. 

Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset misalnya biaya penyimpanan, ongkos kirim, biaya pembongkaran barang, biaya instalasi, biaya profesional, dan lain-lain, dimasukkan dalam membentuk harga perolehan aset tetap.
Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aset itu berbagai jenis maka setiap jenis aset mempunyai perlakuan yang berbeda.

1. Tanah
Tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat dalam akun Tanah. Apabila tanah itu tidak digunakan dalam usaha perusahaan maka dicatat dalam rekening Investasi Jangka Panjang. Harga perolehan tanah terdiri dari berbagai elemen seperti:

a. Harga beli

b. Komisi pembelian

c. Bea balik nama

d. Biaya penelitian tanah

e. Iuran/pajak selama tanah belum dipakai

f. Biaya merobohkan bangunan lama

g. Biaya perataan tanah pembersihan dan pembagian

h. Pajak yang jadi beban pembelian pada waktu pembelian tanah
2. Bangunan

Gedung yang diperoleh dari pembelian, harga perolehannya harus dialokasikan pada tanah dan gedung. Biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung adalah:

a. Harga beli

b. Biaya perbaikan sebelum gedung itu dipakai

c. Komisi pembelian

d. Bea balik nama

e. Pajak yang menjadi tanggungan pembeli pada waktu pembelian

3. Mesin dan Peralatan

Harga perolehan mesin dan peralatan meliputi:
a. Harga beli

b. Pajak yang menjadi beban pembeli

c. Biaya angkut

d. Asuransi selama dalam perjalanan

e. Biaya pemasangan

f. Biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin

· Harga pengganti
Pada prinsipnya harga penggantian tidak diperkenankan, karena untuk kepentingan pencatatan menggunakan harga perolehan.

· Harga revaluasi

Metode Revaluasian (PSAK Revisi 2007). Dengan metode ini aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara handal harus dicatat pada jumlah revaluasi. Revaluasi atas aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.

Untuk metode revaluasi, perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal revaluasi dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dan jumlah tercatat secara bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indek untuk menentukan biaya pengganti yang disusutkan (depreciated replacement cost).

2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan.

Revaluasi yang dilakukan pada sekelompok aset dengan kegunaan yang serupa dilaksanakan secara bersamaan. Perlakuan ini bertujuan untuk menghindari perlakuan revaluasi secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Namun revaluasi dalam kelompok aset dapat dilakukan secara bergantian (rolling) sepanjang keseluruhan revaluasi dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan.
PENYUSUTAN BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN


Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan (matching cost againsts revenue). Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan aset tetap dilakukan secara individual per aset, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.
Saat Mulainya Penyusutan

Undang-undang Pajak Penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut:

a) Aset yang masih dalam proses pengerjaan

Untuk aset dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi, walaupun pada umumnya penyusutan atas aset dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk aset yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya aset yang bersangkutan.

b) Aset dalam usaha sewa guna usaha

Penyusutan terhadap harta dalam sewa guna usaha khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi dimulai pada bulan harta tersebut disewagunausahakan.
c) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun harta/aset tersebut menghasilkan.

Pengelompokan Harta Berwujud

Dalam penyusutan aset tetap menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan:

a) Harta berwujud kelompok bukan bangunan
b) Harta berwujud kelompok bangunan
Harta berwujud bukan bangunan dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Bukan Bangunan

	Kelompok Bukan Bangunan
	Masa manfaat

	Kelompok 1
	4 Tahun

	Kelompok 2
	8 Tahun

	Kelompok 3
	16 Tahun

	Kelompok 4
	20 Tahun


Harta berwujud bangunan dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:
Tabel 2.2 Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Bangunan
	Kelompok  Bangunan
	Masa manfaat

	Bangunan Permanen
	20 tahun

	Bangunan Tidak Permanen
	10 tahun


Metode dan Tarif Penyusutan Fiskal


Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Satu yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Maksudnya, wajib pajak tidak dapat menggunakan metode saldo menurun terhadap kelompok yang satu dan menerapkan metode garis lurus terhadap kelompok lainnya. Dalam hal wajib pajak memilih metode saldo menurun ganda, maka pada tahun terakhir masa manfaat, nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aset tetap bangunan hanya menggunakan satu metode yaitu metode garis lurus. Sebagai akibat dari adanya dua metode penyusutan ini, timbul perbedaan prosentase penyusutan fiskal. Tarif penyusutan aset tetap kelompok bangunan dan kelompok bukan bangunan akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap Kelompok Bangunan

	Kelompok  Bangunan
	Tarif Penyusutan

(Metode Garis Lurus)

	Bangunan Permanen
	5%

	Bangunan Tidak Permanen
	10%


Tabel 2.4 Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap Bukan Bangunan

	Kelompok Bukan Bangunan
	Tarif Penyusutan

	
	Metode Garis Lurus
	Metode Saldo Menurun

	Kelompok 1
	25,00 %
	50,00%

	Kelompok 2
	12,50 %
	25,00%

	Kelompok 3
	6,25 %
	12,50%

	Kelompok 4
	5,00 %
	10,00%


PENYUSUTAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang Aset Tetap dan Aset Lain-lain, PSAK Nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan. Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:
a) Berdasarkan waktu

1. Metode garis lurus

2. Metode pembebanan yang menurun:

· Metode jumlah angka tahun

· Metode saldo menurun/saldo menurun ganda 

b) Berdasarkan penggunaan

1. Metode jam jasa
2. Metode unit produksi

c) Berdasarkan kriteria lainnya
1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok

2. Metode anuitas

3. Sistem persediaan

 Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu kebijakan akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan PSAK Nomor 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi dan beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.

Saat Dimulainya Penyusutan


 Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pengerjaan tersebut. Berbeda dengan penyusutan fiskal yang harus setahun penuh, penyusutan komersial boleh dilakukan untuk jangka yang lebih pendek. Misalnya perusahaan membeli aset pada bulan Juli 2011, maka untuk penyusutan tahun 2011 perusahaan bisa membebankan beban penyusutan selama enam bulan saja, sesuai dengan penggunaan aset yang besangkutan.

Penyusutan yang Dipercepat

Penyusutan dapat dipercepat untuk meningkatkan arus kas, karena jika penyusutannya besar, pajak akan menjadi kecil sehingga nilai pengembalian atas investasi akan menjadi tinggi. Metode yang digunakan yaitu:
a. Dipercepat (accelerated)

Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau saldo menurun ganda

b. Memperpendek umur (shorted life)

Dengan umur yang menjadi pendek maka unsur pembagi yang digunakan untuk menentukan nilai aset menjadi lebih kecil, sehingga penyusutan menjadi lebih besar.

c. Bebas (arbitary deduction)
Metode Penyusutan

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dikelompokkan dengan kriteria  berikut

a. Berdasarkan waktu

1. Metode Garis lurus (straight line method)

Dalam metode garis lurus lebih melihat aspek waktu daripada aspek kegunaan. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Dalam metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil/output yang diproduksi. Perhitungan tarif penyusutan untuk metode garis lurus adalah sebagi berikut:
Tarif Penyusutan = [image: image2.png]Harga perolshan —nilai sisa
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2. Metode jumlah angka tahun (sum of year digit method)

Metode penyusutan ini menghasilkan tarif penyusutan yang menurun dengan dasar penurunan pecahan dari nilai yang dapat disusutkan yakni harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa). Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai bilangan penyebut (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15) dan jumlah tahun akhir dari estimasi umur kegunaan sebagai pembilang.
3. Metode saldo menurun dan saldo menurun ganda (declining/double declining balance method)

Metode ini juga merupakan metode penyusutan yang menurun dari tahun ke tahun. Prosentase penyusutan metode ini selalu tetap dan diaplikasikan untuk mengurangi nilai buku pada setiap akhir tahun. Tidak seperti metode lain, dalam metode saldo menurun nilai sisa tidak dikurangkan dari harga perolehan dalam mengitung nilai yang dapat disusutkan sehingga saat dikonversi ke akuntansi fiskal tidak memerlukan perubahan dalam perhitungannya (sama-sama tidak mengakui nilai sisa).
b. Berdasarkan penggunaan

1. Metode jam jasa (service hour method)

Metode ini digunakan untuk mengalokasikan beban penyusutan berdasarkan pada proporsi penggunaan aset yang sebenarnya. Metode penyusutan ini menggunakan jumlah jam kerja sebagai dasar pengalokasian beban penyusutan untuk tiap periode. Dalam metode ini beban penyusutan diperlakukan sebagai beban variabel daripada beban tetap seperti dalam metode penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method) sesuai dengan jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa tiap periode akuntansi. Kelemahan dari metode ini adalah ketika kapasitas produktif dari perusahaan menjadi berkurang karena adanya pesaing baru yang mungkin lebih efisien dan efektif, sehingga cepat atau lambat perusahaan dipaksa untuk mengakui kelemahan dari kapasitas produksinya. Selain itu metode jam jasa mengakui beban penyusutan berdasarkan unit produksi, sehingga beban penyusutan yang diakui menjadi kecil pada saat produksi yang dihasilkan sedikit, yang selanjutnya akan menyebabkan overstatement terhadap laba yang dilaporkan oleh perusahaan.
2. Metode jumlah unit produksi (production output method)

Metode ini digunakan untuk mengalokasikan beban penyusutan berdasarkan pada proporsi penggunaan aset yang sebenarnya. Metode penyusutan ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar pengalokasian beban penyusutan untuk tiap periode. Dalam metode ini beban penyusutan diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit produksi yang dihasilkan tiap periode akuntansi, bukan beban tetap seperti dalam metode penyusutan garis lurus (Straight Line Method). Kelemahan dari metode ini adalah sama seperti kelemahan yang terdapat pada metode jam jasa.
c. Berdasarkan kriteria lainnya

1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method)

Metode penyusutan biasanya digunakan untuk satu aset tetap. Dalam keadaan tertentu bagaimanapun juga ada berbagai macam aset yang disusutkan dengan menggunakan satu tarif penyusutan. Ada 2 metode penyusutan untuk aset yang beragam ini yaitu group dan composite method. Group mengindikasikan kumpulan dari aset yang memiliki jenis yang sama dan composite mengarah kepada kumpulan aset yang memiliki jenis yang berbeda. Metode group biasanya digunakan untuk kelompok aset yang hampir sama jenisnya dan memiliki umur kegunaan yang sama. Sedangkan composite method digunakan untuk aset yang bermacam–macam dan memiliki umur kegunaan yang berbeda.

Tarif penyusutan untuk composite method ditentukan dengan membagi penyusutan tiap tahun dengan nilai total dari aset yang disusutkan. Dalam metode ini tarif penyusutan didasarkan pada umur kegunaan kelompok aset. Laba atau rugi dalam keadaan normal akibat aset tersebut dipensiunkan/tidak lagi digunakan, tidak diakui. Perbedaan antara nilai buku aset dan nilai sisa dibebankan atau dikurangkan pada akumulasi penyusutan.

2. Metode anuitas (anuity method)

Dalam metode anuitas ini beban penyusutan yang dihasilkan pada tahun/periode awal adalah rendah dan akan meningkat jumlahnya tiap periode berikutnya. Metode ini paling banyak digunakan dalam industri real estate dan beberapa penyedia jasa, tetapi metode ini bukanlah metode penyusutan yang secara umum dapat diterima. Prinsip Akuntansi berterima Umum (U.S. GAAP) sendiri tidak mengijinkan bentuk metode penyusutan ini.
3. Metode persediaan (inventory sistem)

Metode penyusutan ini biasanya digunakan untuk menilai aset berwujud yang nilainya kecil. Persediaan peralatan, sebagai contoh, mungkin ada pada awal dan akhir periode. Kemudian jumlah beban penyusutan dapat dihitung dengan menggunakan nilai awal dari persediaan ditambah dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan tersebut dikurangi dengan nilai akhir persediaan. Keberatan utama terhadap metode ini dikarenakan metode ini tidak sistematik dan rasional, karena tidak ada seperangkat formula yang digunakan. 

Pemilihan metode alokasi dan estimasi masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan adalah merupakan masalah pertimbangan. Pengungkapan metode penyusutan yang digunakan dan estimasi masa manfaat akan berguna bagi para pemakai laporan keuangan, dalam menelaah kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat membuat perbandingan dengan perusahaan lain. Untuk alasan serupa, perlu untuk mengungkapkan jumlah yang dapat disusutkan yang dialokasikan dalam suatu periode dan akumulasi penyusutan pada akhir periode tersebut.

Metode penyusutan yang digunakan ditelaah ulang secara periodik dan jika terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi atas aset tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan hal itu. Perubahan metode penyusutan harus dilaporkan sesuai dengan PSAK yang berlaku tentang laba rugi bersih pada tahun berjalan, kesalahan mendasar, perubahan kebijakan dan beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa datang harus disesuaikan. Meskipun demikian namun nantiya dalam perhitungan nilai penyusutan dalam akuntansi fiskal hanya ada dua metode yang diakui yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda.
Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.

b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.

c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki manfaat terbatas.

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Selain memiliki beberapa kesamaan, akuntansi komersial juga memiliki beberapa perbedaan dengan akuntansi fiskal, yang akan disajikan pada tabel halaman berikut ini.

Tabel 2.5 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

	Akuntansi Komersial
	Akuntansi Fiskal

	Masa Manfaat:

a. Masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis

b. Ditelaah ulang secara periodik

c. Nilai residu bisa diperhitungkan
	Masa Manfaat:

a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan

b. Nilai residu tidak diperhitungkan

	Harga Perolehan:

a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya

b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar

c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas

d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar
	Harga Perolehan:

a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga sesungguhnya

b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar

c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar

d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain dari Menteri Keuangan
e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi



	Metode Penyusutan:

a. Garis lurus

b. Jumlah angka tahun

c. Saldo menurun / menurun ganda

d. Metode jam jasa

e. Unit produksi

f. Anuitas

g. System persediaan

Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai. Namun harus ditetapkan secara konsisten dan harus ditelaa
h secara periodic
	Metode Penyusutan:

a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus

b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas.

	Sistem Penyusutan:

a. Penyusutan individual

b. Penyusutan gabungan / kelompok
	Sistem Penyusutan:

a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan

	Saat dimulainya penyusutan:

a. Saat perolehan

b. Saat penyelesaian
	Saat dimulainya penyusutan:

a. Saat perolehan

b. Dengan izin Menteri keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan




Pengelompokan Penyusutan Aset Tetap ( Mulai 1 Januari 2009) 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan, maka pengelompokan penyusutan aset berwujud untuk keperluan penyusutan pajak/fiskal yang mulai berlaku 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6 Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1

	No
	Jenis Usaha
	Jenis Harta

	1
	Semua jenis usaha
	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.

b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/casette, video recorder, televisi dan sejenisnya.

d.  Sepeda motor, sepeda dan becak.

e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.

f. Dies, jigs, dan mould.

g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.

	2
	Pertanian, perkebunan, kehutanan,
	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.

	3
	Industri makanan dan minuman
	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.

	4
	Transportasi dan Pergudangan
	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.

	5
	Industri semi konduktor
	Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker

	6
	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam
	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.

	7
	Jasa telekomunikasi selular
	Base Station Controller




. 
Tabel 2.7 Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok  2
	No
	Jenis Usaha
	Jenis Harta

	1
	Semua jenis usaha
	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 

b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. 

c. Container dan sejenisnya.

	2
	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.

b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.



	3
	Industri makanan dan minuman
	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan .

b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.

c.  Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.

d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.

	4
	Industri mesin
	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).

	5
	Perkayuan, kehutanan
	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu.

b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.

	6
	Konstruksi
	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.

	7
	Transportasi dan Pergudangan
	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya;

b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;

c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;

d.  Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;

e. Kapal balon.

	8
	Telekomunikasi
	a. Perangkat pesawat telepon;

b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

	9
	Industri semi konduktor
	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.  

	10
	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam
	Spoolling Machines, Metocean Data Collector

	11
	Jasa Telekomunikasi Seluler
	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena


Tabel 2.8 Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3
	No
	Jenis Usaha
	Jenis Harta

	1
	Pertambangan selain minyak dan gas
	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.

	2
	Permintalan, pertenunan dan pencelupan
	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).  

b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.

	3
	Perkayuan
	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.

b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.

	4
	Industri kimia
	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.

b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).

	5
	Industri mesin
	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).

	6
	Transportasi dan Pergudangan
	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.

b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.

c. Dok terapung.

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.

e.  Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis

	7
	Telekomunikasi
	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.


Tabel 2.9 Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4

	No
	Jenis Usaha
	Jenis Harta

	1
	Konstruksi
	Mesin berat untuk konstruksi

	2
	Transportasi dan Pergudangan
	a. Lokomotif uap dan tender atas rel.

b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.

c. Lokomotif atas rel lainnya.

d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.

e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.

f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.

g. Dok-dok terapung.


PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENYUSUTAN

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan metode yang diperkenankan untuk menyusutkan aset berupa bangunan adalah metode garis lurus. Sedangkan metode penyusutan untuk aset tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus dan atau saldo menurun. Sehingga untuk tujuan perencanaan pajak, wajib pajak diperbolehkan memilih menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda untuk menyusutkan aset bukan bangunan.
Contoh:

PT. Cahaya  membeli aset tetap berupa mesin, dengan harga perolehan Rp. 2.000.000.000,00. Mesin tersebut masuk dalam aset tetap kelompok 1. Besar beban penyusutan sebagai berikut.
Besarnya penyusutan per tahun dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun

Jenis aset

: Mesin

Harga perolehan
: Rp. 2.000.000.000,00

Umur 


: 4 tahun

Tabel 2.10 Perbedaan Jumlah Penyusutan Tahunan

	Tahun
	Metode Penyusutan

	
	Garis Lurus (Rp)
	Saldo Menurun (Rp)

	1
	                  500.000.000 
	                  1.000.000.000 

	2
	                  500.000.000 
	                  500.000.000 

	3
	                  500.000.000 
	                  250.000.000 

	4
	                  500.000.000 
	                  250.000.000 

	Akum Penyus.
	               2.000.000.000 
	              2.000.000.000 


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya beban penyusutan per tahun berbeda-beda tetapi pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Sehingga dalam perpajakan besarnya beban penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara (timing difference/temporary difference). Walaupun besarnya sama, namun  jika ditinjau dari nilai tunai (present value) jumlahnya akan menjadi berbeda. Dalam contoh ini untuk mengetahui nilai tunai (present value), tingkat diskon yang digunakan adalah 20%.

Tabel 2.11 Besar beban penyusutan dan Nilai tunai dengan tingkat diskon 20%

	Tahun
	Metode Penyusutan

	
	Garis Lurus (Rp)
	Saldo Menurun (Rp)
	
	Tingkat Diskon (20%)

	
	Nominal PV
	PV
	Nominal PV
	PV
	

	1
	        500.000.000 
	         416.666.666 
	      1.000.000.000 
	833.333.333
	             0,833333 

	2
	        500.000.000 
	347.222.000
	      500.000.000 
	347.222.000
	             0,694444

	3
	        500.000.000 
	289.351.500
	      250.000.000 
	144.675.750
	             0,578703 

	4
	        500.000.000 
	241.126.500
	      250.000.000 
	120.563.250
	             0,482253 

	 
	 2.000.000.000
	1.294.366.666
	   2.000.000.000 
	1.445.794.333
	 


Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa mesin yang ada saat perolehannya sebesar        Rp.2.000.000.000 pada akhir masa manfaat (tahunke-4) dengan discount factor 20% jumlah nilai tunai (present value) dari akumulasi beban penyusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp. 1.294.366.666

 dan menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp. 1.445.794.333

Tabel 2.12 Perbedaan Present Value Jumlah Penyusutan

	Keterangan
	Metode Penyusutan

	
	Garis Lurus (Rp)
	Saldo Menurun (Rp)

	
	Nominal 
	PV
	Nominal 
	PV

	Biaya Penyusutan
	   2.000.000.000 
	1.294.366.666
	  2.000.000.000 
	1.445.794.333

	PPh 25%
	       
	      323.591.666,50 
	    
	361.448.583,33

	penghematan pajak= Rp.361.448.583,33 – Rp.323.591.666,50 = Rp.37.856.916,75


Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun ganda dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif tetap untuk wajib pajak badan yaitu 25%. Dengan tingkat diskon 20% besar penghematan pajak adalah Rp.37.856.916,75
Glosarium

Aset tetap: Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Garis Lurus (Straight Line Method): Metode penyusutan aset tetap untuk tiap tahun nilainya sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil/output yang diproduksi.

Harga perolehan: meliputi harga pokok barang yang diperoleh beserta biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.

Nilai wajar: Nilai suatu aset jika dialihkan (dijual/ditukarkan) pada saat dilakukan penilaian.

Penyusutan: Alokasi biaya dari aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya berdasarkan cara yang sistematis dan rasional.
Present Value: Nilai sekarang dari nominal tertentu.

Revaluasi aset tetap: Penilaian kembali aset tetap.

Saldo Menurun ganda (Double Declining Method): Metode penyusutan aset tetap yang semakin menurun pada tahun-tahun terakhir, tarifnya dua kali tarif metode garis lurus. Metode ini merupakan metode penyusutan dipercepat.

Salvage Value (nilai sisa): Nilai suatu aset pada tahun berakhirnya masa manfaat.
Timing/Temporary differences: Beda waktu/ beda sementara yang disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan atau karena penggunaan metode yang berbeda.

Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan definisi Aset Tetap!

2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemampuan suatu asset tetap!

3. Jelaskan definisi penyusutan!

4. Jelaskan mengapa diperlukan penyusutan aset tetap!

5. Jelaskan regulasi yang mengatur tentang penyusutan aset tetap!

6. Apa kriteria wajib pajak yang dapat melakukan penyusutan?

7. Apa saja kriteria aset yang dapat disusutkan?

8. Bagaimana cara perolehan aset tetap?

9. Bagaimana perlakuan akuntansi jika aset tetap tidak mencerminkan nilai wajarnya?

10. Jelaskan kapan saat dimulainya penyusutan menurut peraturan perpajakan!

11. Jelaskan pengelompokan asset berdasarkan peraturan perpajakan!

12. Sebutkan metode penyusutan yang sesuai Undang-Undang Pajak!

13. Jelaskan metode penyusutan sesuai PSAK!

14. Jelaskan perbedaan antara Undang-Undang Pajak dengan PSAK terkait dengan penyusutan aset tetap!

15. Bagaimana cara mempercepat penyusutan?
BAB 3

REVALUASI ASET TETAP

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

12. Mendefinisikan revaluasi aset tetap.

13. Menjelaskan keuntungan dan kerugian revaluasi aset tetap.

14. Menjelaskan revaluasi aset tetap sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

15. Menjelaskan revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan perpajakan.
16. Menjelaskan kriteria aset tetap yang boleh direvaluasi.
17. Menjelaskan dasar penyusutan untuk aset tetap yang direvaluasi.

18. Menganalisis kondisi perusahaan untuk dilakukan revaluasi.
Petunjuk Pembelajaran


Materi Revaluasi Aset Tetap yang disajikan dalam bab 3 ini memberikan pemahaman mengenai apakah revaluasi aset tetap perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun pajak yang dibayarkan seminimal mungkin. Bab ini dibagi dalam beberapa sub pokok bahasan, yaitu definisi revaluasi aset tetap, keuntungan dan kerugian revaluasi, revaluasi aset tetap PSAK, revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan perpajakan, kriteria aset tetap yang boleh direvaluasi menurut ketentuan perpajakan, batas waktu pembayaran pajak, dasar penyusutan untuk aset tetap yang direvaluasi dan penjelasan untuk Pajak Penghasilan tambahan.
Keadaan ekonomi Indonesia yang sering mengalami inflasi, membuat perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi, karena nilai buku aset tetap tidak lagi mencerminkan harga pasar yang berlaku. Revaluasi juga merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak.

Dengan adanya revaluasi besarnya aset tetap akan meningkat, diikuti dengan besarnya beban penyusutan yang akan mempengaruhi besarnya laba dan jumlah pajak yang terhutang. Revaluasi merupakan cara legal dalam perencanaan pajak. Akan tetapi, pada saat perusahaan akan melakukan revaluasi harus memeprtimbangkan beberapa hal. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika perusahaan ingin melakukan revaluasi aset tetap antara lain adalah pembayaran Pajak Penghasilan sebesar 10% atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar dikurangi nilai buku fiskal. Aset yang telah direvaluasi tidak dapat dialihkan dalam waktu 5 tahun, jika dialihkan maka akan dikenakan Pajak Penghasilan tambahan 20% dari selisih revaluasi yang telah dikenakan pajak, kecuali dialihkan kepada pemerintah, untuk penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha. Nilai wajar atau nilai pasar merupakan nilai buku awal setelah direvaluasi, dan nilai tersebut merupakan dasar penyusutan selanjutnya.

Revaluasi aset tetap dalam akuntansi (berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Namun pada saat ini, ketika Indonesia sudah mulai konvergensi terhadap IFRS (International Financial Reporting Standard), aset tetap yang tersaji dalam laporan keuangan harus mencerminkan nilai wajar pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Sehingga revaluasi perlu dilakukan jika nilai buku aset tetap sudah tidak lagi mencerminkan harga pasar wajar.

Revaluasi atau pernyataan kembali (restatement) aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif, pos ini dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi.

Definisi Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Hal ini mengakibatkan nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar. Atau dapat juga dikatakan revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap yang tercatat didalam buku perusahaan dan aset tetap tersebut masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum didalam buku perusahaan/laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. 

Revaluasi aset tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aset dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Keuntungan dan Kerugian Revaluasi

Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Beberapa  keuntungan revalusi adalah sebagai berikut:

· Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat. 

· Selisih lebih penilaian kembali akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya perbandingan antara pinjaman (debt) dengan modal sendiri (equity) atau DER membaik.

· Dengan membaiknya DER, perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun emisi saham. 
· Meningkatkan kepercayaan pemegang saham, karena kenaikan nilai aset dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham (saham bonus).

· Naiknya beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam laporan laba rugi akan mengurangi jumlah laba, dan secara otomatis akan mengurangi beban pajak terhutang.
Kerugian dari revaluasi aset tetap antara lain:

·  Dari sisi perpajakan, selisih lebih nilai revaluasi diatas nilai buku aset tetap merupakan objek pajak yang dikenai pajak final 10%. 
·  Aset tetap yang telah direvaluasi tidak boleh dialihkan/dijual dalam waktu kurang dari 5 tahun, kecuali jika dialihkan kepada pemerintah atau untuk tujuan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.

·  Jika aset tetap yang telah direvaluasi kemudian dialihkan/dijual kepada pihak lain, maka akan dikenai Pajak Penghasilan tambahan sebesar 20% dari selisih nilai revaluasi diatas nilai buku.
Dengan adanya berbagai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh revaluasi, pihak manajemen perusahaan harus mempertimbangkan secara baik-baik manfaat dan kerugian yang akan dialami perusahaan di masa sekarang dan masa depan apabila memutuskan untuk melakukan revaluasi aset tetap. 

Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16, tentang penilaian kembali aset tetap, menyatakan bahwa:

1. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari pemerintah.
2. Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan.

3. Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

4. Selisih antara nilai pengalihan aset tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama `Selisih lebih penilaian kembali Aset Tetap perusahaan tanggal.........................`

6. Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud bukan merupakan obyek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

7. Dalam hal selisih penilaian kembali secara fiskal lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan obyek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.
.

Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Penilaian kembali aset tetap dalam perpajakan hanya diperkenankan apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Penilaian kembali aset tetap diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga

(2) Atas selisih penilaian kembali aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
Jika terdapat perkembangan harga yang sangat ekstrim atau jika terdapat perubahan kebijakan di bidang moneter, yang dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dengan penghasilan, yang dapat menimbulkan beban pajak yang kurang wajar, maka Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset tetap atau indeksasi biaya dan penghasilan.

Penilaian kembali aset tetap juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.03/2008, dan Peraturan Dirjen Pajak yaitu PER-12/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Administrasi Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2009.

Persyaratan Wajib Pajak yang Boleh Melakukan Revaluasi adalah:
1. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk  Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh ijin  menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, dan 

2. Telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali, dan 

3. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. 

Jika wajib pajak telah memenuhi persyaratan diatas, wajib pajak boleh melakukan revaluasi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar (KPP Domisili). Permohonan harus dilengkapi dengan:
1. Fotocopy  surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut; 

2. Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh ijin dari Pemerintah; 

3. Daftar Penilaian Kembali Aktita Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PER-12/PJ/2009 

4. Laporaan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aset tetap perusahaan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik. 
5. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
Permohonan wajib pajak harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aset tetap. Jika permohonan tersebut terlambat diajukan atau wajib pajak tidak melengkapi persyaratan diatas (butir 1 sampai dengan butir 5) maka permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. 

Setelah wajib pajak mengajukan permohonan untuk penilaian kembali dan menurut penelitian telah memenuhi syarat baik formal maupun material, maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan perusahaan. Jika dalam waktu 30 hari kerja Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan, maka permohonan wajib pajak atas revaluasi aset tetap dianggap telah disetujui.

Kriteria Aset Tetap

Kriteria aset tetap yang boleh direvaluasi menurut PMK RI No.79 Tahun 2008 adalah:

1. Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan terhadap: 

· Seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau 

· Seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak (Pasal 3 ayat 1);

2. Penilaian kembali aset tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini (Pasal 3 ayat 2);
3. Penilaian aset tetap berwujud dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama.
4. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan Tanggal ………… “ (Pasal 9 ayat 1);

Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang diakui/memperoleh ijin pemerintah. Apabila nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh jasa/ahli penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan.


Selisih lebih penilaian kembali aset tetap diatas nilai buku fiskal dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih bisa dikompensasi. Jika setelah dikompensasi dengan kerugian fiskal masih terdapat sisa lebih penilaian kembali, maka selisih tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (2). Kompensasi kerugian fiskal tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakukannya revaluasi terdapat Penghasilan Kena Pajak dari keuntungan usaha dan/atau sumber lainnya.


Selisih lebih penilaian kembali aset tetap diatas nilai buku fiskal atau setelah dikompensai dengan rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 10%. Pajak terhutang tersebut harus dilunasi pada tahun dilakukannya penilaian kembali. Namun, jika perusahaan yang dalam kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terhutang dalam rangka penilaian kembali aset tetap  dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan final terhutang sebagaimana dimaksud lebih dari Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah), wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran untuk lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal keputusan diterima dari Direktur Jenderal Pajak.


Dengan dasar permohonan wajib pajak diatas, Direktur Jenderal Pajak juga menerbitkan keputusan persetujuan (seluruh atau sebagian) atau keputusan penolakan dalam batas waktu 14 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan wajib pajak. Apabila Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat keputusan persetujuan atau surat keputusan penolakan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. Penerbitan surat keputusan persetujuan wajib diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu tersebut dengan pemberlakuan persetujuan yang berlaku sejak tanggal akhir batas waktu.

Besarnya angsuran tersebut ditetapkan secara prorata setiap tahun sesuai dengan lamanya masa angsuran yang diatur. Berikut tabel tentang jangka waktu angsuran yang disesuaikan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terhutang:

Tabel  3.1 Jangka Waktu Angsuran

	Pajak Penghasilan Terhutang
	Jangka Waktu Angsuran

	Diatas Rp.2.000.000.000.000  s/d

           Rp.4.000.000.000.000
	2 (dua) Tahun

	Diatas Rp.4.000.000.000.000  s/d

           Rp.6.000.000.000.000
	3 (tiga) Tahun

	Diatas Rp.6.000.000.000.000  s/d

           Rp.8.000.000.000.000
	4 (empat) Tahun

	Diatas Rp.8.000.000.000.000
	5 (lima) Tahun


Batas Waktu Pembayaran


Pajak Penghasilan Final yang terhutang atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap diatas nilai buku fiskal, harus dibayar lunas ke kas negara paling lambat 15 hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal wajib pajak memperoleh keputusan persetujuan Kepala Kantor wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Apabila wajib pajak terlambat membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Demikian juga untuk wajib pajak yang melakukan angsuran pembayaran, akan dikenakan bunga sesuai ketentuan yang berlaku.


Dalam hal wajib pajak dikenakan sanksi tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 20% karena melakukan pengalihan aset tetap perusahaan yang direvaluasi sebelum berakhirnya masa manfaat baru golongan aset yang dimaksud, maka Pajak Penghasilan Final tersebut harus dibayar lunas ke kas negara paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aset tetap perusahaan.  Sanksi tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 20%, dihitung dari selisih lebih penilaian kembali diatas nilai buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.

Perkecualian dari ketentuan diatas berlaku untuk:

1. Pengalihan aset tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan

2. Pengalihan aset tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan

3. Penarikan aset tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi
Dasar Penyusutan untuk Aset Tetap yang Direvaluasi


Sejak bulan dilakukan penilaian kembali atas aset tetap, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar penyusutan fiskal aset tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.

2. Masa manfaat fiskal aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut.

3. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan.

4. Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Dasar penyusutan fiskal aset tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

b. Sisa masa manfaat fiskal aset tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

5. Penyusutan fiskal aset tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan.

Pajak Penghasilan Tambahan


Apabila terjadi selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, maka dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan wajib pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dilakukan dikurangi 10% (sepuluh persen). Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aset tetap berupa:

1. Aset tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru dimaksud dalam butir 2 dasar penyusutan atau:

2. Aset tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

Namun ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi:

1. Pengalihan aset tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan

2. Pengalihan aset tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan

3. Penarikan aset tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi
Glosarium

Debt to Equity Ratio: Rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan, yang menggambarkan komposisi struktur modal perusahaan.
Force Majeur: Suatu keadaan luar biasa yang tidak dapat dikendalikan manusia.
Kompensasi Kerugian: Rugi fiskal yang dikurangkan dari laba fiskal perusahaan pada tahun-tahun berikutnya selama lima tahun.
Masa Manfaat: Umur ekonomis dari suatu aset atau jangka waktu penggunaan aset.

Masa Manfaat Fiskal: Umur ekonomis suatu aset berdasarkan ketentuan perpajakan.

Nilai Nominal: Nilai yang tertera dalam setiap lembar sekuritas.

Nilai Buku Fiskal: Nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Neraca Komersial: Salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Pajak Penghasilan (PPh) Final: Pajak penghasilan yang langsung dipotong atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, yang tidak diperhitungkan dalam menentukan pajak penghasilan tahunan.
Revaluasi Aset Tetap: Penilaian kembali aset tetap

Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!

1. Bagaimana definisi revaluasi aset tetap!

2. Jelaskan mengapa perlu dilakukan revaluasi!

3. Apa keuntungan dilakukan revaluasi aset tetap? 

4. Apa kerugian dilakukan revaluasi aset tetap?

5. Jelaskan persyaratan wajib pajak yang boleh melakukan revaluasi aset tetap!

6. Jelaskan kriteria aset tetap yang boleh direvaluasi berdasarkan peraturan perpajakan!

7. Apa dasar penyusutan yang digunakan untuk aset tetap yang direvaluasi?

8. Jelaskan jangka waktu angsuran untuk pajak penghasilan terhutang atas revaluasi aset tetap yang telah mencapai Rp.2 Milyar.
BAB 4

SEWA GUNA USAHA

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

19. Mendefinisikan dan memahami konsep leasing.

20. Menjelaskan karakteristik leasing.

21. Mengidentifikasi kriteria klasifikasi leasing.

22. Menjelaskan keunggulan dan kerugian leasing bagi lessor.

23. Menjelaskan keunggulan dan kerugian leasing bagi lessee.

24. Memahami akuntansi leasing.
25. Memahami perlakuan perpajakan leasing.
26. Membuat perencanaan pajak untuk leasing.
Petunjuk Pembelajaran


Materi Sewa Guna Usaha atau Leasing yang disajikan dalam bab 4 ini memberikan pemahaman mengenai konsep leasing dan bagaimana leasing dapat digunakan sebagai strategi untuk menghemat pajak. Bab ini akan disajikan ke dalam beberapa sub pokok bahasan, yaitu definisi dan konsep leasing, karakteristik leasing, kriteria klasifikasi leasing, klasifikasi leasing, keunggulan dan kerugian leasing, akuntansi leasing, perlakuan perpajakan leasing, perencanaan pajak untuk leasing dan contoh kasus penerapan leasing untuk menghemat pajak.
Kebutuhan akan dana bagi seseorang merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak, banyak juga orang/kumpulan orang/lembaga/badan hukum yang justru kelebihan dana meskipun hanya bersifat momentum. Oleh karena itu, dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan, baik secara ekonomis ataupun sosial. Akhirnya terciptalah suatu institusi, yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. 

Lembaga konvensional yang namanya bank, ternyata tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa kehati-hatian.

Kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyandang dana untuk membantu pihak bisnis ataupun diluar bisnis dalam rangka penyaluran dana. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dari bank. Inilah yang dikenal sebagai Lembaga Pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana, salah satu diantaranya adalah sewa guna usaha atau yang sering disebut leasing. 
Definisi dan Konsep Leasing

Leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan, melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Lease (sewa guna usaha) adalah kontrak yang menetapkan syarat-syarat pengalihan hak atas harta atau aset kepada lessee oleh pemiliknya, yaitu lessor.
Menurut PSAK No.30 Tahun 2009 (Revisi 2007), mendefinisikan sewa sebagai suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Namun pernyataan PSAK tersebut tidak berlaku bagi:

1. sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbaharui; dan

2. Perjanjian lisensi untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta (PSAK No.19 tentang Aset Tidak Berwujud)
Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan leasing ada dua pihak yang terkait langsung yaitu:
1. Perusahaan yang kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan perusahaan lain. Jenis perusahaan demikian disebut perusahaan sewa guna usaha (leasing company). Selanjutnya bertindak sebagai pihak yang menyewakan atau sebagai Lessor.
2. Perusahaan yang menerima hak untuk menggunakan barang-barang modal, bertindak sebagai penyewa guna usaha atau disebut Lessee.
Karakteristik Leasing

Ketentuan kontrak lease sangat berbeda-beda. Variabel-variabelnya meliputi ketentuan dan denda akibat pembatalan, periode lease, opsi pembaharuan atau pembelian dengan harga murah, umur ekonomis, aset, nilai residu aset, pembayaran lease minimum, suku bunga yang tersirat dalam perjanjian lease, pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Fakta ini dan fakta lainnya yang relevan harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas lease. Masing-masing variabel ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembatalan. Sifat tidak dapat dibatalkan mengacu pada kontrak lease yang ketentuan serta sanksi pembatalannya sangat mahal bagi lessee sehingga dalam keadaan bagaimanapun tidak dilakukan pembatalan. Hanya lease yang tidak dapat dibatalkan yang dapat dikapitalisasi.

2. Periode Lease. Salah satu variabel penting dalam perjanjian lease adalah periode lease-nya, yaitu periode waktu mulai dari awal hingga akhir lease, Tanggal pemrakasaan lease didefinisikan sebagai tanggal perjanjian lease, atau tanggal komitmen tertulis paling awal jika semua ketentuan pokok telah dinegosiasikan. Permulaan periode lease terjadi pada saat perjanjian lease mulai berlaku, yaitu apabila harta yang dilease telah diserahkan kepada lessee.

3. Akhir Jangka Lease adalah akhir periode yang ditetapkan dimana pembatalan tidak boleh dilakukan ditambah semua periode, jika ada, yang diliput opsi pembaharuan dengan harga murah, atau ketentuan lain bahwa, pada tanggal terjadinya lease sudah ada indikasi kuat bahwa lease itu diperbarui. Jika opsi pembelian dengan harga murah dimasukkan dalam kontrak lease, maka periode lease meliputi semua periode pembaharuan sebelum tanggal opsi pembelian dengan harga murah tiba. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa periode lease tidak akan pernah melampui tanggal opsi pembelian dengan harga murah. 
4. Opsi Pembelian dengan Harga Murah. Lease kerap kali mengandung ketentuan yang memberi hak kepada lessee untuk membeli harta yang dilease pada suatu hari dimasa depan. Harga beli yang pasti adalah harga opsi yang ditetapkan, meskipun dalam beberapa kasus harga tersebut dinyatakan sebagai nilai pasar wajar pada tanggal opsi dimanfaatkan. Jika harga opsi telah ditetapkan ini diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga atau nilai pasar wajar pada tanggal pemanfaatan opsi pembelian, maka dalam hal ini sudah tersirat opsi pembelian dengan harga murah.
5. Nilai Sisa atau Nilai Residu adalah nilai pasar harta yang dilease pada akhir periode lease. Dalam beberapa lease, periode lease melampaui umur ekonomi aset, atau periode dimana aset tersebut tetap produktif, dan kadang-kadang masih ada nilai sisa. Dalam lease lainnya, periode lease lebih singkat, dan nilai residu tidak ada. Jika lessee dapat membeli aset itu pada akhir periode lease dengan harga murah sudah ada, dan dapat diandaikan bahwa lessee akan melaksanakan opsi ini dan dapat membeli aset tersebut. Beberapa kontrak lease mewajibkan lessee, atau pihak ketiga yang ditunjuk, untuk menjamin nilai residu aset. Jika nilai pasar wajar pada akhir periode lease turun dibawah nilai residu yang dijamin, maka lessee atau pihak ketiga harus membayar selisih tersebut. Ketentuan ini melindungi lessor dari kerugian akibat penurunan yang tidak diperkirakan dalam nilai pasar aset.

6. Pembayaran Lease Minimum. Pembayaran sewa yang diminta selama periode lease ditambah dengan jumlah yang harus dibayar untuk nilai residu, dapat melalui opsi pembelian dengan harga murah atau penjaminan nilai sisa, disebut sebagai Pembayaran Lease Minimum. Jika semua pembayaran ini dilakukan dengan lease saja, maka pembayaran lease minimum akan sama bagi lessee dan lessor. Akan tetapi, jika pihak ketiga menjamin nilai residu, maka si lessee tidak boleh memasukkan jaminan ini sebagai bagian dari pembayaran lease minimum, tetapi lessor akan memasukkannya. Pembayaran sewa kadang-kadang mencakup beban untuk hal-hal seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang timbul atas harta yang dilease. Pengeluaran ini disebut biaya eksekutori (Executory Cost). Biaya ini tidak dimasukkan beban untuk penyisihan dari pembayaran lease minimum. Jika lessor memasukkan beban untuk penyisihan labanya didalam biaya ini, maka laba tersebut juga harus dianggap sebagai biaya eksekutori.


Jika pembayaran lease minimum baru akan dilakukan pada periode mendatang, maka nilai sekarang dari pembayaran ini perlu dibukukan sebagai lease yang dikapitalisai. Dua suku bunga yang berbeda harus dipertimbangkan dalam menghitung nilai sekarang pembayaran lease minimum, yaitu suku bunga pinjaman incremental dari lessee dan suku bunga implisit dari lessor.


Suku Bunga Pinjaman Inkremental (Incremental Borrowing Rate) adalah Suku bunga yang akan ditanggung lessee jika ia meminjam sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli aset yang dilease, dan didalamnya diperhitungkan keadaan keuangan lessee dan kondisi yang berlaku dipasar. Suku Bunga Implisit (Implicit Interest Rate) adalah Suku bunga yang akan digunakan untuk mendiskontokan pembayaran lease minimum ke nilai pasar wajar aset pada saat lease terjadi.


Lessor menggunakan suku bunga implisit dalam menentukan nilai sekarang pembayaran lease minimum. Akan tetapi, lessee menggunakan suku bunga implisit atau suku bunga pinjaman inkremental, mana yang lebih rendah. Jika lessee tidak mengetahui suku bumga implisit tersebut, dia harus menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.
Kriteria Klasifikasi Leasing

Dalam mengklasifikasikan leasing terdapat beberapa kriteria yang berlaku baik bagi lessee maupun lessor. Jika lease memenuhi salah satu kriteria, maka lease tersebut diklasifikasikan sebagai lease modal (capital lease) oleh lessee dan lessor, dengan mengasumsikan bahwa kedua kriteria lain bagi lessor terpenuhi.
Kriteria yang berlaku baik bagi lessee maupun lessor adalah:
1. Lease tersebut mengalihkan pemilikan harta kepada lessee pada akhir periode lease.

2. Lease tersebut memuat opsi pembelian dengan harga murah.

3. Jangka lease sama dengan atau lebih dari 75% taksiran umur ekonomis harta yang lease.

4. Nilai sekarang (present value) dari pembayaran lease pada permulaan lease minimum, tidak termasuk bagian yang merupakan biaya eksekutori, sama dengan atau lebih besar daripada 90% nilai pasar wajar harta.
Kriteria tambahan yang berlaku bagi lessor: 
1. Ketertagihan (collectibility) pembayaran lease minimum cukup dapat diramalkan.
2. Biaya yang masih akan dikeluarkan oleh lessor telah diketahui. Pengujian ini harus dilakukan pada tanggal pemrakasaan lease.

Klasifikasi Leasing

a. Ditinjau dari Kegiatannya
Ditinjau dari kegiatan usahanya, transaksi sewa guna usaha dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (finance/capital lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut:
a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.

b. Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya:

· 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I,
· 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, 
· 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
Sewa pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.

2. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut:
a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
b. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
b. Ditinjau dari Teknik Pelaksanaannya

Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Sewa guna usaha langsung (Direct Lease)
Dalam transaksi ini lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa guna usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang modal tersebut.
2. Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back)
Dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut).
Selain penggolongan sewa diatas, terdapat jenis transaksi sewa yang dapat dilakukan bersama-sama oleh beberapa perusahaan sewa (lessor) dengan hanya satu penyewa (lessee). Sewa ini disebut sewa sindikasi (syndicated lease). Sewa ini terjadi bisa karena nilai transaksinya terlalu besar atau karena faktor lain. Dalam sewa ini, perlu dibentuk/ditunjuk koordinator untuk memudahkan komunikasi. Dalam pelaksanaannya sewa ini dapat melalui sewa langsung (direct financing lease) maupun jual dan sewa kembali (sale and lease back).

Selain sewa sindikasi, terdapat pula jenis sewa yang lain, yaitu sewa yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable lease). Perjanjian sewa ini hanya dapat dibatalkan jika:

a. dengan terjadinya kondisi kontinjensi yang kemungkinan terjadinya sangat kecil

b. dengan persetujuan lessor

c. jika lessee mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang setara dengan lessor yang sama

d. bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lessee sehingga secara ekonomis dapat dipastikan tidak akan ada pembatalan.
Jenis-jenis Perusahaan Leasing


Berdasarkan kegiatan usahanya, terdapat beberapa jenis perusahaan leasing, yaitu:

1. Independent leasing. Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasekan.

2. Captive lessor. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang digudang atau toko.

3. Lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasekan. Jadi dalam hal ini lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dan pihak lessee.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dan dibebankan pada lessee biasanya terdiri dari:

1. Biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun

2. Biaya materai untuk perjanjian 

3. Biaya bunga terhadap barang yang dileasekan

4. Premi asuransi yang disetor pada pihak asuransi

Keunggulan dan Kerugian Leasing

Keunggulan leasing dari segi ekonomi. Ada dua keunggulan utama bagi lessee untuk melease daripada membeli: 
1. Tanpa ada uang muka. Sebagian besar pembelian harta secara kredit menuntut agar sebagian dari harga beli dibayar langsung oleh pembeli pada saat transaksi dilakukan. Hal ini memberi perlindungan tambahan bagi penjual/kreditor apabila terjadi kemacetan pembayaran dan pengembalian aset. Sebaliknya, kontrak lease sering kali dibuat sedemikian rupa sehingga 100% nilai aset dibiayai melalui lease. Aspek ini membuat leasing menjadi alternatif yang menarik bagi perusahaan yang tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar uang muka atau perusahaan yang ingin menggunakan modal yang tersedia untuk tujuan operasi serta investasi yang lain.
2. Menghindarkan risiko pemilikan. Ada banyak risiko dalam pemilikan harta. Risiko ini meliputi kerugian karena bencana, keusangan, kondisi perekonomian yang berubah, dan kerusakan fisik. Lessee boleh menghentikan lease, meskipun biasanya dikenakan denda tertentu, dan dengan demikian menghindarkan penanggungan risiko dari kejadian ini. Keluwesan ini sangat penting bagi perusahaan dimana inovasi dan perubahan teknologi membuat kegunaan peralatan atau fasilitas tertentu menjadi sangat tidak pasti.
3. Perjanjian lease lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan perjanjian hutang lainnya. Lessor seringkali menyesuaikan perjanjian lease sesuai kebutuhan perusahaan.

4. Lease tidak menambah akun kewajiban di neraca sehingga tidak mempengaruhi rasio leverage
Lessor juga meraih manfaat dari meleasing hartanya dari pada menjualnya. Keunggulan-keunggulan Lease bagi  lessor adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Penjualan. Dengan menawarkan produknya melalui leasing kepada pelanggan potensial, pabrik atau penyalur dapat meningkatkan penjualan dalam jumlah besar. Seperti alasan diatas para pelanggan mungkin tidak mau atau tidak mampu membeli harta tersebut.
2. Kelangsungan Hubungan dengan Lessee. Apabila harta dijual, pembeli kerap kali tidak mengadakan transaksi lagi dengan penjualnya. Akan tetapi dalam situasi leasing, lessor dan lesse tetap berhubungan selama periode tertentu, dan hubungan bisnis jangka panjang kerap kali dapat dibina melalui leasing.
3. Nilai Sisa Dipertahankan. Dalam banyak perjanjian lease, lessor beruntung dari kondisi ekonomi yang membuat nilai residu yang besar pada akhir periode lease. Lessor dapat menyewakan aset itu kembali kepada lessee lain atau menjual dan memperoleh keuntungan pada saat itu juga. Banyak Lessor telah menikmati laba yang besar dari kenaikan nilai residu yang tidak diperkirakan.

Selain terdapat keunggulan dari leasing, juga terdapat kelemahan/kerugian leasing. Berikut kerugian leasing bagi lessee:

1. Lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk melindungi peralatannya misalnya dalam bentuk pembatasan pengoperasian barang dan perlindungan asuransi.

2. Lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir lease untuk beberapa jenis barang

3. Lease khususnya financial lease mungkin kurang tepat bila lessee hanya membutuhkan aset dalam jangka pendek, karena jika dibatalkan sebelum perjanjian selesai, akan menimbulkan biaya yang cukup besar

4. Barang modal yang dilease tidak dapat dicatat sebagai aset, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di bank

5. Hak menggunakan barang lease merupakan intangible aset yang tidak dapat disajikan dalam neraca sebagai aset tetap

Sedangkan kerugian leasing bagi lessor adalah:

1. Mempunyai risiko yang besar, apabila barang yang disewakan mendapat tumtutan dari pihak ketiga

2. Tidak dapat melakukan tuntutan (complaint lessor) kepada pabrik atau langsung kepada pemasok. Tuntutan kepada pabrik/pemasok boleh dilakukan oleh lessee sebagai pengguna barang

Akuntansi Leasing

Ada dua pihak yang terkait langsung dalam transaksi leasing yaitu, pihak penyewa guna usaha (lessee) dan perusahaan sewa guna usaha (lessor). Oleh karena itu berikut dibahas mengenai akuntansi leasing pada pihak penyewa dan pada pihak perusahaan sewa guna usaha.
1. Pencatatan Transaksi Leasing Pada Penyewa (lessee)
a. Operating Lease
Dalam hal sewa guna usaha diperlakukan sebagai operating lease, transaksi leasing oleh pihak penyewa dicatat sebagai transaksi sewa-menyewa biasa. Dengan demikian pembayaran sewa berkala dicatat debet akun Beban Sewa, dan kredit akun Kas. Apabila dalam perjanjian sewa guna usaha ditetapkan pembayaran berkala dalam jumlah yang berbeda, beban sewa untuk setiap periode dihitung dengan menggunakan metode Garis Lurus (Straight Line Method).
b. Capital Lease
Apabila suatu sewa guna usaha memenuhi kriteria untuk di perlakukan sebagai capital lease, transaksi leasing dicatat oleh pihak penyewa sebagai suatu transaksi pembelian aset tetap dengan syarat kredit jangka panjang. Dengan demikian dicatat debet pada akun Aset Sewa Guna Usaha dan kredit akun Kewajiban/Hutang.
Aset sewa guna usaha dinilai berdasarkan harga terendah antara harga pasar wajar, dengan jumlah sewa terendah yang dibayar selama masa sewa guna usaha, ditambah dengan harga beli atau nilai residu aset yang bersangkutan pada akhir masa sewa yang telah disepakati bersama.

Aset sewa guna usaha oleh pihak penyewa harus disusutkan dengan menerapkan metode penyusutan yang biasa digunakan. Apabila kontrak sewa guna usaha mencantumkan adanya pengalihan hak milik, atau adanya hak bagi penyewa untuk membeli aset sewa guna usaha pada akhir masa sewa, maka usia ekonomis aset yang bersangkutan dijadikan dasar untuk menentukan besarnya penyusutan. Sementara jika dalam kontrak sewa guna usaha tidak menyebutkan adanya kriteria pengalihan hak milik tersebut diatas, untuk menentukan jumlah penyusutan digunakan masa sewa guna usaha sebagai usia penggunaan aset tetap yang bersangkutan.

Didalam jumlah sewa yang dibayar secara berkala, mengandung unsur harga aset sewa guna usaha dan beban bunga. Oleh karena itu setiap pembayaran sewa, dipisahkan menjadi jumlah pembayaran hutang yang merupakan sewa terendah, dan jumlah pembayaran beban bunga. 

2. Pencatatan Transaksi Leasing Pada Perusahaan Sewa Guna Usaha
a. Operating Lease
Dalam hal suatu sewa guna usaha tidak memenuhi kriteria untuk diperlakukan sebagai sewa guna usaha pembelanjaan (Finance Lease), transaksi leasing oleh perusahaan sewa guna usaha (lessor) dicatat sebagai transaksi sewa menyewa biasa (Operating Lease). Oleh karena itu dicatat sebagai harta dan di informasikan dalam neraca sebagai aset yang disewa guna usahakan
b. Sewa Guna Usaha Pembiayaan Langsung ( Direct Financing Lease)
Sewa guna usaha pembiayaan langsung adalah apabila perusahaan sewa guna usaha (lessor) menyediakan atau membeli lebih dahulu aset sewa guna usaha yang dipesan oleh penyewa (lessee). Sewa guna usaha yang diperlakukan sebagai sewa guna usaha pembiayaan langsung, dalam neraca pihak lessor diinformasikan sebagai Piutang Pembayaran Lease, sebesar jumlah pembayaran sewa terendah ditambah nilai residu tidak terjamin. Nilai residu tidak terjamin adalah nilai sisa aset yang disewakan pada akhir masa sewa, dengan tidak ada persetujuan yang menimbulkan hak bagi penyewa untuk membeli nilai sisa aset yang bersangkutan.
Jumlah pembayaraan sewa terendah ditambah nilai residu tidak terjamin yang dicatat sebagai Piutang Pembayaran Lease, merupakan investasi bruto.
Selisih antara investasi bruto dengan nilai buku (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) aset yang disewakan, dicatat sebagai Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan yang selanjutnya diamortisasi selama masa sewa menurut metode bunga efektif.
3. Penyajian Lease Pembiayaan Langsung Dalam Neraca
· Lease pembiayaan langsung dalam buku besar dicatat sebagai Piutang Pembayaran Lease.
· Sementara bunga efektif yang terkandung didalam sewa terendah dicatat kredit pada akun Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan
· Selisih antara saldo akun Piutang Pembayaran Lease (Investasi Bruto) dan saldo akun Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan adalah sebagai investasi saldo
Dengan demikian nilai lease pembiayaan langsung dalam neraca adalah sebesar investasi neto. Investasi neto dari lease pembiayaan langsung yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca, harus diinformasikan sebagai aset lancar. Sementara investasi neto yang jatuh tempo lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca, harus diinformasikan sebagai investasi jangka panjang. 
Perlakuan Perpajakan Leasing

· Finance Lease
a. Perlakuan Pajak bagi Lessor
· Penghasilan lessor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran finance lease yaitu berupa imbalan jasa leasing dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal sewa-guna-usaha sindikasi, imbalan jasa bagi masing-masing anggota dihitung secara proporsional sesuai dengan perjanjian antar anggota sindikasi yang bersangkutan. 
· Lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang di leasing. Apabila pada akhir masa sewa, lessee tidak menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan, maka lessor mulai melakukan penyusutan.
· Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor.
· Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang finance lease.
· Kerugian yang diderita karena piutang leasing yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
· Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.
· Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal lessor juga melaksanakan kegiatan operating lease, maka laporan keuangan triwulanan dimaksud adalah laporan keuangan triwulan gabungan.

b. Perlakuan Pajak bagi Lessee
· Selama masa leasing, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.
· Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.
· Pembayaran leasing oleh lessee (kecuali pembebanan atas tanah) merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi leasing tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
· Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya leasing, dan memperlakukannya sebagai operating lease. Perubahan ini tidak dilakukan apabila terjadi karena force majeur, default maupun pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak, dan tidak ada hubungan istimewa antara lessor dan lessee.
· Dalam hal terjadi transaksi sale and lease back, harus diperlakukan sebagai 2 (dua) transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa-guna-usaha. Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai penarikan aset dari pemakaian oleh sebab biasa. 
· Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing.
· Atas penyerahan jasa ini dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

· Operating Lease
a. Perlakuan Pajak bagi Lessor
· Seluruh pembayaran operating lease yang diterima lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan.
· Lessor berhak menyusutkan aset yang disewagunausahakan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, kecuali barang modal berupa tanah tidak disusutkan.
· Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.
· Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
b. Perlakuan Pajak bagi Lessee

· Pembayaran operating lease yang dibayar oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
· Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing.
· Lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran operating lease yang dibayarkan kepada lessor.
· Atas penyerahan jasa ini terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Perencanaan Pajak Untuk Leasing

Leasing dapat digunakan sebagai strategi untuk merencanakan pajak. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun yang telah dimiliki. Untuk aset tetap yang baru akan dibeli, pertimbangannya adalah membeli secara langsung (baik secara tunai maupun kredit) atau dengan menyewa. Sedangkan untuk aset tetap yang telah dimiliki pertimbangannya adalah mempertahankannya, melakukan revaluasi, atau dijual dan disewagunausahakan kembali.

Membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi



Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk hal ini antara lain:

1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan

2. Besarnya beban penyusutan ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan

3. Apabila membeli secara sewa guna usaha maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. Apabila sewa guna usaha yang digunakan adalah sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), maka setelah lessee membeli aset sewa guna usaha tersebut, lessee dapat membebankan biaya penyusutan dengan dasar nilai opsi.
4. Masa sewa guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan menggunakan penyusutan
Besarnya perbandingan penghematan pajak antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutannya saja. Disamping dihitung berdasarkan nilai nominal juga dihitung berdasarkan nilai tunai (Present Value). Walaupun sewa guna usaha lebih mahal dari pembelian langsung, penghematan pajaknya juga lebih besar karena semua biaya sewa dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelian secara sewa guna usaha lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembelian tunai karena dibandingkan dengan pembelian tunai terdapat penghematan neto.
Penjualan dan penyewaan kembali (sale and lease back)


Strategi ini digunakan jika lessee sudah memiliki barang modal, tetapi karena terdapat kebutuhan dana dan ingin tetap menggunakan barang modal tersebut, maka lessee menjual barang modal tersebut kepada lessor dan kemudian menyewa kembali. Pada saat penjualan dari lessee kepada lessor, lessee dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 5% dari nilai jual (nilai akta) atau nilai jual objek pajak yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih rendah dari NJOP (untuk barang modal berupa tanah/bangunan). Saat lessor menjual kepada lessee (pengambilan opsi), lessor dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 5% dari nilai opsi. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah jika gedung dimiliki secara langsung, maka biaya yang boleh dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun. Apabila diperoleh melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa baik atas tanah maupun atas bangunan dapat dibiayakan.

Terdapat beberapa langkah dalam pengadaan mesin melalui sewa guna usaha dengan hak opsi. Langkah pertama dalam analisis ini adalah menentukan tingkat suku bunga yang akan digunakan yaitu bunga deposito, bunga pinjaman, dan bunga sewa guna usaha. Setelah mengetahui tingkat suku bunga, langkah berikutnya adalah menghitung besar angsuran biaya sewa yang harus dibayar setiap bulannya. 
Sedangkan jika perusahaan melakukan pembelian mesin secara langsung, maka yang dapat diakui sebagai biaya adalah beban penyusutan. Untuk menghitung besarnya biaya penyusutan, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Selain metode penyusutan yang sudah ditentukan oleh peraturan pajak, umur ekonomis dari setiap aset yang disusutkan juga telah diatur dalam peraturan perpajakan.
Contoh Kasus 

Pengadaan Barang Modal dengan Meminjam Uang ke Bank dan dengan Menggunakan Pembiayaan Leasing

Tabel 4.1 Rencana pembelian truk PT Garuda Indonesia 

	No
	Keterangan
	

	1

2

3

4

5

6

7
	Jenis barang

Jumlah kebutuhan barang

Harga tiap unit

Nilai investasi (tujuh unit)

Umur aset (truk)

Metode penyusutan

Nilai residu
	Truk

7 Unit

Rp. 450.000.000,00

Rp 3.150.000.000,00

8 Tahun

Garis Lurus

Tidak ada


Analisis Data :

a. Analisis alternatif kredit bank
Dalam menganalisis pembelian truk yang dilakukan melalui alternatif pembiayaan atau kredit bank terdapat beberapa asumsi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu pinjaman yang dilakukan pada bank adalah selama 5 tahun.

2. Suku bunga kredit yang berlaku untuk pinjaman investasi selama 5 tahun adalah 15% per tahun atau 1,25% per bulan.

3. Suku bunga yang digunakan sebagai discount factor adalah sama dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, yaitu: 15% per tahun.
4. Suku bunga dianggap tetap (fixed rate) untuk mempermudah perhitungan serta menghindari kesulitan dalam menghitung spread sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasar.
5. Pembayaran angsuran akan dilakukan setiap akhir bulan, sehingga terdapat 60X periode pembayaran selama 5 tahun.
6. Metode yang digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran adalah metode anuitas, dimana jumlah nominal angsuran pembayaran yang dibayarkan dalam setiap periode adalah sama.
7. Bunga pinjama hanya dikenakan pada saldo pinjaman, sehingga jumlah pembayaran angsuran pinjaman di dalamnya meliputi bunga dan pokok pinjaman.
8. Jumlah pinjaman atau kredit sebesar Rp. 3.150.000.000,00 di luar biaya-biaya yang terkait dengan peminjaman uang di bank, seperti: biaya administrasi, provisi, dan lain-lain dibayar di depan dengan cara memotong jumlah kredit.
Berdasarkan pinjaman terhadap asumsi yang disampaikan maka dapat dilakukan perhitungan  bunga kredit bank. Untuk mengetahui besarnya biaya bunga kredit bank, maka diperlukan perhitungan besarnya pembayaran angsuran kredit bank untuk setiap periode selama masa kredit. Sebagai langkah pertama dilakukan perhitungan present value interest factor annuity (PVIFA). 
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Dengan demikian pembayaran angsuran setiap periode adalah sebagai berikut :
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= Rp 74.938279,77




Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa besarnya angsuran setiap akhir bulan atau setiap periode [image: image6.png]Rp 74.938.279,77



. Perhitungan biaya penyusutan fiskal perbulan dapat dilihat dari tabel di bawah ini dengan ketentuan umur ekonomis 8 tahun, sehingga tarif penyusutan dengan garis lurus pertahun adalah 12,5%: 

[image: image7.emf]
b.  Analisis alternatif leasing dengan hak opsi.

Alternatif kedua adalah membeli 7 truk dengan menggunakan alternatif leasing. Untuk leasing yang dipilih oleh PT. Garuda Indonesia sebagai lessee berhak untuk membeli truk yang di leasing sebesar nilai opsi yang ditetapkan. Guna melakukan analisis pembelian truk melaui leasing, ada beberapa asumsi yang dilakukan oleh perusahaan dalam alternatif  leasing dengan hak opsi :

1. Harga perolehan 7 truk adalah sebesar Rp 3.150.000.000,00

2. Uang muka untuk leasing sebesar Rp 315.000.000,00, sehingga besarnya leasing menjadi Rp 2.835.000.000,00 (Rp 3.150.000.000,00 - Rp 315.000.000,00)

3. Suku bunga lease yang disepakati adalah sebesar 19% setahun atau 1,69% perbulan.

4. Untuk perhitungan discount factor digunakan tingkat suku bunga kredit bank, yaitu 15% pertahun.

5. Lama kontrak leasing adalah 5 tahun dan bersifat tidak dapat dibatalkan.

6. Nilai opsi yang disepakati adalah Rp 315.000.000,00.

7. Pembayaran leasing dilakukan pada setiap akhir bulan selama 5 tahun sehingga total periode pembayaran leasing adalah 60 periode.

8. Pada saat periode pembayaran, jumlah pembayaran leasing ditentukan sama dengan cara anuitas.

9. Pembayaran biaya eksekusi dilakukan terpisah dari pembayaran biaya leasing kepada lessor.

Berdasarkan tinjauan terhadap asumsi yang disampaikan maka dapat dilakukan perhitungan lease fee. Untuk mengetahui besarnya lease fee maka diperlukan perhitungan present value interest factor annuity (PVIFA) sebagai berikut:
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Dengan demikian pembayaran angsuran setiap periode adalah sebagai berikut:

[image: image9.png]_ PV 2.835.000.000
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= Rp 73.853.799,73





Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya angsuran untuk leasing setiap akhir bulan atau setiap periode adalah sebesar [image: image11.png]Rp 73.853.799,73



.

Perhitungan biaya penyusutan fiskal pertahun dapat dilihat dari tabel dibawah ini dengan ketentuan umur ekonomis 8 tahun sehingga tarif penyusutan dengan garis lurus pertahun adalah 12,5%.

[image: image12.emf]
c. Analisis alternatif pembelian tunai.

Pembelian tunai atau langsung untuk 7 truk baru yang dibutuhkan oleh PT.Garuda Indonesia dilakukan dengan menggunakan dana sendiri dari perusahaan. Pembelian 7 truk diasumsikan tanpa menggunakan perantara dan tidak mendapatkan potongan pembelian. Selain itu, harga perolehan dari pengadaan 7 truk baru adalah Rp 3.150.000.000,00 dimana dalam harga perolehan sudah termasuk biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan hingga 7 truk yang dibeli langsung dapat digunakan oleh perusahaan untuk menambah barang modal.

Biaya yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada alternatif secara tunai adalah biaya penyusutan selama masa ekonomis truk, selama 8 tahun. Perhitungan biaya penyusutan pada alternatif pembelian tunai akan tampak pada tabel di bawah ini. 
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Pada alternatif pembelian dengan menggunakan biaya sendiri atau tunai tidak ada kandungan biaya bunga atau biaya angsuran untuk hutang. Berdasarkan keadaan yang ada, maka dalam alternatif pembelian tunai perhitungan dilakukan adalah penghitungan untuk biaya penyusutan sebagai komponen biaya yang dapat atau diperbolehkan sebagai pengurang laba atau rugi fiskal. 

Penghitungan Penghematan Pajak (Tax Saving) dan Cash Outflow

Setelah melakukan analisis terhadap biaya yang akan terjadi berdasarkan alternatif pembelian yang ada maka dapat dilakukan analisis perbandingan untuk menentukan alternatif mana yang paling baik untuk dipilih dan menguntungkan PT.Garuda Indonesia dalam rangka mendatangkan penghematan pajak yang paling besar. 

Berdasarkan perumusan perhitungan penghematan pajak (tax saving) bahwa biaya yang dapat dikurangkan ke laba bruto untuk alternatif kredit bank adalah biaya penyusutan dan biaya bunga, sedangkan untuk alternatif leasing untuk hak opsi adalah biaya penyusutan, biaya bunga, dan angsuran pokok. Pada alternatif pembelian tunai biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya penyusutan saja. Atas dasar analisis tersebut maka dikembangkan upaya untuk melakukan perhitungan penghematan pajak yang akan diperoleh guna mendapatkan alternatif yang terbaik dan paling menguntungkan dalam menggunakan perhitungan yang dilakukan pada setiap analisis alternatif maka dapat dihitung penghematan pajak serta penghematan cash outflow pada tabel berikut ini:

	Keterangan 
	Alternatif Pembelian

	
	Leasing dengan hak opsi
	Kredit Bank
	Tunai

	
	Nominal
	PV
	Nominal
	PV
	Nominal
	PV

	Laba Bruto
	
	
	1.346.296.786,32
	1.055.578.213,68
	
	

	Biaya bunga bank
	
	
	
	
	
	

	Leasse fee
	4.431.227.983,80
	3.143.219.503,13
	
	
	
	

	Biaya penyusutan
	315.000.000,00
	101.022.100,04
	3.150.000.000,00
	1.884.760.129,51
	3.150.000.000,00
	1.884.760.129,51

	Jumlah 
	4.746.227.983,80
	3.244.241.603,00
	4.496.296.786,32
	2.940.338.343,19
	3.150.000.000,00
	1.884.760.129,51

	
	
	
	
	
	
	

	Pajak Penghasilan
	
	
	
	
	
	

	25% x jumlah
	1.186.556.996,00
	811.060.400,80
	1.124.074.197,00
	735.084.585,80
	787.500.000,00
	471.190.032,30

	Tax saving
	1.186.556.996,00
	811.060.400,80
	1.124.074.197,00
	735.084.585,80
	787.500.000,00
	471.190.032,30

	
	
	
	
	
	
	

	Selisih tax saving
	
	
	
	
	
	

	Leasing terhadap kredit
	62.482.799,00
	75.975.815,00
	
	
	
	

	Leasing terhadap tunai
	399.056.996,00
	339.870.368,50
	
	
	
	



Berdasarkan perhitungan dan analisis alternatif pembiayaan barang modal diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada alternatif leasing dengan hak opsi, besarnya biaya yang dapat dikurangkan pada laba bruto adalah biaya penyusutan dan lease fee dengan total keseluruhan Rp 4.746.227.983,80. Pada alternatif pembelian dengan kredit bank laba bruto adalah sebesar Rp 4.496.296.786,32. Pada alternatif dengan tunai laba bruto hanya biaya penyusutan saja sebesar Rp.3.150.000.000,00

2. Berdasarkan perhitungan tax saving dapat disimpulkan bahwa tax saving dari pembelian truk melalui cara leasing dengan hak opsi sebesar Rp.1.186.556.996,00 lebih tinggi bila dibandingkan dengan alternatif kredit yang menghasilkan tax saving Rp 1.124.074.197,00 dan pembelian tunai yang menghasilkan tax saving Rp 787.500.000,00.

3. Berdasarkan perhitungan present value dapat dilihat besar penghematan cash outflow untuk leasing dengan hak opsi adalah paling tinggi yaitu sebesar Rp 811.060.400,80. Pada alternatif kredit memiliki penghematan cash outflow Rp 735.084.585,80 dan untuk alternatif pembelian tunai memiliki penghematan cash outflow Rp 471.190.032,30.
Glosarium

Captive lessor: Produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang dileasekan adalah barang-barang milik sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang digudang atau toko.

Independent leasing: Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasekan.

Lease broker: Perantara yang mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal dengan pihak lessor yang akan meleasekan barang.

Leasing atau sewa guna usaha: segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan, melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu.
Sewa pembiayaan (finance lease): sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.

Sewa sindikasi (syndicated lease): jenis transaksi sewa yang dapat dilakukan bersama-sama oleh beberapa perusahaan sewa (lessor) dengan hanya satu penyewa (lessee).
Suku Bunga Pinjaman Inkremental (Incremental Borrowing Rate): Suku bunga yang akan ditanggung lessee jika ia meminjam sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli aset yang dilease, dan didalamnya diperhitungkan keadaan keuangan lessee dan kondisi yang berlaku dipasar. 
Suku Bunga Implisit (Implicit Interest Rate): Suku bunga yang akan digunakan untuk mendiskontokan pembayaran lease minimum ke nilai pasar wajar aset pada saat lease terjadi.

Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan definisi sewa guna usaha (leasing)!

2. Siapa yang dimaksud dengan lessor?

3. Siapa yang dimaksud dengan lessee?

4. Jelaskan klasifikasi lease!

5. Apa kriteria lease sehingga disebut capital lease?
6. Apa kriteria operating lease?

7. Jelaskan klasifikasi lease ditinjau dari teknis pelaksanaannya!

8. Apa yang dimaksud dengan sewa sindikasi?

9. Jelaskan jenis-jenis perusahaan leasing!

10. Apa keunggulan leasing bagi lessor dan bagi lessee?

11. Apa pula kerugian leasing bagi lessor dan bagi lessee?

12. Bagaimana pencatatan transaksi capital lease pada lessee?

13. Bagaimana pencatatan transaksi operating lease pada lessee?
14. Bagaimana perlakuan perpajakan untuk leasing?

15. Apa yang harus dipertimbangkan jika perusahaan akan menyewa aset tetap?

16. Bagaimana langkah-langkah dalam pengadaan mesin melalui sewa guna usaha dengan hak opsi?
BAB 6

MANAJEMEN PERSEDIAAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

27. Memahami konsep dasar manajemen persediaan.

28. Menjelaskan manfaat manajemen persediaan.

29. Menjelaskan biaya-biaya dalam manajemen persediaan.
30. Menjelaskan definisi persediaan.

31. Mengidentifikasi jenis-jenis persediaan.

32. Menjelaskan metode pencatatan persediaan.
33. Menjelaskan metode penilaian persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

34. Menjelaskan metode penilaian persediaan yang diperkenankan berdasarkan peraturan perpajakan.

35. Mengevaluasi metode penilaian persediaan yang dapat meminimalkan beban pajak terhutang.

Petunjuk Pembelajaran


Materi Manajemen Persediaan yang disajikan dalam bab 6 ini memberikan pemahaman mengenai metode penilaian persediaan yang dapat dipilih atau diterapkan oleh setiap wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak. Bab ini dibagi dalam beberapa sub pokok bahasan, yaitu konsep dasar manajemen persediaan, fungsi manajemen persediaan, manfaat manajemen persediaan, biaya-biaya dalam manajemen persediaan, definisi persediaan, jenis persediaan, pengukuran persediaan, metode pencatatan persediaan, metode penilaian persediaan, mengestimasi nilai persediaan dan strategi perencanaan pajak melalui persediaan.
Setiap perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur selalu memiliki persediaan. Persediaan merupakan bentuk investasi yang paling besar dalam aset lancar. Persediaan merupakan komponen aset yang penting karena umumnya banyak dana yang tertanam di dalamnya. Persediaan mempengaruhi neraca dan laba rugi secara bersamaan. Di dalam neraca, persediaan merupakan komponen dari aset lancar yang menyumbang nilai total aset. Bagi perusahaan  nilai aset yang tinggi akan memberikan kemudahan dalam beberapa hal terutama pada kemudahan dalam memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dan emisi saham. Di dalam laporan laba rugi, persediaan mendominasi munculnya laba kotor. Persediaan digunakan untuk menghitung berapa harga pokok penjualan perusahaan. Jika harga pokok penjualan telah diperoleh, maka laba kotor perusahaan dapat dihitung. Laba kotor sering mendapat perhatian dari banyak pihak terutama dari manajemen, owner dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Persediaan yang tersedia di perusahaan perlu dikelola dan dikendalikan sebaik mungkin. Perlu adanya pengendalian internal atas persediaan. Selain itu, jumlah persediaan yang ada di perusahaan diupayakan tidak terlalu sedikit maupun tidak terlalu melimpah. Karena akan mempengaruhi laba/rugi perusahaan. Jika jumlah persediaan terlalu sedikit, terdapat kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga mengakibatkan konsumen akan beralih pada perusahaan lain. Namun jika terlalu banyak juga akan menimbulkan biaya penyimpanan yang cukup besar.

Dalam pengelolaan persediaan, diperlukan suatu pengaturan atau manajemen dalam persediaan. Tujuan inventory control adalah menyediakan persediaan dengan mutu dalam jumlah dan waktu yang sesuai dengan permintaan. Jumlah yang disediakan tidak terlalu banyak agar investasi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu sedikit agar jika ada kekurangan, harga persediaan tidak terlalu mahal.

Manajemen persediaan selain sebagai pengatur persediaan, juga dapat berfungsi sebagai strategi yang digunakan untuk perencanaan pajak dalam sebuah perusahaan. Perencanaan pajak sendiri akan mempengaruhi beban pajak yang terhutang bagi wajib pajak.

Dipandang dari perspektif perpajakan,  pengaruh persediaan di laporan laba rugi lebih berarti daripada pengaruh persediaan sebagai aset lancar di neraca. Hal ini disebabkan dasar perhitungan dan pengenaan pajak adalah dari laba atau rugi perusahaan. Laba yang tinggi bagi perusahaan berarti adalah pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, mengurangi likuiditas dan distribusi laba ke pemegang saham. Bagi pemerintah laba yang tinggi berarti adalah pendapatan negara yang tinggi yang akan digunakan untuk pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan public saving. Untuk itu umumnya perusahaan akan melakukan perencanaan pajak untuk menekan pajak serendah mungkin namun masih tetap dalam jalur Undang-Undang Perpajakan. Strategi perencanaan pajak terhadap persediaan dapat dilakukan dengan memilih metode penilaian persediaan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.

Konsep Dasar Manajemen Persediaan

Manajemen Persediaan adalah aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Pada produk barang, pengendalian persediaan ditekankan pada pengendalian material. Pada produk jasa, pengendalian diutamakan sedikit pada material dan banyak pada jasa pasokan karena konsumsi sering kali bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga tidak memerlukan persediaan.

Manajemen persediaan mengharuskan adanya pengelolaan persediaan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan pada tingkat yang optimum. Adalah perlu untuk menentukan kualitas persediaan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan pengolahan/produksi atas suatu dasar yang terjadwal dan sesuai dengan order pelanggan.

Manajemen persediaan berhubungan dengan penentuan komposisi persediaan, penentuan waktu/jadwal, serta lokasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang diproyeksikan. Pengendalian persediaan meliputi pengendalian kuantitas dan jumlah dalam batas-batas yang telah direncanakan dan perlindungan fisik persediaan.  Beberapa alasan pengelolaan persediaan:
1. Persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar.

2. Mempengaruhi pelayanan ke pelanggan.

3. Mempunyai pengaruh pada fungsi operasi, pemasaran, dan fungsi keuangan.

Manajemen persediaan juga bertujuan Menghilangkan pengaruh ketidakpastian (mis: safety stock), memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran.

Fungsi Manajemen Persediaan

Fungsi dasar dari manajemen persediaan secara sederhana dapat dinyatakan dengan:

1. Meningkatkan laba (profitability), melalui bantuan pembuatan dan pemasaran.

2. Konsep yang ideal dari persediaan, konsep ini terdiri dari pembuatan suatu produk yang sesuai dengan spesifikasi konsumen.

Persediaan merupakan akun/perkiraan penting dari penyebaran aset yang dibutuhkan untuk memberikan pengembaliaan yang minimum atas investasi modal. Pada umumnya perusahaan menyediakan persediaan yang lebih besar dari kebutuhan pokoknya. Generelasi ini akan lebih dapat di pahami melalui pemeriksaan yang seksama terhadap 4 fungsi pokok yang mendasari manajemen persediaan diantaranya:

· Spesialisasi Wilayah, Salah satu fungsi persediaan adalah memungkinkan spesialisasi wilayah dari unit-unit operasi individual. Oleh karena faktor-faktor seperti tenaga listrik, bahan mentah, air, dan buruh, maka lokasi yang ekonomis untuk pembuatan (manufacturing) sering kali sangat jauh dari wilayah permintaan (areas of demand). Dengan pemisahan wilayah, masing-masing komponen ini dapat diprodusir secara ekonomis dan efisisen. Fungsi pemisahan wilayah juga berkaitan dengan penghimpunan golongan dalam distribusi fisik barang-barang jadi. Barang-barang pabrik dari berbagai lokasi dihimpun di suatu gudang tunggal, dengan maksud dapat menawarkan kepada nasabah suatu pengiriman tunggal dari gabungan produk-produk itu. Inilah contoh terpenting pemisahan wilayah dan distribusi terpadu yang dimungkinkan oleh persediaan.
· Decoupling, Fungsi kedua dari persediaan adalah memberikan efisiensi maksimum pada operasi dalam suatu fasilitas (decoupling). Penumpukan persediaan barang dalam proses (work in process) dalam kompleks pembuatan akan memungkinkan penghematan maksimum dalam produksi tanpa terhentinya pekerjaan. Fungsi decoupling ini memungkinkan masing-masing produk dibuat dan didistribusikan dalam ukuran yang ekonomis (economical lot sozes). Dilihat dari segi pemasaran, decoupling memungkinkan produk dapat dibuat pada waktu akan dijual sebagai suatu golongan. Jadi, decoupling itu cenderung menunjang operasi perusahaan. Perbedaan decoupling dengan spesialisasi wilayah adalah dalam hal decoupling ini meningkatkan efisiensi operasi pada satu lokasi tunggal, sedangkan spesialisasi wilayah meliputi banyak lokasi.

· Penyeimbangan Penawaran dengan Permintaan. Fungsi ketiga dari persediaan adalah penyeimbangan, yang memperhatikan jarak waktu antara konsumsi dengan pembuatan (manufacturing). Persediaan penyeimbang ini adalah untuk menyesuaikan penyediaan suplai dengan permintaan. 

· Persediaan Pengaman, Fungsi persediaan pengaman atau persediaan penyangga (buffer stock) adalah menyangkut perubahan jangka pendek, baik dalam permintaan maupun dalam pengisian kembali (replenishment). Kebutuhan akan persediaan adalah disebabkan oleh ketidak pastian mengenai penjualan dimasa depan dan pengisian kembali persediaan. Jika ketidakpastian itu mengenai berapa banyak suatu produk akan terjual, maka perlulah untuk memelihara posisi persediaan.

Empat fungsi persediaan adalah spesialisasi wilayah, decoupling, penyeimbang penawaran dan permintaan, serta persediaan pengaman. Fungsi– fungsi ini menentukan besarnya investasi persediaan yang perlu untuk suatu sistem tertentu untuk tercapainya suatu tujuan manjemen. Pada tingkat minimum, persediaan yang diinvestasikan untuk mencapai spesialisasi wilayah dan decoupling, hanya dapat berubah dengan merubah pola lokasi fasilitas dan proses operasional dari perusahaan itu. Level minimum dari persediaan yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan penawaran dengan permintaan, menunjukkan sulitnya tugas menaksir kebutuhan–kebutuhan musiman.

Dengan pengalaman beberapa kali periode musiman, maka persediaan yang dibutuhkan untuk mencapai penjualan yang marjinal selama periode tinggi permintaan, dapat diproyeksikan dengan cukup baik. Suatu rencana persediaan musiman dapat dirumuskan berdasarkan pengalaman ini.

Manfaat Manajemen Persediaan

Terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh dari merencanakan dan mengendalikan persediaan secara wajar. Manajemen persediaan yang layak mempunyai berbagai keuntungan penting antara lain:

1. Menekankan investasi modal dalam persediaan pada tingkat yang minimum.

2. Mengeliminasi atau mengurangi pemborosan dan biaya yang timbul dari penyelenggaraan persediaan yang berlebihan, kerusakan, penyimpanan, kekunoan, dan jarak serta asuransi persediaan.

3. Mengurangi risiko penundaan produksi dengan cara selalu menyediakan bahan yang diperlukan.

4. Mengurangi risiko kecurangan atau kecurian persediaan.

5. Memungkinkan pemberian jasa yang lebih memuaskan kepada para pelanggan dengan cara selalu menyediakan bahan atau barang yang diperlukan.

6. Dapat mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan pergudangan.

7. Memungkinkan pemerataan produksi melalui penyelenggaraan persediaan yang tidak merata sehingga dapat membantu stabilitas pekerjaan.

8. Menghindarkan atau mengurangi kerugian yang timbul karena penurunan harga.

9. Mengurangi biaya opname fisik persediaan tahunan.

10. Melalui pengendalian yang wajar dan informasi yang tersedia untuk persediaan, dimungkinkan adanya pelaksanaan pembelian yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan dari harga khusus dan dari perubahan harga.

11. Mengurangi penjualan dan biaya administrasi, melalui pemberian jasa/ pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan.
Pengelolaan persediaan dikenal dengan fase yang penting dalam proses pengelolaan perusahaan dan mempengaruhi setiap fungsi seperti penjualan, produksi, pembelian, akuntansi dan administrasi. Pengelolaan yang baik tidak selalu mensyaratkan penyelenggaraan tingkat persediaan yang rendah. Semua faktor harus dipertimbangkan dan diseimbangkan secara wajar.

Biaya-biaya dalam Manajemen Persediaan



Dalam mengelola persediaan, terdapat biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan, antara lain:

1) Biaya penyimpanan persediaan (holding cost/carying cost). Biaya ini meliputi:

a. Biaya fasilitas penyimpanan

b. Biaya modal

c. Biaya keusangan

d. Biaya asuransi persediaan

e. Biaya perhitungan fisik dan konsolidasi laporan

f. Biaya kecurian dan kerusakan

2) Biaya pengadaan persediaan/pemesanan persediaan (ordering cost/ procurement cost). Biaya ini meliputi:

a. Biaya ekspedisi

b. Biaya upah

c. Biaya telepon

d. Biaya surat-menyurat

e. Biaya pemeriksaan penerimaan barang
3) Biaya penyiapan/pemasangan (set-up cost). Biaya ini meliputi:

a. Biaya mesin yang menganggur

b. Biaya persiapan tenaga kerja langsung

c. Biaya penjadwalan

4) Biaya akibat kekurangan persediaan (shortage cost). Biaya ini meliputi:

a. Biaya kehilangan penjualan

b. Biaya kehilangan pelanggan

c. Biaya pemesanan khusus

d. Selisih harga

e. Biaya terganggunya operasi

f. Biaya tambahan pengeluaran kegiatan manajerial

Definisi Persediaan

Persediaan (inventory) adalah pos-pos aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan untuk proses produksi atau dikonsumsi dalam membuat barang-barang yang akan dijual. Beberapa ahli mendefinisikan persediaan sebagai berikut:

1. Menurut Fess&Warren, persediaan meliputi: (1) Barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi normal perusahaan; (2) Bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan akan digunakan untuk proses produksi. 

2. Menurut Kieso, Weygandt & Warfield (2008) Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. 
Sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2008) Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, misalnya, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa seperti diuraikan dalam paragraf 18, di mana entitas belum mengakui pendapatan yang terkait (PSAK 23: Pendapatan).
Sebuah perusahaan dagang (merchandising company), biasanya membeli barang dagang dalam bentuk yang siap dijual. Perusahaan dagang melaporkan biaya yang terkait dengan unit-unit yang belum terjual dan masih ada di tangan sebagai persediaan barang dagang (merchandise inventory).
Perusahaan manufaktur (manufacturing company) memproduksi barang yang akan dijual kepada perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur umumnya memiliki 3 persediaan yaitu bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Biaya yang dibebankan ke barang dan bahan baku yang ada di tangan tetapi belum dialihkan ke produksi dilaporkan sebagai persediaan bahan baku (raw material inventory). Pada setiap titik dalam proses produksi yang berkelanjutan, ada sejumlah unit yang belum selesai diproses sepenuhnya. Biaya bahan baku untuk produk yang telah dibuat namun belum selesai, ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diaplikasikan secara khusus ke bahan baku ini dan biaya overhead yang dialokasikan, merupakan persediaan barang dalam proses (work in process inventory).  Biaya yang berkaitan dengan produk yang telah selesai namun belum terjual pada akhir periode fiskal dilaporkan sebagai persediaan barang jadi (finished goods inventory).

Jenis Persediaan

Persediaan adalah barang yang dimiliki  untuk dijual atau untuk diproses selanjutnya dijual. Berdasarkan pengertian di atas maka perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang sedangkan  perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan yaitu persediaan bahan baku dan bahan pelengkap, persediaan barang dalam pengolahan (persediaan barang dalam proses) dan persediaan barang jadi (siap untuk dijual). Berikut penjelasan masing-masing jenis persediaan tersebut:
1. Bahan Baku dan Bahan Pelengkap

Bahan baku diperoleh langsung dari alam atau dari pihak ketiga. Biaya perolehan bahan baku terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi.

Bahan baku masih digolongkan menjadi, bahan baku langsung dan bahan pembantu. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk. Bahan baku pelengkap ialah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk (bahan tersebut secara fisik tidak terlihat dalam produk).

2. Barang dalam pengolahan (barang dalam proses)

Barang dalam pengolahan (barang dalam proses) ialah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya.

3. Barang Jadi

Barang jadi ialah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya tidak langsung telah selesai dibebankan.

Pengukuran Persediaan


Berdasarkan PSAK No.14 (Revisi 2008), persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi di perusahaan yang siap untuk dijual atau siap untuk digunakan proses produksi. Berikut dijelaskan mengenai biaya pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lain. 

Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang, rabat dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung, alokasi sistematis biaya overhead pabrik tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi.

Biaya-biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini/siap untuk digunakan/dijual.


Sedangkan nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nilai realisasi neto ini biasa digunakan jika biaya persediaan tidak mungkin diperoleh, yang disebabkan jika karena seluruh persediaan rusak, seluruh atau sebagian usang atau harga jualnya telah menurun.

Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti handal yang tersedia saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasikan.


Setiap terjadi penjualan atas persediaan, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan dibawah biaya menjadi nilai realisasi neto, dan semua kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.

Metode Pencatatan Persediaan

Dalam akuntansi dikenal 2 metode pencatatan persediaaan, yaitu metode periodik dan perpetual. Dalam undang-undang perpajakan metode pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama metode dapat menunjukkan kebenaran pencatatan maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Untuk menentukan apakah kedua metode tersebut sesuai atau dapat digunakan dalam perpajakan, berikut penjelasannya:
1. Metode Periodik

Dalam metode periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung HPP (Harga Pokok Penjualan), yang pada gilirannya dipakai guna menyusun laporan laba rugi. Dengan metode periodik ini, penghitungan persediaan dapat dilakukan dengan akurat dan benar.

Metode ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena penilaian persediaan dalam metode ini berdasarkan perhitungan yang benar. Faktor penaksiran atau perkiraan tidak terlihat dalam penilaian persediaan akhir.

2. Metode Perpetual 

Metode ini dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Hal ini dapat dilaksanakan karena setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan selalu dicatat sedemikian rupa, sehingga rekening persediaan senantiasa menyajikan saldo persediaan fisik. Dengan metode periodik, nilai persediaan hanya dapat diketahui jika inventarisasi fisik dilakukan. Sekalipun dalam metode perpetual tidak selalu melakukan inventarisasi, namun perusahaan perlu melakukan perhitungan secara fisik minimal satu kali dalam satu periode/tahun agar perhitungan harga pokok persediaan lebih akurat.

Metode perpetual tidak menggunakan cara penaksiran dalam menghitung nilai persediaan, bahkan inventarisasi masih digunakan sebagai pelengkap maka metode ini tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan. Cara yang tidak sesuai dengan prinsip perpajakan ialah jika persediaan dinilai berdasarkan penaksiran atau perkiraan. 
Metode Penilaian Persediaan


Pergerakan aset yang cukup penting dalam kegiatan perusahaan adalah arus masuk dan keluar barang. Dalam rangka analisis, pengendalian, dan penilaian persediaan, arus masuk dan keluar harus dinilai dengan cara yang sama. Namun praktiknya, nilai barang yang masuk dan keluar sering berbeda karena fluktuasi harga. Akibatnya timbul persoalan penilaian persediaan di dalam harga pokok penjualan baik untuk penghitungan akuntansi maupun perpajakan.


Dalam menilai persediaan ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode FIFO (First-In, First-Out), LIFO (Last-In, First-Out), metode biaya rata-rata (average), metode identifikasi khusus. Keempat metode tersebut akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk (1) harga pokok penjualan periode berjalan, (2) laba kotor (dan laba bersih) periode berjalan, (3) persediaan akhir. Dalam akuntansi, keempat metode tersebut dapat digunakan oleh manajemen dalam melakukan penilaian persediaan barang perusahaan. Namun dalam perpajakan, wajib pajak hanya diperbolehkan menggunakan dua metode saja, antara metode FIFO dan biaya rata-rata. Berikut ini merupakan penjelasan dari keempat metode penilaian persediaan, yaitu:  

1. Metode FIFO

Metode FIFO menganggap barang yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan terlebih dahulu juga. Artinya barang yang dibeli terlebih dahulu oleh perusahaan diasumsikan dijual terlebih dahulu. Hal ini diberlakukan terutama untuk barang yang tidak tahan lama dan produk yang modelnya cepat berubah. Metode FIFO konsisten dengan arus fisik sehingga  memberikan hasil yang sama dengan yang diperoleh melalui pengidentifikasian biaya khusus setiap barang yang dijual dan yang ada dalam persediaan. Selama periode inflasi, penggunaan metode FIFO akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. 

2. Metode LIFO

Metode LIFO menganggap barang yang masuk terakhir akan dikeluarkan terlebih dahulu. Pemakaian metode LIFO terbatas untuk situasi yang jarang terjadi dimana unit yang dijual diambil dari unit yang dibeli paling akhir. Metode LIFO menghasilkan harga pokok penjulan yang lebih tinggi, jumlah laba kotor yang lebih rendah, dan nilai persediaan akhir yang lebih rendah dibanding  metode lainnya. Selama periode inflasi, metode LIFO menawarkan penghematan pajak penghasilan sehingga Peraturan Pajak di Indonesia tidak mengizinkan perusahaan menggunakan metode LIFO dalam menilai persediaan. 

3. Metode Rata-rata

Metode biaya rata-rata merupakan titik tengah antara FIFO dan LIFO. Perhitungan saldo persediaan akhir dan harga pokok penjualan ditentukan dengan membagi total biaya dari setiap barang yang tersedia untuk dijual selama suatu periode dengan unit barang yang terkait. Bagi perusahaan yang persediaannya berasal dari berbagai pembelian unit-unit yang identik, metode rata-rata akan mendekati arus fisik barang.  

4. Metode Identifikasi Khusus

Metode ini menggunakan dasar bahwa harga pokok barang yang dijual menggunakan harga pokok barang yang bersangkutan. Harga pokok barang yang dijual tidak diasumsikan, sehingga perusahaan harus secara jelas mengetahui harga pokok dari setiap barang yang dimiliki. Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang yang memiliki keunikan/kekhususan. Barang-barang (persediaan) pada perusahaan tersebut tidak beragam jenisnya dan memiliki harga pokok yang relatif tinggi. Misal, perhiasan emas, kendaraan bermotor dan barang-barang antik.

Berikut diberikan ilustrasi penggunaan tiga metode penilaian persediaan.

Tabel 6.1 Data Pembelian Persediaan

	 
	Unit
	Harga/ Unit
	Jumlah

	Saldo awal
	              400 
	 Rp       1.000,00 
	 Rp           400.000,00 

	Pembelian, 5 Mei
	              300 
	 Rp       1.100,00 
	 Rp           330.000,00 

	Pembelian, 10 Mei
	              300 
	 Rp       1.200,00 
	 Rp           360.000,00 

	BTUD
	          1.000 
	
	 Rp       1.090.000,00 

	Saldo akhir, 31 Mei
	              600 
	 ?? 
	 ?? 

	HPP
	              400 
	 ?? 
	 ?? 


Tabel 6.2 Nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan 

	
	FIFO
	LIFO
	Biaya Rata-rata

	BTUD
	
	1.090.000
	
	1.090.000
	
	1.090.000

	Saldo akhir
	300unit

@1.200

300unit

@1.100
	
	400unit

@1.000

200unit

@1.100
	
	600unit

@1.090
	

	
	
	(690.000)
	
	(620.000)
	
	(654.000)

	HPP
	
	 400.000
	
	  470.000
	
	  436.000


Mengestimasi Nilai Persediaan Akhir

Mengestimasi nilai persediaan akhir seringkali digunakan oleh perusahaan yang menggunakan metode pencatatan secara periodik/fisik. Melakukan perhitungan secara fisik barang yang ada di gudang atau melakukan inventarisasi sangat memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Sehingga ketika perusahaan membutuhkan data tentang berapa persediaan yang ada di gudang, untuk menyusun laporan keuangan interim/bulanan, maka perusahaan tidak perlu melakukan inventarisasi berulang-ulang. Perusahaan dapat mengestimasi nilai persediaan akhir dengan dua metode, yaitu metode laba kotor dan metode harga eceran. Estimasi nilai persediaan akhir ini biasanya juga diperlukan jika terjadi bencana pada perusahaan, misal kebakaran, dan perusahaan akan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Estimasi nilai persediaan ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap perhitungan harga pokok penjualan, yang kemudian akan menentukan jumlah laba.
1. Metode Laba Bruto

Metode ini digunakan apabila inventarisasi fisik tidak mungkin dilakukan dan pencatatan perpetual tidak dilaksanakan. Asumsi yang dipakai adalah adanya persentase keuntungan yang stabil dari waktu ke waktu. 

Contoh :

Persediaan Awal


Rp   4.000.000

Pembelian



Rp 12.000.000

Penjualan



Rp 20.000.000

Persentase laba bruto


         30%

Dari keterangan tersebut dapat ditaksir harga pokok penjualannya sebesar 70%. Cara untuk menaksir persediaan akhir adalah sebgai berikut.

	 
	 
	 
	 

	 
	Persediaan Awal
	 Rp   4.000.000 
	 

	 
	Pembelian
	 Rp 12.000.000 
	 

	 
	Nilai Barang tersedia dijual
	 Rp 16.000.000 
	 

	 
	HPP (70% X Rp 20.000.000)
	 Rp 14.000.000 
	 

	 
	Taksiran Persediaan Akhir
	 Rp   2.000.000 
	 

	 
	 
	 
	 


2. Metode Harga Eceran 

Metode ini sering dipakai oleh pengecer seperti pasar swalayan dan toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba-rugi atau menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan.

Anggapannya adalah bahwa perbandingan (rasio) biaya terhadap harga eceran persediaan akhir sama dengan perbandingan biaya terhadap harga eceran barang yang tersedia dijual selama satu periode.

Syarat yang perlu dipenuhi agar metode ini dapat dipakai ialah adanya catatan harga jual dan eceran setiap barang dibeli.  

Contoh: 
Tabel 6.3 Data Persediaan Berdasarkan Harga Pokok & Harga Eceran
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Biaya
	
	Harga Eceran
	 

	 
	Persediaan Awal
	 Rp      7.000.000 
	
	 Rp   10.000.000 
	 

	 
	Pembelian
	 Rp    12.000.000 
	
	 Rp   19.000.000 
	 

	 
	Ongkos Angkut
	 Rp      1.000.000 
	
	0
	 

	 
	Barang Tersedia Dijual
	 Rp    20.000.000 
	
	 Rp   29.000.000 
	 

	 
	Penjualan
	 Rp    23.000.000 
	
	
	 

	 
	Persediaan Akhir (dengan harga eceran)
	
	  Rp 6.000.000
	 

	 
	Rasio Biaya terhadap harga eceran= Rp 20.000.000 : Rp 29.000.000 = 69%
	 

	 
	Persediaan Akhir : Rp 6.000.000 X 69% = Rp 4.140.000
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ketentuan perpajakan dalam menghitung penghasilan kena pajak harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dinilai dengan asumsi tersebut, melainkan dengan cara inventarisasi. Namun apabila tidak memungkinkan menilai persediaan dengan inventarisasi, misalnya karena terjadi kebakaran maka cara diatas dapat digunakan. Sebaiknya pemakaian ini dilaporkan kepada fiskus untuk menghindari sanksi atau tuduhan penggelapan pajak.
Strategi Perencanaan Pajak melalui Persediaan


Penilaian persediaan yang diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Penilaian persediaan barang didasarkan pada biaya perolehan (historical cost)
b. Menurut Undang-Undang Perpajakan metode penilaian persediaan barang yang boleh dipergunakan adalah Metode masuk Pertama Keluar pertama atau Metode FIFO dan Metode rata-rata tertimbang.
c. Namun Wajib Pajak dapat menggunakan metode penilaian persediaan barang dalam pembukuannya selain metode  FIFO  atau  Metode rata-rata tertimbang sepanjang mendapat persetujuan Dirjen Pajak dan metode itu harus digunakan  secara konsisten untuk tahun-tahun berikutnya.

Perbandingan Perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO dan rata-rata tertimbang
Data Persediaan:

· Persediaan awal
100 unit @ Rp 2.000.000,00

· Pembelian 

200 unit @ Rp 1.500.000,00

· Pembelian

300 unit @ Rp 3.000.000,00

· Penjualan 

250 unit @ Rp 4.000.000,00

· Penjualan

150 unit @ Rp 4.500.000,00

Menggunakan metode FIFO (First In First Out)
	Penjualan
	
	250 x Rp 4.000.000
	Rp 1.000.000.000

	
	
	150 x Rp 4.500.000
	Rp    675.000.000

	
	
	
	Rp 1.675.000.000

	HPP adalah :
	
	
	

	Persediaan awal
	100 x Rp 2.000.000
	Rp 200.000.000
	

	Pembelian
	200 x Rp 1.500.000
	Rp 300.000.000
	

	
	100 x Rp 3.000.000
	Rp 300.000.000
	

	Total terjual
	400
	
	(Rp   800.000.000)

	Laba kotor
	
	
	 Rp    875.000.000

	Persediaan akhir
	200 x Rp 3.000.000
	Rp 600.000.000,00
	


Menggunakan metode rata-rata tertimbang (average)
	100 x Rp 2.000.000
	Rp 200.000.000
	
	

	200 x Rp 1.500.000
	Rp 300.000.000
	
	

	300 x Rp 3.000.000
	Rp 900.000.000
	
	

	600
	Rp 1.400.000.000
	
	

	Harga rata-rata per unit
	[image: image14.png]



	Rp 2.333.333,33
	

	Penjualan
	
	250 x Rp 4.000.000
	Rp 1.000.000.000

	
	
	150 x Rp 4.500.000
	Rp    675.000.000

	
	
	
	Rp 1.675.000.000

	HPP:

400 x Rp 2.333.333,33
	
	
	(Rp  933.333.332)

	Laba Kotor
	
	
	Rp     741.666.668

	Persediaan akhir
	200 x Rp 2.333.333,33
	Rp 466.666.666
	


Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya Wajib Pajak menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata tertimbang (average), karena dengan menggunakan metode average akan menghasilkan HPP yang tinggi dan laba yang rendah sehingga dengan laba rendah maka pajak terhutang yang harus dibayar juga akan rendah.

Glosarium

Barang Dalam Proses (Work In Proces): Barang yang masih dalam proses produksi atau biasa disebut barang setengah jadi.
First In First Out (FIFO): Metode penilaian persediaan yang mengasumsikan barang yang masuk pertama dijual terlebih dahulu.
Holding Cost/Carying Cost: Biaya penyimpanan persediaan.
Inventarisasi: Perhitungan secara fisik persediaan.

Last In First Out (LIFO): Metode penilaian persediaan yang mengasumsikan barang yang masuk terakhir dijual terlebih dahulu.
Ordering Cost/Procurement Cost: Biaya pengadaan/pemesanan persediaan.

Periodic/Physic Method: Metode pencatatan persediaan yang memerlukan inventarisasi secara fisik persediaan barang yang ada di gudang.
Perpetual Method: Metode pencatatan persediaan yang selalu mencatat akun persediaan setiap terjadi mutasi/pergerakan persediaan.

Set Up Cost: Biaya penyiapan atau pemasangan persediaan.

Shortage Cost: Biaya akibat kekurangan persediaan.

Weighted Average: Biaya rata-rata tertimbang, yaitu metode penilaian persediaan yang merata-ratakan nilai setiap kali pembelian persediaan.

Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan?

2. Mengapa diperlukan manajemen persediaan?

3. Jelaskan empat fungsi pokok manajemen persediaan!

4. Apa saja biaya-biaya yang terkait dengan manajemen persediaan?

5. Jelaskan definisi persediaan menurut beberapa ahli!

6. Sebutkan persediaan yang terdapat pada perusahaan manufaktur!

7. Berdasarkan nilai apa persediaan disajikan di neraca?

8. Apa yang dimaksud dengan nilai realisasi neto?
BAB 7

NATURA ATAU KENIKMATAN
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

36. Mendefinisikan natura atau kenikmatan.
37. Mengidentifikasi setiap jenis imbalan.

38. Menjelaskan natura yang boleh sebagai beban pengurang penghasilan.

39. Menjelaskan yang dimaksud daerah terpencil.

40. Menjelaskan natura yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan.

41. Menjelaskan macam-macam natura yang dapat dan yang tidak dapat dibiayakan.

42. Menjelaskan metode tax payroll.
43. Menghitung tunjangan pajak berdasarkan metode gross-up. 

Petunjuk Pembelajaran



Materi Natura atau Kenikmatan yang disajikan dalam bab 7 ini memberikan pemahaman mengenai natura/kenikmatan, dan bagaimana natura/kenikmatan dapat digunakan sebagai strategi untuk menghemat pajak. Bab ini akan disajikan ke dalam beberapa sub pokok bahasan, yaitu pengertian natura, natura/kenikmatan dari wajib pajak dan bukan wajib pajak, natura/kenikmatan yang boleh sebagai beban pengurang penghasilan, natura daerah terpencil, natura yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, natura dalam penyediaan makanan dan minuman, jenis natura yang dapat dan tidak dapat dibiayakan, aplikasi formula gross-up dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan beberapa contoh kasus.
Pengertian Natura

Natura atau kenikmatan merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak tidak dalam bentuk uang, namun dalam bentuk barang atau kenikmatan yang diberi oleh pemberi kerja sebagai wajib pajak atau pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 mendefinisikan kenikmatan dalam bentuk natura sebagai setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Selain itu imbalan berupa natura atau kenikmatan juga dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan) yang diperoleh karyawan karena untuk mendapatkannya tidak perlu lagi mengeluarkan sumber daya yang dimiliki.

Perbedaan natura dengan kenikmatan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3. Natura adalah imbalan berupa barang (tangible asset) seperti beras, gula dan lain-lain. Sedangkan kenikmatan merupakan imbalan berupa manfaat langsung yang tidak berupa barang, seperti fasilitas perumahan, kesehatan, pendidikan, pajak yang ditanggung atau yang dibayarkan perusahaan.
Natura/Kenikmatan dari Wajib Pajak dan Bukan Wajib Pajak

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya bukan merupakan obyek pajak.
Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit, maka imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya. Termasuk bukan Wajib Pajak adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional sepanjang memiliki asas timbal balik. Termasuk wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final adalah wajib pajak yang melakukan persewaan ruangan, jasa pelayaran. Termasuk wajib pajak yang menggunakan perhitungan khusus atau norma perhitungan adalah pedagang eceran yang memilih menggunakan normsa.
Misalnya, seorang warga negara Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplo​matik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut, sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.
Jenis penghasilan ini berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi akhir tahun.
Undang-Undang Pajak Penghasilan melihat imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh dari pemberi kerja bisa dibedakan atas tiga macam:
a. imbalan yang diterima dalam bentuk uang secara langsung; 
b. imbalan yang diterima dalam bentuk uang secara tidak langsung; 
c. imbalan yang diterma dalam bentuk bukan uang.
Yang termasuk dalam pengertian imbalan dalam bentuk uang secara langsung adalah uang tunai, segala macam cek, bilyet giro, transfer ke rekening pribadi pegawai, tabungan, deposito, wesel, dan saham. Imbalan yang diterima dalam bentuk uang secara tidak langsung dinamakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai imbalan dalam ben​tuk kenikmatan. Sedangkan imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk bukan uang dinamakan imbalan dalam bentuk natura.

Contoh pemberian imbalan dalam bentuk natura adalah beras atau gula. Pemberian imbalan berupa fasilitas mendiami rumah milik atau yang disewa perusahaan, menggunakan kendaraan milik atau yang disewa perusahaan merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan. Con​toh lain, karyawan yang berobat ke dokter atau rumah sakit. Apabila dokter atau rumah sakit menagih biaya pengobatan karyawan tersebut langsung ke perusahaan (Wajib Pajak atau pemerintah) tempat karyawan itu bekerja, hal itu dinamakan kenikmatan atau pemberian imbalan dalam bentuk uang secara tidak langsung kepada karyawan. Tetapi, apabila biaya pengobatan tersebut dibayar dulu oleh karyawan, lalu dengan bukti pembayarannya karyawan tersebut mengklaim ke perusahaan untuk menggantikannya, hal itu dinamakan imbalan dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada karyawan (bukan kenikmatan). Hal yang disebut terakhir merupakan penghasil​an dan merupakan obyek Pajak bagi karyawan (obyek Pajak Penghasilan pasal 21), sedangkan yang disebut pertama merupakan penghasilan yang bukan Obyek Pajak bagi karyawan (bukan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21). 

Dalam hal imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan dikecualikan sebagai Obyek Pajak (jika yang memberikan adalah Wajib Pajak atau pemerintah) bukan berarti bahwa imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dikenai pajak. Penentuan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmat​an yang dikecualikan sebagai Obyek Pajak harus dikaitkan dengan ketentuan di Pasal 9 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menentukan bahwa pihak yang memberikan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak boleh memperhitungkannya sebagai pengurang penghasilan (non deductible expenses) dalam menghitung Pajak Penghasilan Tahunan yang terutang. Jadi, Pajak Penghasilan dikenakan pada pihak yang memberikan imbalan dalam bentuk kenikmatan atau natura tersebut. Jadi pengenaan pajaknya digeser dari penerima penghasilan ke pemberi penghasilan. Tujuannya adalah supaya pemberi penghasilan/pemberi kerja memberikan imbalan dalam bentuk uang tunai dan menghindari kesulitan dalam menilai rupiah barang atau manfaat yang diberikan.
Andaikata yang memberikan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan itu bukan Wajib Pajak (seperti perwakilan diplomatik negara asing, organisasi internasional tertentu), maka imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut yang diterima oleh biasanya pegawai, merupakan Obyek Pajak Penghasilan (obyek PPh pasal 21 dan/atau obyek PPh WP Orang Pribadi bersangkutan). Dengan ketentuan ini, berarti imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tetap dikenai pajak. Hanya saja dalam kasus ini pengenaannya tidak pada pihak pemberi (karena bukan Wajib Pajak sehingga tidak membayar PPh), tetapi pada penerimanya. Dengan demikian perlu diingat dalam perpajakan terdapat prinsip taxability income – deductibility expense dan non taxability income - non deductibility expense. Sehingga pajak penghasilan hanya dikenakan terhadap salah satu pihak. Pada prinsip taxability income – deductibility expense yang dikenai pajak penghasilan adalah karyawan atau penerima imbalan. Pengeluaran oleh pemberi kerja boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga pemberi kerja tidak menanggung pajak penghasilannya. Sedangkan pada prinsip non taxability income - non deductibility expense, imbalan atau kenikmatan tersebut bukan obyek pajak penghasilan bagi karyawan sehingga tidak dikenai pajak. Namun disisi lain, bagi pemberi kenikmatan, pengeluaran atau pemberian kenikmatan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan brutonya, sehingga pihak pemberi kerjalah yang menanggung pajak penghasilan.
Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan bahwa imbalan dalam bentuk natura atau ke​nikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan Pa​jak Penghasilan bersifat final dan yang dikenakan Pajak Peng​hasilan berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit merupakan penghasilan bagi yang menerimanya. Sejauh ini tidak ada ketentuan lanjutan mengenai Wajib Pajak yang memberikan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan itu. Juga tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diperoleh pegawai dari bukan Wajib Pajak, seperti pengenaan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berupa penggunaan fasilitas kendaraan yang dipakai oleh beberapa pegawai atau mendiami rumah yang disewa oleh Kedutaan atau oleh organi​sasi internasional yang bukan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya sangat sulit menghitung berapa besar porsi imbalan da​lam bentuk natura atau kenikmatan yang diperoleh seorang pegawai.

Pada kasus imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ini prinsip taxability income-deductibility expense dan non taxability income-non deductibility expenses terjadi antara Pajak  Penghasilan pasal 21 (pegawai yang menerima​nya) dan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (pemberi kerja sebagai Pemotong PPh pasal 21 yang memberikan imbalan dan kenikmatan termaksud). Misalnya:
· Pembayaran imbalan dalam bentuk uang secara langsung berupa gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya meru​pakan penghasilan pegawai yang menerimanya dan bagi perusahaan/pemberi kerja yang memberikannya (dengan status sebagai Wajib Pajak Pajak Penghasilan) merupakan biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung Pajak Penghasilan pemberi kerja (Pajak Penghasilan Badan atau Pajak Penghasilan Orang Pribadi).

· Pembayaran imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi pegawai yang menerimanya bukanlah merupakan penghasilan yang terkena pajak dan bagi perusahaan atau pemberi kerja merupakan biaya yang tidak diperboleh​kan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang Tahunan pemberi kerja.

Dengan demikian, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dikenai pajak pada pihak yang menerima, tetapi dialihkan kepada pihak yang memberikannya. Pengecualian terjadi jika pemberi kerja itu bukan Wajib Pajak, pemerintah, atau Wajib Pajak yang atas penghasilannya dikenai PPh bersifat final atau dikenai PPh berdasarkan deemed profit. Dalam kasus ini imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dikenai pajak pada pihak yang menerima.
Natura/Kenikmatan yang Boleh Sebagai Beban Pengurang Penghasilan 

Prinsip taxability-deductibility dan non taxability-non deductibility ini tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut (Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomer 36 Tahun 2008): 
1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;

2. Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian atau peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan

3. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Natura Daerah Terpencil

Apabila imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan diberikan oleh Wajib Pajak yang berusaha di daerah tertentu (terpencil) kepada pegawainya dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima pegawai tetap merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai Obyek Pajak bagi pegawai tersebut (bukan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi) dan bagi pemberinya boleh dicatat sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang olehnya.

Yang dimaksud dengan daerah terpencil adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum. Sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan eko​nomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempu​nyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
Bentuk dari imbalan dalam bentuk natura dan ke​nikmatan dimaksud adalah:    
· Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya 
· Pelayanan kesehatan;
· Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya; 
· Tempat peribadatan;
· Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya;
· Olahraga bagi pegawai dan  keluarganya  tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda; Sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak ter​sedia, pemberi kerja harus menyediakannya sendiri. 
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di daerah tertentu dapat mengajukan permohonan penetapan daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam waktu  5 (lima) tahun setelah penetapan daerah terpencil habis.
Natura yang Merupakan Keharusan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Apabila imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan diberikan oleh Wajib Pajak kepada pegawainya merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal. Dalam hal ini imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut yang diterima oleh pegawai bukan merupakan penghasilan yang obyek Pajak Penghasilan (tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21) bagi pegawai tersebut. Wajib Pajak yang memberikannya boleh mencatatnya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Pajak Penghasilan akhir tahun. 
Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah daerah setempat.
Natura dalam Penyediaan Makanan dan Minuman

Apabila imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan diberikan oleh Wajib Pajak pemberi kerja berupa makanan dan minuman di tempat kerja yang disediakan bagi seluruh pegawai secara bersama-sama, termasuk dewan direksi dan dewan komisaris. Imbalan dalam ben​tuk natura dan kenikmatan semacam ini bukan meru​pakan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pe​gawai. Bagi pemberi kerja, imbalan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final (Pengurangan penghasilan bruto).

Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, meliputi: 

Pemberian makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau

Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud di atas, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

Nilai kupon makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2009 tanggal 7 September 2009)
Khusus ketentuan mengenai imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama yang boleh dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto baru mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2000, karena hal tersebut baru diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 2000. Ketentuan baru tersebut adalah berdasarkan pengalaman perusahaan selama ini, ketentuan yang tidak memperbolehkan imbalan tersebut dicatat sebagai pengurang penghasilan menurunkan produktivitas pegawai. Demi menghemat pajak, perusahaan mengambil kebijakan untuk memberi uang makan ke​pada pegawainya bukan berupa makanan/minuman. Tetapi, kenyataannya uang makan tersebut, tidak digunakan pegawai untuk membeli makanan/minuman, tetapi sebagian untuk tujuan lain sehingga selama bekerja pegawai kekurangan gizi.
Demikian juga dengan biaya untuk membeli piring, gelas, kompor, meja makan, dan lain-lain  dalam  rangka penyediaan makanan/minuman tersebut juga boleh sebagai pengurang penghasilan. Karena barang-barang tersebut digunakan untuk menyediakan makanan dan minuman.
Jenis Natura dan Kenikmatan yang Dapat/Tidak Dapat Dibiayakan


Perlakuan terhadap pemberian natura atau kenikmatan berbeda-beda, tergantung pada jenis natura atau kenikmatan yang diberikan. Pemberian natura atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Adapula pemberian natura yang tidak boleh dikurangkan sebagai beban perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawainya. Berikut ini contoh-contoh biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan.
a. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, meliputi:
1. Pemberian makanan dan atau minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja, atau

2. Pemberian kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud di atas, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi dan dinas luar lainnya.

Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman ini dapat diakui sebagai beban perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai.
b. Pembayaran iuran Jamsostek oleh perusahaan merupakan iuran pensiun atau tunjangan hari tua yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Sedangkan pembayaran iuran Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Perusahaan merupakan iuran yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan merupakan penghasilan bagi karyawan

c. Biaya penyediaan makanan dan transport yang diberikan dalam bentuk uang bukan merupakan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, melainkan merupakan objek Pajak Penghasilan bagi karyawan dan biaya tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan
d. Pemberian perlengkapan kerja yang diwajibkan menurut aturan ketenagakerjaan/keselamatan kerja. Pemberian perlengkapan ini oleh pegawai tidak merupakan penghasilan, dan bagi perusahaan pengeluaran ini dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

e. Biaya sewa bus untuk antar jemput karyawan merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

f. Fasilitas Pengobatan

1. Klinik atau rumah sakit, dokter dan apotik merupakan pemberian kenikmatan kepada pegawai, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Penggantian pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian tunjangan pengobatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan merupakan obyek Pajak penghasilan Pasal 21.

g. Klinik atau rumah sakit milik pihak ketiga
1. Jika biaya pengobatan karyawan diberikan langsung kepada klinik, rumah sakit dan dokter lain di luar perusahaan, bagi pegawai merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan.

2. Jika biaya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian, pembayaran tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

h. Kenikmatan mendiami rumah milik perusahaan
1. Pemberian tunjangan perumahan karyawan. Perusahaan dapat mengurangkan pengeluaran sebagai biaya jika pegawai diberikan tunjangan perumahan minimal sebesar jumlah penyusutan dan eksploitasi rumah yang bersangkutan. Pertambahan penghasilan akibat pemberian tunjangan perumahan ini akan menambah beban pajak penghasilan pada pegawai yang bersangkutan.

2. Mess untuk transit. Biaya fasilitas mess yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai transit bagi pegawainya dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Namun kenikmatan ini bukan penghasilan bagi pegawai.

3. Pemberian fasilitas perumahan untuk daerah terpencil merupakan beban bagi pemberi kenikmatan, namun bukan merupakan penghasilan bagi penerima kenikmatan/pegawai.
i. Fasilitas rekreasi. Pengeluaran untuk pengadaan dan pembiayaan fasilitas rekreasi dan olah raga yang terletak jauh dari kota untuk menjaga kesehatan dan moral karyawan dapat dikurangkan sebagai biaya. Kenikmatan ini bagi pegawai tidak merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
j. Biaya perjalanan
1. Biaya perjalanan dalam rangka perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas pegawai (tidak termasuk keluarga) dalam rangka menjalankan tugas perusahaan yang didukung oleh bukti-bukti (tiket, kuitansi agen, hotel dan akomodasi) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan obyek Pph pasal 21.

· Jika perusahaan memberikan biaya perjalanan dalam bentuk kenikmatan, maka pengeluaran ini tidak dapat dibiayakan, bagi pegawai bukan merupakan penghasilan.

· Jika perusahaan memberikan fasilitas dalam bentuk uang tunai, maka pengeluaran ini dapat dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, bagi pegawai yang menerima, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan.
2. Biaya perjalanan pemulangan pegawai. Biaya perjalanan pemulangan pegawai ketempat semula (tempat melamar pekerjaan karena pemberhentian, sakit-sakitan dan pensiun) dapat diperlakukan sebagai biaya oleh perusahaan dalam penghitungan penghasilan kena pajak
k. Telepon seluler/Handphone untuk pegawai
Pembebanan biaya telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya, dapat melalui seperti berikut:

1. Penyusutan telepon seluler. Telepon seluler termasuk aktiva kelompok 1 dan penyusutannya yang boleh diakui hanyalah 50% dari seharusnya.

2. Biaya langganan telepon seluler. Biaya langganan atau pengisian pulsa yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar 50% dari biaya tersebut. Perbedaan biaya telepon secara komersial harus dilakukan koreksi fiskal.
l. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajiban dan kepentingan perusahaan. Biaya seminar, lokakarya, penataran bagi pegawai merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21. Biaya pendidikan baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat dikurangkan sebagai beban.
m. Fasilitas Kendaraan. Kendaraan yang digunakan untuk operasional yang tidak dibawa pulang pegawai. Biaya penyusutan fiskal, biaya pemeliharaan rutin, bahan bakar, STNK, premi asuransi, gaji sopir dan sebagainya dapat dikurangkan. Kendaraan yang semata-mata dipakai untuk keperluan perusahaan dan sama sekali tidak pernah dipakai untuk keperluan pribadi maka biaya yang berhubungan dengan kendaraan ini dan biaya eksploitasinya dapat dikurangkan sebagai beban untuk penghitungan pajak penghasilan.
n. Asuransi Kecelakaan. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya dan bagi pegawai diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila terdapat pembayaran santunan asuransi, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian, perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong pajak penghasilan tertanggung atau pegawai.

o. Biaya/Pengeluaran di daerah tertentu. Khusus untuk daerah tertentu diberlakukan ketentuan tersendiri yaitu penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerima imbalan bukan merupakan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan.

Dalam praktek, prinsip taxability-deductibility, non taxability-non deductibility tidak berjalan sesuai harapan pembuat Undang-Undang Pajak Penghasilan. Malahan yang terjadi adalah lolos-nya obyek berupa imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dari pengenaan pajak. Hal ini terjadi ka​rena dalam kententuan pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan persyaratan bahwa imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan baru dikecualikan sebagai Obyek Pajak jika yang memberikan adalah Wajib Pajak. Sebagaimana telah dikemukakan pada bahasan mengenai Wa​jib Pajak, definisi dari Wajib Pajak itu tidak jelas. Sebagai contoh, kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia (didirikan atau bertempat kedudukan di luar Indonesia) per definisi Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak, sehingga jika kantor perwakilan perusahaan asing itu memberikan imbalan kepada karyawannya berupa natura atau kenikmatan, imbalan itu tidak dikenai pa​jak pada karyawan karena dikecualikan sebagai Obyek Pajak. Sebaliknya, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan itu tidak bisa dikenai pajak pada kantor perwakilan, karena pada kenyataannya kantor perwa​kilan hanya merupakan cost center.   
Untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang boleh sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, maka Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
Pemberian natura merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak. Hal ini merupakan penghematan pajak (tax saving). Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Penghematan bagi perusahaan/pemberi kerja dapat dilakukan dengan cara mengubah pemberian natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Sehingga biaya/pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang pada akhirnya akan mengurangi beban pajak yang terhutang bagi perusahaan/pemberi kerja. Namun, bagi penerima imbalan/karyawan akan menjadi penambah penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan.

Mekanisme pergeseran pengenaan pajak ini hanya berjalan bila pemberi penghasilan merupakan Wajib Pajak yang menghitung pajak penghasilan dengan mekanisme Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan jika pemberi penghasilan/imbalan tersebut bukan wajib pajak, selain pemerintah, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan wajib pajak yang dikenakan Pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), maka penghasilan/imbalan tersebut akan menjadi obyek pajak penghasilan bagi yang menerimanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan akan dikenakan terhadap salah satu pihak, bisa pemberi kerja atau penerima penghasilan. Kecuali natura dan atau kenikmatan yang diatur khusus dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat 1 (e).

Apabila penghasilan/imbalan tersebut diberikan dalam bentuk uang dengan nama tunjangan, misal tunjangan perumahan, tunjangan beras dan lain-lain, maka pemberi kerja dapat membebankan pengeluaran tersebut dan mengurangi pajak penghasilan terhutang. Dalam kondisi ini penerima penghasilanlah yang harus menanggung pajak penghasilan tersebut. Hal ini akan memberatkan bagi karyawan/penerima penghasilan. Bagaimana cara yang harus dilakukan perusahaan/pemberi kerja agar pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai beban, tetapi karyawan tidak terbebani pajak penghasilan? 

Perusahaan dapat memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Dalam hal ini perusahaan dapat membiayakan tunjangan tersebut untuk mengurangi penghasilan kena pajak, dan karyawan tidak terbebani tambahan pajak karena adanya tambahan tunjangan/penghasilan dari pemberi kerja.

Dalam tax payroll method terdapat 3 macam metode pemotongan pajak, yaitu:

1. Net method, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan.

2. Gross method, merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

3. Gross-up method, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Sejalan dengan pengertian gross-up itu sendiri, pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode gross-up hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar karyawan dengan tunjangan pajak yang akan diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Dengan memberikan tunjangan pajak, maka perusahaan dapat membebankan biaya tersebut sebagai deductible expenses, sehingga dapat mengurangi Pajak Penghasilan perusahaan yang bersangkutan. Dengan catatan, pembebanan tersebut didukung dengan adanya jurnal biaya tunjangan pada pembukuan perusahaan dan tercantum dalam slip gaji karyawan.


Istilah tunjangan pajak dan pajak ditanggung pemberi kerja, keduanya merupakan pengeluaran untuk pegawai. Namun kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Jumlah tunjangan pajak tidak ditentukan oleh besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai, sedangkan jumlah pajak yang ditanggung pemberi kerja tergantung pada besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai. Pajak yang ditanggung pemberi kerja sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai, berapapun jumlahnya. Sedangkan tunjangan pajak relatif tetap setiap bulan.


Perlakuan keduanya berdasarkan peraturan perpajakan berdampak berbeda bagi pemberi kerja. Tunjangan pajak boleh menjadi biaya bagi pemberi kerja, sedangkan pajak ditanggung pemberi kerja tidak boleh dibiayakan karena dianggap suatu kenikmatan atau natura. Hal ini berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 7 huruf e KEP-545/PJ/2000 jo PER-15/PJ/2006 yang menggolongkan pajak ditanggung pemberi kerja sebagai kenikmatan (benefit in kind) sehingga tidak boleh sebagai biaya. Oleh karenanya bagi pegawai yang menerima, tunjangan pajak akan merupakan tambahan penghasilan, sedangkan pajak yang ditanggung pemberi kerja bukan penghasilan (prinsip taxable-deductible).


Apabila perusahaan akan menentukan kebijakan untuk menanggung semua pajak penghasilan pegawai tetapi sekaligus ingin membiayakan pengeluaran tersebut, maka perusahaan harus menghitung tunjangan pajak setiap pegawai supaya jumlahnya sama dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap pegawai dengan metode gross-up. Dengan demikian maka take home pay pegawai tidak terganggu dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan. Pemberian tunjangan Pajak Penghasilan ini selain menguntungkan pegawai juga menguntungkan perusahaan karena pemberian tunjangan tersebut dapat dibiayakan. Hal ini berbeda dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan, dimana Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibiayakan. Permasalahannya adalah ketika memberikan tunjangan Pajak Penghasilan sebesar jumlah Pajak Penghasilan terhutang pegawai, besarnya hampir selalu tidak sama. Namun, berikut terdapat formula yang akan menghasilkan jumlah tunjangan Pajak Penghasilan yang diberikan oleh perusahaan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai yang dipotong oleh perusahaan.


Untuk mendapatkan besaran tunjangan pajak tersebut, ada beberapa cara sebagai berikut:

1. Penghitungan Iterasi


Iterasi pertama akan menghasilkan awal pajak terhutang yang akan dijadikan inisial besaran tunjangan pajak, yang akan merubah besaran penghasilan bruto kembali. Iterasi berikutnya akan menghitung kembali besaran pajak terhutang baru, untuk dihitung selisihnya dengan tunjangan pajak sebelumnya, jika masih ada selisih, up date pajak terhutang baru menjadi komponen tunjangan pajak baru. Hitung kembali pajak terhutang baru, dan demikian seterusnya sampai tidak diperoleh selisih antara besaran tunjangan pajak dengan pajak terhutang karyawan.

2. Penghitungan Cepat

Formulasi gross-up Pajak Penghasilan Pasal 21 terbagi dalam 4 lapisan rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP), sesuai dengan lapisan tarif Pajak Penghasilan (tarif progresif) bagi wajib pajak orang pribadi, dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
a. Lapisan 1


Untuk PKP antara Rp.1 hingga Rp.47.500.000, atau 1<X<47.500.000.


Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp.0 X 5/95 + 0
b. Lapisan 2


Untuk PKP antara Rp.47.500.000 hingga Rp.220.000.000, atau 47.500.000<X<220.000.000.


Tunjangan PPh = PKP setahun (-) 47.500.000 X 15/85 + 2.500.000
c. Lapisan 3


Untuk PKP antara Rp.220.000.000 hingga Rp.437.500.000, atau 220.000.000<X<437.500.000.


Tunjangan PPh = PKP setahun (-) 220.000.000 X 25/75 + 30.000.000
d. Lapisan 4


Untuk PKP diatas Rp.437.500.000, atau X>437.500.000


Tunjangan PPh = PKP setahun (-) 437.500.000 X 30/70 + 62.500.000

Aplikasi Formula Gross-Up dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Tn.Adnan seorang pegawai dengan gaji per bulan Rp.10.000.000. Tn.Adnan sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tunjangan-tunjangan lainnya diabaikan, untuk lebih memudahkan perhitungan.

Penghasilan bruto setahun (10.000.000 X 12 bulan)

Rp.120.000.000

Biaya Jabatan setahun: 5% X 120.000.000


Rp.    6.000.000

Penghasilan neto setahun




Rp.  114.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

- Diri Wajib Pajak  
Rp.15.840.000

- Istri
Rp.   1.320.000

- Anak (2orang)
Rp.   2.640.000
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak



Rp. 19.800.000
Penghasilan Kena Pajak setahun 




Rp. 94.200.000

Jika Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun sebesar Rp.94.200.000, maka penghitungan tunjangan pajak penghasilan menggunakan metode gross-up lapisan ke-2, cara menghitungnya yaitu:

Tunjangan PPh = 94.200.000 – 47.500.000 X 15/85 + 2.500.000

                          = Rp.10.741.176,47

Susunan ulang dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan setahun



Rp.120.000.000

Tunjangan Pajak Penghasilan



Rp.   10.741.176,47

Penghasilan Bruto



Rp. 130.741.176,47

Biaya Jabatan: 5%X130.741.176,47

    (max diperkenankan Rp.6.000.000)

Rp.     6.000.000

Penghasilan neto setahun



Rp.124.741.176,47

PTKP



Rp.  19.800.000

Penghasilan Kena Pajak



Rp.104.941.176,47

PKP dibulatkan menjadi



Rp.104.941.000

PPh terhutang:

5%  X 50.000.000 = 2.500.000

15% X 54.941.000 = 8.241.150

Total PPh Pasal 21 Terhutang
Rp.10.741.150 (selisih karena pembulatan)

Setelah dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Tn.Adnan, maka Pajak Penghasilan terhutang bagi Tn.Adnan sama dengan tunjangan Pajak Penghasilan yang diberi oleh pemberi kerja, yaitu sebesar Rp.10.741.150 setahun atau Rp.895.095,83 sebulan.

Contoh Kasus

Pemberian Natura Namun Bukan Merupakan Obyek Pajak

Informasi Umum Perusahaan

PT.Akbar Perdana adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan peralatan dan perlengkapan olah raga. Barang yang dihasilkan merupakan barang kena pajak tergolong mewah kelompok tarif 10%. Perusahaan ini didirikan tahun 2000. Data perusahaan secara lengkap adalah sebagai berikut.
Nama Perusahaan 
: PT.Akbar Perdana
NPWP/NPPKP 
: 01.111.222.0.542.000
Tanggal Pengukuhan
: 05 Mei 2008
Alamat 
: Jl. Trimargo Kulon

  Jetis Yogyakarta
Kode Pos 
: 55581
Nomor Telepon 
: (0274) 864892
Nonor Faks. 
: (0274) 864895
Merek Usaha 
: SPORTY
Ijin Sentralisasi 
: - 

Jenis Usaha 
: Industri Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga
Tahun Buku 
: Januari s/d Desember
Nama Direktur 
: Hakim Ananda
NPWP
: 04.125.210.1.542.000 
Contoh Soal:

Catur adalah seorang pegawai tetap pada perusahaan PT.Akbar Perdana, dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan meperoleh tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan. Catur telah menikah dan memiliki 1 orang anak dan tanggungan 1 orang tua. 

Berikut informasi tambahan sehubungan dengan natura dan program asuransi.

Informasi tambahan:

1. Setiap pegawai akan menerima beras, minyak goreng, susu, dan gula, yang jika dirupiahkan senilai Rp. 100.000,00 per bulan (bagi pegawai tetap dengan gaji bulanan) dan senilai Rp. 20.000,00 setiap minggu (bagi pegawai tetap dengan gaji mingguan).

2. Perusahaan mengikuti program asuransi tenaga kerja di PT.Bringin Life. Preminya dibayarkan perusahaan sebesar 5% dari gaji pokok sebulan untuk setiap pegawai. Premi tersebut terdiri atas premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar 2% dan 3%.

3. Perusahaan juga mengikutkan semua pegawai pada program pensiun PT Hidup Sejahtera dengan membayar iuran sebesar 2% dari gaji pokok sebulan (iuran ini ditanggung masing-masing pegawai dan dipotongkan dari gaji pegawai  bersangkutan).

Penghitungan PPh Pasal 21
Gaji pokok

Rp. 
5.000.000

Premi asuransi kecelakaan 2% 

Rp. 
100.000

Premi asuransi kematian 3%

Rp. 
150.000
Penghasilan bruto sebulan 

Rp. 
5.250.000

Pengurangan

B. Jabatan

5% x 5.250.000 = 
Rp. 262.500

Iuran pensiun

2% x 5.000.000 = 
Rp. 100.000


Rp. 
362.500

Penghasilan neto sebulan 

Rp. 
4.887.500
Penghasilan neto 5 tahun

Rp. 
58.650.000

PTKP

WP. Pribadi 
Rp. 
15.840.000

Menikah 
Rp. 
1.320.000

Tanggungan 
Rp. 
2.640.000
Rp. 
19.800.000
Penghasilan kena pajak 


Rp. 
38.850.000

PPh 21 setahun 5% X 38.850.000

Rp. 1.942.500

PPh 21  sebulan 


Rp.    161.875
Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini, pemberian natura berupa beras, minyak goreng, susu dan gula bukan merupakan obyek pajak penghasilan sehingga tidak diperhitungkan dalam menambah penghasilan karyawan. Dalam kasus ini yang memberikan natura adalah wajib pajak, sehingga bukan merupakan obyek pajak bagi penerimanya, dan pengeluaran berupa natura tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh PT.Akbar Perdana.

Penghitungan Pph Pasal 21 Atas Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Diberikan oleh Wajib Pajak yang Pengenaan Pajak Penghasilannya Bersifat Final atau Berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (Deemed Profit)
Junaidi adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang
asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus
(deemed profit), memperoleh gaji sebesar Rp 1.500.000,00 sebulan beserta beras
30 kg dan gula 10 kg. Junaidi berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang
dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu:

Harga beras 
: Rp 10.000,00 per kg.
Harga Gula    
: Rp 8.000,00 per kg.
Penghitungan PPh Pasal 21
Gaji sebulan
Rp   
1.500.000,00
Beras : 30 x Rp 10.000,00
Rp      
300.000,00
Gula   : 10 x Rp 8.000,00
Rp 
80.000,00
Penghasilan bruto sebulan
Rp   
1.880.000,00
Pengurangan:
Biaya Jabatan 5% x 1.880.000,00
Rp 
94.000,00
Penghasilan neto sebulan
Rp   
1.786.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.786.000,00
Rp 
21.432.000,00
PTKP

· untuk WP sendiri
Rp. 
15.840.000,00 
· tambahan karena menikah
Rp.  
1.320.000,00

· tambahan untuk 1 orang anak
Rp.
1.320.000,00
· Penghasilan Tidak Kena Pajak

Rp.
18,480.000,00  
· Penghasilan Kena Pajak
Rp. 
2.952.000,00
PPh terhutang:

5% X Rp.2.952.000,00 
=
Rp.147.600,00
PPh Pasal 21 sebulan: Rp.147.600,00 : 12
=
Rp.12.300,00
Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Junaidi, natura berupa beras dan gula diakui sebagai penghasilan, merupakan obyek Pajak Penghasilan, karena pemberi penghasilan adalah Badan Perwakilan Dagang Asing yang perhitungan pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus.
Glosarium

Deductible Expenses: Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Deemed Profit: Penghitungan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.
Gross Method: Metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
Gross-Up Method: Metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.
Net Method: Metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan.

Taxable Income: Penghasilan yang merupakan obyek pajak.
Pertanyaan
Apa yang dimaksud dengan natura atau kenikmatan?

Jelaskan jenis-jenis imbalan!

Bagaimana perlakuan natura/kenikmatan jika yang memberikan adalah wajib pajak?

Bagaimana perlakuan natura/kenikmatan bagi penerimanya, jika yang memberikan adalah bukan wajib pajak?

Bagaimana perlakuan natura/kenikmatan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9?

Apa yang dimaksud dengan daerah terpencil?

Apa saja natura daerah terpencil yang boleh diakui sebagai beban?

Apa yang dimaksud dengan natura yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan?

Jelaskan metode dalam tax payroll!

BAB 8

PEMISAHAN PENGHASILAN
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

44. Mendefinisikan income splitting atau pemisahan penghasilan.

45. Menjelaskan pengaruh income splitting terhadap perhitungan pajak terhutang.
46. Menjelaskan kriteria untuk istri yang wajib memiliki NPWP.
47. Menjelaskan kondisi untuk istri yang boleh memiliki NPWP sendiri.

48. Menghitung Pajak Penghasilan jika penghasilan digabungkan.
49. Menghitung Pajak penghasilan jika penghasilan dipisahkan.
Petunjuk Pembelajaran


Materi Income Splitting atau Pemisahan Penghasilan yang disajikan dalam bab 8 ini memberikan pemahaman mengenai konsep pemisahan penghasilan, kriteria untuk istri yang wajib atau boleh memiliki NPWP sendiri, serta bagaimana income splitting dapat digunakan sebagai strategi untuk menghemat pajak. Bab ini akan disajikan ke dalam beberapa sub pokok bahasan, yaitu pengertian income splitting, pengaruh income splitting terhadap perhitungan pajak terhutang, istri wajib memiliki NPWP, istri boleh memiliki NPWP dan contoh kasus perhitungan Pajak Penghasilan baik jika penghasilan digabungkan maupun jika penghasilan dipisahkan.
Meningkatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia, mendorong kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional. Hal ini dilaksanakan dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Oleh karena itu pemerintah sejak tahun 2000 telah melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional.

Dalam Undang-undang Perpajakan tahun 2000 digunakan sistem “Self Assessment”, yang menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan. Sehingga penentuan besarnya pajak terhutang sebesar yang dihitung oleh Wajib Pajak sendiri. Dengan demikian baik bagi wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Perorangan mempunyai tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkannya.

Dengan sistem self assessment tersebut secara tidak langsung Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (Tax Planning). Dirjen Pajak pernah menyatakan bahwa Tax Planning bagi perusahaan  dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak. 

Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Pertama kegiatan Administrasi Pajak, yaitu menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh NPWP, mengisi SPT dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masa lalu. Kedua adalah Perencanaan Pajak yang intinya ialah pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan terhadap pajak bila mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan perusahaan ambil setelah mengetahui dampak pajaknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak.
NPWP sebenarnya lebih dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan sendiri. Terlebih pada Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP ini terkait dengan penghitungan Pajak Penghasilan yang menjadi beban dirinya. NPWP juga bisa dikaitkan dengan kewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan pihak lain. 

Pengertian income splitting


Income splitting (pemisahan pendapatan) merupakan metode dalam melaporkan pajak terhutang dari suami dan istri dengan NPWP terpisah  (split) kepada pihak fiskus agar dikenakan tarif pajak yang lebih rendah. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan pajak terhutang wajib pajak orang pribadi yang harus dibayar.

Pemisahan pendapatan (Income Splitting) telah diatur dalam ketentuan perpajakan, dan merupakan suatu hal yang diperkenankan. Dasar hukum penegasan dalam SE-29/PJ/2010 yang digunakan dalam pemecahan pendapatan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut penjelasan masing-masing Undang-Undang tersebut.
· Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur antara lain: 

Pasal 2 ayat (1), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

· Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur antara lain: 

· Pasal 8 ayat (1), seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

· Pasal 8 ayat (2), penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila: 

a. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

c. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

· Pasal 8 ayat (3), penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Pengaruh income splitting terhadap perhitungan pajak terhutang


Pajak terhutang  yang dibayarkan oleh WP orang pribadi akan menjadi lebih rendah apabila masing-masing WP antara suami-istri memiliki NPWP yang terpisah. NPWP lebih dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan sendiri. Terlebih pada Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP ini terkait dengan penghitungan Pajak Penghasilan yang menjadi beban dirinya. NPWP juga bisa dikaitkan dengan kewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan pihak lain. Dalam konteks tulisan ini, NPWP dikaitkan kepada kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan sendiri.

Konsep dasar penghitungan Pajak Penghasilan kepada keluarga terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang PPh  Ayat (1) sampai dengan ayat (3) berbicara tentang penghasilan istri dan ayat (4) mengatur penghasilan anak yang belum dewasa. Dalam penjelasan Pasal 8 ini ditegaskan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan menempatkan keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, artinya  penghasilan  atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Konsep inilah yang mendasari pernyataan bahwa pada prinsipnya, satu NPWP untuk satu keluarga. Artinya, istri tidak perlu NPWP, anak yang belum dewasapun tidak perlu NPWP baik mereka punya penghasilan atau tidak. Cukup suami sebagai kepala keluarga yang memiliki NPWP. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Penggabungan pendapatan tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:

a. Penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan

b. Penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
Istri Wajib Memiliki NPWP
Ada dua kondisi yang menyebabkan istri harus memiliki NPWP sendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b yaitu:

a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Dalam dua kondisi ini istri wajib memiliki NPWP. Ketentuan ini terdapat pula dalam Undang-Undang KUP yaitu di penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Istri Boleh Memiliki NPWP
Dalam Undang-Undang PPh dan Undang-Undang KUP yang baru, istri dibolehkan memiliki NPWP sendiri walaupun suami istri tidak hidup berpisah atau tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi dalam keluarga yang “normal” pun istri boleh memiliki NPWP sendiri dan terpisah dengan suaminya. Perhitungan PPh terutang bagi suami istri sebanding dengan besarnya penghasilan neto mereka. Jadi, perhitungannya sama persis dengan perhitungan bagi suami istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Perhitungan income splitting

Contoh 1
Berikut ini contoh perhitungan yang diambil dari penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan ini berlaku bagi suami istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dan istri yang menghendaki NPWP sendiri.

Pak Adnan, yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp.100.000.000,00 mempunyai seorang isteri  yang bernama Bu Adnan yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp.50.000.000,00. Selain menjadi pegawai, Bu Adnan juga membuka usaha berupa  salon kecantikan dengan penghasilan sebesar Rp.75.000.000,00. Dengan demikian, jumlah penghasilan neto Bu Adnan adalah Rp.125.000.000,00 dan jumlah seluruh penghasilan neto Pak Adnan dan istrinya adalah Rp.225.000.000,00.

Misalnya pajak yang terutang atas jumlah seluruh penghasilan tersebut (milik Pak Adnan dan istrinya) adalah sebesar Rp 56.250.000,00, maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut: 

Pak Adnan :  (100.000.000,00 / 225.000.000,00) x Rp56.250.000,00 = Rp25.000.000,00

Bu Adnan :  (125.000.000,00 / 225.000.000,00) x Rp56.250.000,00 = Rp31.250.000,00
Contoh 2 

Tn. Handoko merupakan seorang dokter dengan satu orang isteri dan 2 orang anak. Ny. Handoko juga memperoleh penghasilan dari usaha catering. Untuk tahun 2009, keluarga tersebut memperoleh Penghasilan Netto (penghasilan dikurangi biaya yang boleh dikurangkan secara fiskal) sebagai berikut:
Tn. Handoko         : Rp    600.000.000,-
Ny. Handoko         : Rp    400.000.000,-
Total                        Rp 1.000.000.000,-

Tabel perhitungan akan disajikan pada halaman berikut.

Beban pajak yang harus ditanggung keluarga Tn. Handoko dengan metode penggabungan kewajiban perpajakan adalah Rp 234.308.000,- atau 23.4% dari penghasilan netto (Rp 1 miliar) yang diperoleh dalam tahun tersebut.

Contoh perhitungan PPh terutang pada tabel berikut sudah benar untuk penghasilan suami dan isteri yang digabungkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 8.1 Perhitungan  Pajak Penghasilan Jika Penghasilan Digabungkan 
	Pengh. Netto 
	
	1.000.000.000 

	PTKP
	Wajib Pajak:  15.840.000

Isteri Bekerja: 15.840.000

Kawin: 1.320.000

Anak (2): 2.640.000
	35.640.000 

	Ph. KP
	
	964.360.000 

	PPh Terutang
	5% x Rp 50.000.000,-       : Rp 2.500.000,-
15% x Rp 200.000.000,-  : Rp 30.000.000,-
25% x Rp 250.000.000,-  : Rp 62.500.000,-
30% x Rp 464.360.000,-  : Rp 139.308.000,- 
	234.308.000


Namun apabila Tn/Ny. Handoko memilih untuk menjalankan kewajiban pajak secara terpisah, maka perhitungan PPh-nya adalah sebagai berikut:
Tabel 8.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Jika Penghasilan Dipisahkan
	
	Tn. Handoko 
	Ny. Handoko 

	Pengh. Netto
	600.000.000 
	400.000.000 

	PTKP
	19.800.000 
	15.840.000 

	Ph. KP
	580.200.000 
	384.160.000 

	PPh Terutang
	119.060.000 
	66.040.000 


Perhitungan Pajak Penghasilan Tn. Handoko:

Penghasilan Kena Pajak


Rp.580.200.000

Pajak Penghasilan Terhutang:

5%   X  50.000.000 
= Rp.   2.500.000

15% X 200.000.000
= Rp.  30.000.000

25% X 250.000.000
= Rp.  62.500.000

30% X   80.200.000
= Rp. 24.060.000

Total Pajak Penghasilan Terhutang 

Rp.119.060.000

Perhitungan Pajak Penghasilan Ny.Handoko:

Penghasilan Kena Pajak


Rp.384.160.000

Pajak Penghasilan Terhutang:

5%   X  50.000.000
= Rp.  2.500.000

15% X 200.000.000
= Rp. 30.000.000

25% X 134.160.000
= Rp. 33.540.000

Total Pajak Penghasilan Terhutang

Rp.66.040.000

Dengan pemisahan NPWP, total beban pajak yang harus ditanggung keluarga Handoko hanyalah sebesar Rp 185.100.000,- (Rp 119.060.000 + Rp 66.040.000,) atau 18.51% dari penghasilan netto.
Dari kasus diatas, penghematan yang diperoleh keluarga Tn. Handoko dari pemisahan NPWP adalah Rp 234.308.000- Rp 185.100.000 = Rp 49.208.000,- atau 4.9% dari penghasilan netto. 
Glosarium

Income Splitting: Pemisahan penghasilan antara suami dan istri.
Self Assessment: Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terhutang.

Pertanyaan
1. Jelaskan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini!

2. Apa dampak dari penerapan sistem tersebut?

3. Apa yang dimaksud income splitting?

4. Bilamana penghasilan suami dan istri dikenakan pajak secara terpisah?

5. Dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan secara terpisah antara suami dan istri. Jelaskan ketentuan tersebut!

6. Dalam kondisi bagaimana istri harus memiliki NPWP sendiri?

BAB 9

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
50. Menjelaskan akuntansi fiskal dan mengapa diperlukan akuntansi fiskal.

51. Menjelaskan perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal.
52. Menjelaskan penyebab beda tetap dan beda waktu.
53. Mengidentifikasi pengeluaran/beban yang boleh dan tidak boleh dikurangkan menurut akuntansi fiskal.

54. Menjelaskan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

55. Menjelaskan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final.

56. Menjelaskan perbedaan metode akuntansi.
57. Menjelaskan prosedur rekonsiliasi fiskal.
58. Menjelaskan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.
59. Menyelesaikan rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh laba rugi fiskal.
Petunjuk Pembelajaran

Materi Laporan Keuangan Fiskal yang disajikan dalam bab 9 ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana melakukan rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial, guna menyusun laporan keuangan fiskal. Bab ini akan disajikan ke dalam beberapa sub pokok bahasan, yaitu Akuntansi fiskal, beda tetap, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, prinsip pembebanan biaya, obyek pajak penghasilan final, beda waktu, peraturan khusus, rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan fiskal dan contoh kasus penghitungan laba fiskal untuk Wajib Pajak Badan.

AKUNTANSI FISKAL

Akuntansi secara umum merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Akuntansi terdiri dari beberapa bidang, antara lain adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternal antara lain adalah investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui berapa jumlah pajak penghasilan yang terhutang bagi wajib pajak. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan belum bisa digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang. Untuk menghitung pajak penghasilan diperlukan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan. Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan tersebut. Undang-undang perpajakan hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam hal pengakuan penghasilan maupun biaya/beban.
Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi atau pembukuan, Undang-undang pajak mengelompokkan wajib pajak kedalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, yaitu wajib pajak orang pribadi (WP-OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia.

2. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan (pembukuan sederhana), yaitu WP-OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NORMA penghitungan penghasilan neto, dan WP-OP yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

3. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan.

Bagi wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus memenuhi aturan/ketentuan Undang-Undang Perpajakan dalam menghitung laba perusahaan (laba fiskal) sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang. Namun ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perpajakan seringkali berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dalam menghitung laba akuntansi. Bagi wajib pajak ini tidak perlu membuat pembukuan ganda untuk tujuan yang berbeda. Wajib pajak cukup membuat pembukuan berdasarkan aturan yang ada dalam PSAK dan kemudian disesuaikan dengan ketentuan/aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan untuk menghitung laba fiskal. Proses penyesuaian ini disebut rekonsiliasi fiskal.


Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan perpajakan atau bagaimana laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK disesuaikan terlebih dahulu dengan peraturan perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak penghasilan yang terhutang. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.


Rekonsiliasi fiskal diperlukan karena adanya beberapa perbedaan antara aturan yang ditetapkan dalam PSAK dengan ketentuan perpajakan, yang mengakibatkan laba yang dihitung menurut aturan perpajakan (laba fiskal) berbeda dengan laba berdasarkan PSAK (laba komersial).


Perbedaan yang timbul disebabkan karena adanya BEDA TETAP dan BEDA WAKTU (temporer). Beda tetap terjadi karena adanya peraturan tertentu dalam hukum pajak yang (1) mengecualikan beberapa jenis pendapatan dari obyek pajak/non taxable income, (2) memperlakukan beberapa jenis pendapatan dalam Pph Final/finalized tax income, (3) melarang pengeluaran tertentu sebagai pengurang penghasilan kena pajak /non deductible expenses.

Perbedaan Temporer (beda waktu) timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode), dan pengukuran atau penilaian elemen-elemen laporan keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban) yang berlaku dalam akuntansi perpajakan dengan standar yang berlaku dalam akuntansi keuangan. Beda waktu ini terjadi karena adanya perbedaan metode, seperti perbedaan metode penyusutan/amortisasi, metode penilaian persediaan, penghapusan piutang, penerapan acrual basis dan cash basis.

BEDA TETAP 


Beda tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Beda tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap sampai kapanpun dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh beda tetap adalah:

a. Non Taxable Income
Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Penghasilan yang bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomer 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 adalah sebagai berikut:

a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

     2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

b. Warisan

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:


1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut

1.   merupakan perusahaan mikro, kecil, dan menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2.   sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
b. Finalized Tax Income (Pph Final)


Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Penghasilan ini sudah dikenakan pajak final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terhutang pada akhir tahun pajak. Contoh:
· Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

· Penghasilan berupa hadiah undian.

· Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

· Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

· Selisih lebih revaluasi aset tetap

· Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

· Penghasilan atas jasa pelayaran dalam negeri.

· Penghasilan atas pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.

· Penghasilan perwakilan dagang luar negeri.

· Penghasilan atas pola bagi hasil.

c. Non Deductible Expense (Beban yang tidak dapat dikurangkan)
Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, pada prinsipnya adalah pengeluaran yang:

· Tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang menjadi Obyek Pajak

· Sifatnya adalah pemakaian penghasilan

· Jumlahnya melebihi kewajaran

· Tidak memenuhi syarat formal (tidak ada bukti/dokumen pendukung)
BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN


Terdapat beberapa pengeluaran yang diakui sebagai beban pada akuntansi komersial, namun dalam akuntansi pajak tidak diperkenankan untuk diakui sebagai beban, yaitu:
· Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

· Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

· Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

· Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh WP-OP, kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

· Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu, serta yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

· Biaya yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

· Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan untuk bencana alam, dan lain-lain (pasal 6 ayat 1 huruf i sampai dengan m Undang-Undang Pajak Penghasilan), serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah.

· Pajak Penghasilan.

· Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

· Gaji anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

· Sanksi perpajakan, berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

· Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bukti nominatif dan biaya tersebut benar-benar dikeluarkan yang ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

· Penghapusan piutang tak tertagih yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan

· Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final

Biaya-biaya tersebut diatas tidak dapat menjadi unsur pengurang dari penghasilan, sehingga harus dikeluarkan sebagai beban dalam akuntansi fiskal. Sedangkan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan dalam akuntansi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya asuransi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

7. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP

9. Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

10. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun

11. Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PRINSIP-PRINSIP PEMBEBANAN BIAYA

1. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan/amortisasi.

2. Biaya-biaya yang lazim disebut biaya sehari-hari ini boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. 

Contoh:

Dana pensiun A yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri keuangan pada tahun pajak tertentu memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

Penghasilan non obyek pajak (Ps.4 ayat 3 h)

Rp.200.000.000

Penghasilan bruto lainnya



Rp.300.000.000
Jumlah penghasilan bruto



Rp.500.000.000

Total biaya yang dikeluarkan



Rp.250.000.000

Biaya yang boleh dikurangkan= 3/5XRp.250.000.000
Rp.150.000.000

3. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang digunakan untuk keperluan pribadi, serta pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan, keperluan pribadi dan premi tersebut harus diakui sebagai penghasilan.

4. Pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura/kenikmatan, misalkan menempati rumah secara cuma-cuma tidak boleh dikurangkan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima/menikmati bukan merupakan penghasilan, namun pengeluran dalam bentuk natura tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima/menikmati bukan merupakan penghasilan.

5. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

6. Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Hotel dan Restoran dapat dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

7. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan/amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

OBYEK PPH FINAL

Pph atas Sewa Tanah/Bangunan

1. Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rusun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final

2. Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan

3. Dalam pembukuan wajib pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya.

Pph atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan bersifat final

2. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pph Final:

· OP jumlah bruto nilai pengalihan kurang dari Rp.60.000.000 dengan syarat bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dan penghasilannya tidak diatas PTKP

· OP atau badan yang mengalihkan kepada pemerintah

· OP yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

· WP badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau OP yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

· Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan

· Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subyek pajak

· Pengalihan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana, dikenai pajak penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan

Pph atas Hadiah Undian 

1. Hadiah undian dalam hal ini adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang pemberiannya melalui undian, bukan hadiah atau penghargaan dari perlombaan, prestasi atau penghargaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan lain-lain.

2. Besarnya tarif  Pph atas hadiah undian bersifat final 25% dari jumlah bruto hadiah undian

Pph atas Bunga Tabungan & Deposito, serta Diskonto SBI
· Atas bunga dari deposito, tabungan, diskonto SBI dikenakan Pph Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT,  kecuali:

· Jumlah deposito, tabungan dan SBI ≤ Rp.7.500.000, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah

· Bunga & diskonto yang diterima oleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia

· Bunga & diskonto untuk yang diterima oleh Dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan
· Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan RS/RSS untuk dihuni sendiri

       2. Dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bagi wajib pajak luar negeri

Pph atas Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
1. Setiap bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan obyek pajak, kecuali bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi Rp240.000 per bulan.

2. Tarif yang dikenakan adalah:

· 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp.240.000/bulan

· 10% dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa bunga simpanan diatas Rp.240.000/bulan

Pph atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
1. Obyek pengenaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

2. Besarnya tarif adalah sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan

3. Untuk pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pph sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai transaksi atas transaksi penjualan, kecuali penjulan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya.
Pph atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa

1. Obyek pajaknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP atau Badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa

2. Besarnya tarif adalah sebesar 2,5% dari margin awal

Pph atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

3. Tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang dimaksud pada angka b;

d. 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha;

e. 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

f. Dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif pajak penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final.

Penghasilan atas jasa pelayaran dalam negeri

1. Wajib pajak pelayaran dalam negeri adalah perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan carter

2. Besarnya tarif adalah 1,2% dari peredaran bruto. Penghasilan bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri lainnya.

3. Obyek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:

a. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia

b. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia

c. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia
d. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia
Penghasilan atas jasa pelayaran atau penerbangan luar negeri

1. Wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT).

2. Besarnya tarif adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto. Peredaran brutonya adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Penghasilan tersebut tidak termasuk pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia.
	
	
	
	
	
	
	

	Laporan Laba-rugi PT.Wijaya Kusuma (2010)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Akuntansi
	Koreksi
	Pajak

	Penjualan neto
	
	500,000,000
	
	500,000,000

	HPP
	
	
	
	300,000,000
	
	300,000,000

	Laba kotor
	
	200,000,000
	
	200,000,000

	Beban-beban operasi
	
	90,000,000
	
	90,000,000

	Laba operasi
	
	110,000,000
	
	110,000,000

	Pendapatan&keuntungan lain-lain
	
	
	
	

	 
	Hasil dari menyewakan gudang
	
	10,000,000
	10,000,000
	

	 
	Bunga deposito BNI (jml deposito 7Jt)
	350,000
	
	350,000

	 
	Hadiah undian
	
	25,000,000
	25,000,000
	

	 
	Bunga deposito BCA (jml deposito 9Jt)
	450,000
	450,000
	

	 
	Keuntungan dari penjualan tanah&bangunan
	
	
	

	 
	
	Harga perolehan
	      60,000,000 
	
	
	

	 
	
	Akm penyusutan
	      30,000,000 
	
	
	

	 
	
	Nilai buku
	      30,000,000 
	
	
	

	 
	
	Harga jual
	      40,000,000 
	
	
	

	 
	
	Keuntungan
	
	10,000,000
	
	10,000,000

	 
	Keuntungan dari penjualan peralatan kantor
	
	
	

	 
	
	Harga perolehan
	      30,000,000 
	
	
	

	 
	
	Akm penyusutan
	      20,000,000 
	
	
	

	 
	
	Nilai buku
	      10,000,000 
	
	
	

	 
	
	Harga jual
	      15,000,000 
	
	
	

	 
	
	Keuntungan
	
	5,000,000
	
	5,000,000

	Beban&kerugian lain-lain
	
	
	
	

	 
	Kerugian dari penjualan tanah&bangunan
	
	
	
	

	 
	
	Harga perolehan
	      160,000,000 
	
	
	

	 
	
	Akm penyusutan
	      25,000,000 
	
	
	

	 
	
	Nilai buku
	      135,000,000 
	
	
	

	 
	
	Harga jual
	      130,000,000 
	
	
	

	 
	
	Kerugian
	
	(5,000,000)
	
	(5,000,000)

	Total Keuntungan/kerugian lain-lain
	
	45,800,000
	
	10,350,000

	Laba bersih
	
	155,800,000
	
	120,350,000

	Pph terutang
	
	38,950,000
	
	30,087,500

	Laba bersih setelah pajak
	
	116,850,000
	
	90,262,500

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Perhitungan Pph Final
	DPP
	 Tarif 
	 Pph Final 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Sewa Gudang
	      10,000,000 
	10%
	       1,000,000 
	

	
	Bunga deposito BNI
	                   -   
	20%
	
	

	
	Hadiah undian
	      25,000,000 
	25%
	       6,250,000 
	

	
	Bunga Deposito BCA
	           450,000 
	20%
	            90,000 
	

	
	Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan
	130,000,000
	5%
	6,500,000
	

	
	
	
	
	

	
	Total Pph Final
	
	
	    13,840,000 
	

	
	
	
	
	
	
	


BEDA WAKTU

Beda waktu disebabkan karena adanya perbedaan metode dan prosedur yang digunakan dalam akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Beda waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode-periode sesudahnya. Contoh beda waktu adalah:

a. Metode Penilaian Persediaan
Dalam akuntansi komersial terdapat beberapa alternatif metode penentuan harga pokok persediaan yang boleh digunakan, seperti metode Masuk pertama keluar pertama (FIFO), Masuk terakhir keluar pertama (LIFO), rata-rata (average) dan identifikasi khusus. Dalam mengestimasi nilai persediaan juga dikenal metode laba kotor dan metode harga eceran. Sedangkan dalam akuntansi fiskal hanya ada dua metode, yaitu metode Masuk pertama keluar pertama (FIFO) dan metode rata-rata (average).

b. Metode Penyusutan dan Amortisasi
Dalam akuntansi komersial terdapat beberapa metode penyusutan, seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode unit produksi dan lain-lain. Sedangkan dalam akuntansi fiskal metode penyusutan yang digunakan sangat terbatas. Untuk harta berwujud jenis bangunan menggunakan metode garis lurus. Harta berwujud jenis non bangunan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda. Selain metode yang digunakan, yang membedakan jumlah penyusutan antara akuntansi komersial dengan fiskal adalah taksiran umur ekonomis. Dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aktiva. Sedangkan dalam akuntansi fiskal, masa manfaat suatu aktiva diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Demikian juga dengan nilai residu, akuntansi komersial membolehkan adanya nilai residu, sedangkan akuntansi fiskal tidak memperbolehkan adanya nilai residu dalam menghitung penyusutan. 

c. Metode Penghapusan Piutang
Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang dapat menggunakan metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Sedangkan dalam akuntansi fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti perbankan, sewa guna usaha dengan opsi, asuransi dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

PERATURAN KHUSUS

Piutang yang tidak dapat ditagih, bisa dibiayakan dengan syarat:

· Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial

· Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN

· Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan

· WP telah menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak

Pemberian Kenikmatan/Natura, bisa dibiayakan dengan syarat:
· Kenikmatan/natura di daerah tertentu (terpencil) dan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil.

· Penyediaan makanan & minuman untuk seluruh pegawai perusahaan secara bersama-sama yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

· Natura/kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau sifat pekerjaan tersebut yang mengharuskannya.

Natura daerah tertentu berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja

· Tempat tinggal (bagi pegawai dan keluarganya) sepanjang di lokasi bekerja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa

· Pelayanan kesehatan, sepanjang tidak ada sarana kesehatan

· Pendidikan (pegawai dan keluarga), sepanjang tidak ada sarana pendidikan setara

· Pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan kepergian karena terhentinya hubungan kerja

· Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda, sepanjang tidak ada sarana dimaksud

Kriteria daerah tertentu (daerah terpencil)

· Daerah yang memiliki potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan sarana dan prasarana kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia, penanam modal menanggung risiko cukup tinggi dan masa pengembalian relatif panjang

· Daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral

REKONSILIASI FISKAL
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KOREKSI FISKAL POSITIF


Koreksi fiskal positif pada dasarnya diperlukan karena adanya pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi komersial atau karena adanya biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Koreksi fiskal positif akan menambah laba fiskal dan pada akhirnya akan menambah jumlah pajak penghasilan yang terutang. Beberapa transaksi yang dapat menyebabkan koreksi fiskal positif adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota

2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan (WP Badan) atau premi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dwiguna dan beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak (WP-OP)

3. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan

4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak dengan hubungan istimewa

5. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan

6. Pajak penghasilan

7. Gaji kepada anggota persekutuan, firma atau CV non saham

8. Sanksi administrasi

9. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal

10. Selisih amortisasi komersial diatas amortisasi fiskal

11. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

12. Koreksi fiskal lain-lain

KOREKSI FISKAL NEGATIF


Koreksi fiskal negatif diperlukan karena adanya pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau karena adanya biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Koreksi fiskal negatif juga disebabkan karena adanya pendapatan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final

Koreksi fiskal negatif akan mengurangi laba fiskal dan akan mengurangi pajak penghasilan yang terutang. Beberapa transaksi yang menyebabkan koreksi fiskal negatif adalah sebagai berikut:

1. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal (penyusutan pajak lebih besar)

2. Selisih amortisasi komersial dibawah amortisasi fiskal (amortisasi pajak lebih besar)

3. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya

4. Penyesuaian fiskal negatif lainnya
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LAPORAN KEUANGAN FISKAL

	Penghasilan neto komersial dalam negeri
	
	

	
	Peredaran usaha
	xxx
	

	
	Harga Pokok Penjualan
	(xxx)
	

	
	Laba bruto 
	xxx
	

	
	Beban-beban operasi
	(xxx)
	

	
	Laba operasi
	xxx
	

	
	Penghasilan/keuntungan dari luar usaha
	xxx
	

	
	Beban/kerugian dari luar usaha
	(xxx)
	

	
	Jumlah penghasilan neto dalam negeri
	
	xxx

	Penghailan neto luar negeri
	
	xxx

	Jumlah penghasilan neto komersial
	
	xxx

	Koreksi fiskal positif
	
	xxx

	Koreksi fiskal negatif
	
	(xxx)

	Penghasilan neto fiskal
	
	xxx


	Perhitungan Pph WP Badan
	

	
	

	Penghasilan neto fiskal
	A

	Kompensasi kerugian
	B

	Penghasilan Kena Pajak
	C = A - B

	Pph Terhutang
	D = Tarif X C

	Kredit Pajak
	E

	Pph Kurang/Lebih Bayar
	F = D - E


Perhitungan Penghasilan neto fiskal dalam negeri dari usaha atau

pekerjaan bebas WP-OP
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	Perhitungan Jumlah Penghasilan Neto WP-OP
	

	
	

	Penghasilan neto fiskal dalam negeri dari usaha
    Atau pekerjaan bebas
	A

	Penghasilan neto fiskal dalam negeri sehubungan 
    Dengan pekerjaan
	B

	Penghasilan neto fiskal dalam negeri lainnya

   (Bunga, Dividen, Royalti, Sewa, Hadiah, dll)
	C

	Penghasilan neto luar negeri
	D

	Jumlah Penghasilan Neto
	E = A+B+C+D


	
	
	
	

	Perhitungan Pph WP OP
	
	
	

	
	
	
	

	Jumlah penghasilan neto
	A
	
	

	Zakat atas penghasilan
	B
	
	

	Penghasilan neto setelah zakat
	C = A - B
	
	

	Kompensasi kerugian
	D
	
	

	Penghasilan neto setelah kompensasi
	E = C - D
	
	

	PTKP
	F
	
	

	Penghasilan Kena Pajak
	G = E - F
	
	

	Pph Terutang
	H = Tarif X G
	
	

	Kredit Pajak
	I
	
	

	Pph kurang/lebih bayar
	J = H - I
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Penghasilan Tidak Kena Pajak
	
	
	

	 
	2005
	2006
	2008

	 
	 
	 
	 

	WP OP
	        12,000,000 
	       13,200,000 
	     15,840,000 

	KAWIN
	         1,200,000 
	         1,320,000 
	       1,320,000 

	ISTRI KERJA
	        12,000,000 
	       13,200,000 
	     15,840,000 

	TANGGUNGAN (maks 3 orang)
	         1,200,000 
	         1,320,000 
	       1,320,000 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tarif Pajak Penghasilan Mulai 
	Th.2009
	Th.2010
	

	
	
	
	

	Pph Orang Pribadi
	
	
	

	0 - Rp.50.000.000
	5%
	
	

	Rp.50.000.000 - Rp.250.000.000
	15%
	
	

	Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000
	25%
	
	

	> Rp.500.000.000
	30%
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Pph Badan
	
	
	

	Tunggal
	28%
	25%
	

	
	
	
	


Contoh Kasus Penghitungan Laba fiskal Pph Wajib Pajak Badan

PT. Prawira adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang dagang yang mulai berdiri pada tahun 2002. Selain mempunyai usaha di dalam negeri, PT.Prawira juga membuka usaha di Kanada dan memiliki investasi dalam bentuk obligasi pada perusahaan yang ada di Malaysia. Berikut data wajib pajak:


Nama Wajib Pajak
: PT.Prawira


NPWP


: 01.444.567.1.541.000


Alamat kedudukan
: Jl. Jagung Suprapto No.4 Malang


Nomer Telepon/Faks
: 0341-493000 / 0341-493001


Jenis usaha

: Dagang Peralatan Telekomunikasi


Klasifikasi badan
: Perseroan Terbatas (PT)


Nama Direktur Utama
: Adnan Prawira Mahmud

PT.PRAWIRA

Laporan Laba Rugi

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2009
	Penghasilan dari usaha dalam negeri
	 
	 

	 
	Penjualan
	       653,000,000 
	 

	 
	
	Retur penjualan
	         27,642,000 
	 

	 
	
	Potongan penjualan
	         14,568,000 
	 

	 
	Penjualan neto
	 
	       610,790,000 

	 
	Harga pokok penjualan
	 
	       430,985,000 

	 
	Laba bruto
	 
	       179,805,000 

	 
	Biaya usaha:
	 
	 

	 
	
	Gaji, upah, THR, tunjangan lain
	         45,765,000 
	 

	 
	
	Alat tulis dan biaya kantor
	           7,900,500 
	 

	 
	
	Biaya perjalanan dinas
	           8,547,000 
	 

	 
	
	Biaya listrik dan telepon
	           5,778,000 
	 

	 
	
	Biaya makan karyawan
	           3,985,000 
	 

	 
	
	Biaya promosi
	           2,876,000 
	 

	 
	
	PBB dan Bea materai
	         13,500,000 
	 

	 
	
	Pajak
	           3,000,000 
	 

	 
	
	Biaya entertainment
	           1,432,500 
	 

	 
	
	Biaya royalti
	           2,500,000 
	 

	 
	
	Biaya konsumsi/perjamuan
	           1,165,000 
	 

	 
	
	Biaya sewa
	           3,000,000 
	 

	 
	
	Biaya kerugian piutang
	           2,458,000 
	 

	 
	
	Biaya penyusutan
	         37,600,000 
	 

	 
	
	Biaya lain-lain
	           9,575,000 
	 

	 
	Total biaya usaha
	 
	       149,082,000 

	 
	Laba usaha
	 
	         30,723,000 

	 
	Penghasilan diluar usaha:
	 
	 

	 
	
	Dividen
	           4,000,000 
	 

	 
	
	Sewa
	         18,000,000 
	 

	 
	Total Penghasilan diluar usaha
	 
	         22,000,000 

	 
	Laba bersih (penghasilan neto) dalam negeri
	 
	         52,723,000 

	Penghasilan dari luar negeri
	 
	 

	 
	Laba usaha dari kanada
	         25,000,000 
	 

	 
	Bunga obligasi dari Malaysia
	           4,500,000 
	 

	 
	Total penghasilan dari luar negeri
	 
	         29,500,000 

	Laba (penghasilan neto)
	 
	         82,223,000 

	 
	 
	 
	 
	 


    Informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian penghitungan laba (rugi) fiskal:

1. Dalam penjualan tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar Rp.25.000.000 yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulan.

2. Di dalam gaji, upah, tunjangan hari raya (THR), dan tunjangan lain terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan senilai Rp.7.500.000 dan biaya pengobatan karyawan senilai Rp.2.350.000

3. Dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar Rp.700.000

4. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar Rp.576.000

5. Pajak sebesar Rp.3.000.000 merupakan angsuran Pph Pasal 25 selama tahun 2009

6. Pengeluaran berupa biaya entertainment tidak ada bukti pendukungnya

7. Biaya royalti sebesar Rp.650.000 tidak didukung bukti dari pihak eksternal

8. Piutang yang benar-benar tidak tertagih dan memenuhi syarat untuk tidak diakui sebagai piutang tak tertagih menurut perpajakan sebesar Rp.2.100.000

9. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sebagai berikut:

a. Bangunan permanen, siap digunakan mulai 1 Januari 2005 seharga Rp.250.000.000, taksiran umur ekonomis 20 tahun

b. Komputer dibeli pada tanggal 1 Januari 2008 seharga Rp.60.000.000, taksiran umur ekonomis 5 tahun

c. Inventaris kantor dibeli tanggal 1 Januari 2007 seharga Rp.20.000.000, taksiran umur ekonomis 8 tahun

d. Kendaraan dibeli tanggal 31 Desember 2006 seharga Rp.200.000.000, taksiran umur ekonomis 10 tahun

Berdasarkan kebijakan manajemen perusahaan, semua aktiva tetap memiliki nilai residu 20% dari harga perolehan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Menurut fiskal, aktiva tetap jenis komputer, inventaris kantor dan kendaraan merupakan aktiva berwujud kelompok II. Untuk kepentingan fiskal, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

10. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan Rp.1.525.000

11. Dividen sebesar Rp.4.000.000 terdiri atas dividen kas atas penyertaan saham (20%) pada PT.Mega Mendung sebesar Rp.1.500.000; dan dividen kas atas penyertaan saham (30%) pada PT.Surya sebesar Rp.2.500.000

12. Penghasilan sewa sebesar Rp.18.000.000 terdiri atas sewa bangunan senilai Rp.8.000.000, sewa atas kendaraan senilai Rp.10.000.000. Penghasilan sewa ini diterima dari PT.Nusa Bhakti
    Informasi lain yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT Tahunan Pph adalah:
1. PT. Prawira selama tahun 2009 menjual barang dagangnya kepada PT.Indosat senilai Rp.6.600.000 (termasuk PPN 10%)

2. Tarif pajak atas laba usaha di Kanada sebesar 40%

3. Tarif pajak atas bunga obligasi di Malaysia sebesar 20%

4. Total angsuran Pph Pasal 25 selama tahun 2009 sebesar Rp.3.000.000

5. Laba (rugi) fiskal selama 3 tahun terakhir adalah:

· Rugi fiskal tahun 2006 sebesar Rp.45.000.000

· Laba fiskal tahun 2007 sebesar Rp.15.000.000

· Laba fiskal tahun 2008 sebesar Rp.20.000.000

            Sisa rugi tahun 2006 akan dikompensasi seluruhnya pada tahun 2009
Diminta:

· Susunlah rekonsiliasi fiskal untuk menyiapkan laporan laba rugi fiskal dan mengisi SPT Tahunan Pph

· Apabila terdapat Pph kurang bayar, setorkan dengan menggunakan SSP

· Isilah SPT Tahunan Pph Tahun 2009
PT.PRAWIRA

Rekonsiliasi Fiskal Penghitungan Laba Rugi

Tahun Pajak 2009
	 
	 
	 
	Menurut
	Koreksi
	Koreksi
	Menurut

	 
	 
	 
	Komersial
	Positif
	Negatif
	Fiskal

	Penghasilan dari usaha dalam negeri
	 
	
	 
	 

	 
	Penjualan
	     653,000,000 
	  25,000,000 
	 
	    678,000,000 

	 
	
	Retur penjualan
	       27,642,000 
	
	 
	     27,642,000 

	 
	
	Potongan penjualan
	       14,568,000 
	
	 
	     14,568,000 

	 
	Penjualan neto
	     610,790,000 
	
	 
	    635,790,000 

	 
	Harga pokok penjualan
	     430,985,000 
	
	 
	    430,985,000 

	 
	Laba bruto
	     179,805,000 
	
	 
	    204,805,000 

	 
	Biaya usaha:
	 
	
	 
	 

	 
	
	Gaji, upah, THR, tunjangan lain
	       45,765,000 
	   (9,850,000)
	 
	     35,915,000 

	 
	
	Alat tulis dan biaya kantor
	         7,900,500 
	
	 
	       7,900,500 

	 
	
	Biaya perjalanan dinas
	         8,547,000 
	      (700,000)
	 
	       7,847,000 

	 
	
	Biaya listrik dan telepon
	         5,778,000 
	
	 
	       5,778,000 

	 
	
	Biaya makan karyawan
	         3,985,000 
	
	 
	       3,985,000 

	 
	
	Biaya promosi
	         2,876,000 
	      (576,000)
	 
	       2,300,000 

	 
	
	PBB dan Bea materai
	       13,500,000 
	
	 
	     13,500,000 

	 
	
	Pajak
	         3,000,000 
	   (3,000,000)
	 
	                  -   

	 
	
	Biaya entertainment
	         1,432,500 
	   (1,432,500)
	 
	                  -   

	 
	
	Biaya royalti
	         2,500,000 
	      (650,000)
	 
	       1,850,000 

	 
	
	Biaya konsumsi/perjamuan
	         1,165,000 
	
	 
	       1,165,000 

	 
	
	Biaya sewa
	         3,000,000 
	
	 
	       3,000,000 

	 
	
	Biaya kerugian piutang
	         2,458,000 
	   (2,100,000)
	 
	          358,000 

	 
	
	Biaya penyusutan
	       37,600,000 
	
	       9,900,000 
	     47,500,000 

	 
	
	Biaya lain-lain
	         9,575,000 
	   (1,525,000)
	 
	       8,050,000 

	 
	Total biaya usaha
	    149,082,000 
	
	 
	    139,148,500 



	 
	Laba usaha
	       30,723,000 
	
	 
	     65,656,500 



	 
	Penghasilan diluar usaha:
	 
	
	 
	                  -   

	 
	
	Dividen
	         4,000,000 
	
	      (2,500,000)
	       1,500,000 

	 
	
	Sewa
	       18,000,000 
	
	      (8,000,000)
	     10,000,000 

	 
	Total Penghasilan diluar usaha
	       22,000,000 
	
	 
	     11,500,000 

	 
	Laba bersih dalam negeri
	       52,723,000 
	
	 
	     77,156,500 



	Penghasilan dari luar negeri
	 
	
	 
	                  -   

	 
	Laba usaha dari kanada
	       25,000,000 
	
	 
	     25,000,000 

	 
	Bunga obligasi dari Malaysia
	         4,500,000 
	
	 
	       4,500,000 

	 
	Total penghasilan dari luar negeri
	       29,500,000 
	
	 
	     29,500,000 

	Laba (penghasilan neto)
	       82,223,000 
	
	 
	     106,656,500 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabel Penyusutan Aktiva Menurut Komersial dan Fiskal

	Jenis
	Harga
	Nilai
	Umur Ekonomis
	Penyusutan setahun
	Selisih

	Aktiva
	Perolehan
	Residu
	Komersial
	Fiskal
	Komersial
	Fiskal
	Penyusutan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bangunan
	   250,000,000 
	 50,000,000 
	20
	20
	 10,000,000 
	 12,500,000 
	 (2,500,000)

	Komputer
	     60,000,000 
	 12,000,000 
	5
	8
	   9,600,000 
	   7,500,000 
	  2,100,000 

	Invet.Kantor
	     20,000,000 
	   4,000,000 
	8
	8
	   2,000,000 
	   2,500,000 
	    (500,000)

	Kendaraan
	   200,000,000 
	 40,000,000 
	10
	8
	 16,000,000 
	 25,000,000 
	 (9,000,000)

	 
	 
	 
	 
	 
	 37,600,000 
	 47,500,000 
	 (9,900,000)


Penjelasan dan Perhitungan Pph Terhutang 2009
Pph Pasal 23 atas sewa kendaraan:


= 2%X Rp.10.000.000


= Rp.200.000
Pph Pasal 23 atas penerimaan dividen dari PT.Mega Mendung:


= 15% X Rp.1.500.000


= Rp.225.000
Pph Pasal 22 atas penyerahan kepada pemungut PT.Indosat:

  Dasar Pengenaan Pajak
= 100/110 X Rp.6.600.000





= Rp.6.000.000

  Pph Pasal 22 = 1,5% X Rp.6.000.000



= Rp.90.000
Pph Pasal 24 untuk Negara Kanada

· Total Pph terhutang Th.2009  
Rp.27.063.680
· Penghasilan di Kanada/Total PKP  X Pph terhutang
= (Rp.25.000.000/Rp.96.656.500)  X Rp.27.063.680

= Rp.6.999.963
· Pph Terhutang/dibayar di Kanada

= 40% X Rp.25.000.000

= Rp.10.000.000

      Kredit pajak luar negeri untuk negara Kanada Rp.6.999.963
Pph Pasal 24 untuk negara Malaysia

· Total Pph terhutang Th.2009  
Rp.27.063.680

· Penghasilan di Malaysia/Total PKP  X Pph terhutang

= (Rp.4.500.000/Rp.96.656.500)  X Rp.27.063.680
= Rp.1.259.993
· Pph Terhutang/dibayar di Malaysia
= 20% X Rp.4.500.000

= Rp.900.000
      Kredit pajak luar negeri untuk negara Malaysia Rp.900.000


Angsuran Pph Pasal 25 selama tahun 2009 Rp.3.000.000
Perhitungan kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya:

Rugi fiskal tahun 2006 



Rp.45.000.000

Dikompensasikan pada laba fiskal th 2007 
Rp.15.000.000
Sisa rugi fiskal tahun 2006


Rp.30.000.000

Dikompensasikan pada laba fiskal th 2008
Rp.20.000.000
Sisa rugi fiskal tahun 2006


Rp.10.000.000
Sisa rugi fiskal tahun 2006 dikompensasikan seluruhnya pada laba fiskal tahun 2009.

Menghitung Pph yang terhutang tahun pajak 2009
Penghasilan neto fiskal


Rp.  106.656.500

Kompensasi rugi tahun 2006 


Rp.  10.000.000
Penghasilan kena pajak


Rp.  96.656.500

Pph Terhutang


28% X Rp.96.656.500

Total Pph terhutang Th.2009
   

 Rp.27.063.680
Menghitung Pph Kurang/Lebih bayar tahun 2009
Total Pph terhutang



Rp.27.063.680

Kredit Pajak:


Pph Pasal 22

Rp.      90.000


Pph Pasal 23

Rp.    425.000


Pph Pasal 24

Rp. 7.899.963


Pph Pasal 25

Rp. 3.000.000

Total kredit pajak tahun 2009


Rp.11.414.963
Pph kurang bayar tahun 2009


Rp.15.648.717
Kekurangan bayar ini disetor ke kantor pos atau bank persepsi paling lambat sebelum penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Penyampaian SPT Tahunan WP Badan selambat-lambatnya akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir (30 April 2010)

Glosarium

Beda tetap: Perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan berbeda selamanya.

Beda waktu: Biasa juga disebut beda temporer, yaitu perbedaan waktu pengakuan beban atau penghasilan.
Deductible expenses: Beban-beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan.

Finalized Income: Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final.
Non deductible expenses: Beban-beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

Non taxable income: Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Rekonsiliasi fiskal: Proses penyesuaian dari akuntansi komersial ke akuntansi fiskal.
Pertanyaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan!

2. Jelaskan wajib pajak yang boleh menyelenggarakan pencatatan!

3. Apa yang dimaksud rekonsiliasi fiskal?

4. Apa yang dimaksud laporan keuangan fiskal?

5. Apa penyebab perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal?

6. Mengapa diperlukan rekonsiliasi fiskal?

7. Jelaskan mengenai beda tetap dan beda waktu!

8. Berikan contoh non taxable income!

9. Berikan contoh Finalized Income!

10. Berikan contoh deductible expenses!

11. Berikan contoh non deductible expense!
Soal Kasus
PT. Maharani adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang dagang yang mulai berdiri pada tahun 2002. Selain mempunyai usaha di dalam negeri, PT.Maharani juga membuka usaha di Australia dan memiliki investasi dalam bentuk obligasi pada perusahaan yang ada di Singapura. Berikut data wajib pajak:


Nama Wajib Pajak
: PT.Maharani


NPWP


: 01.444.477.1.541.000


Alamat kedudukan
: Jl. Wijaya Kusuma No.4 Malang


Nomer Telepon/Faks
: 0341-493000 / 0341-493001


Jenis usaha

: Dagang Peralatan 

Klasifikasi badan
: Perseroan Terbatas (PT)


Nama Direktur Utama
: Salsabila Maharani

PT.Maharani

Laporan Laba Rugi

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2009
	Penghasilan dari usaha dalam negeri
	 
	 

	 
	Penjualan
	     1,304,000,000 
	 

	 
	
	Retur penjualan
	          55,284,000 
	 

	 
	
	Potongan penjualan
	          29,136,000 
	 

	 
	Penjualan neto
	 
	     1,219,580,000 

	 
	Harga pokok penjualan
	 
	        640,985,000 

	 
	Laba bruto
	 
	        578,595,000 

	 
	Biaya usaha:
	 
	 

	 
	
	Gaji, upah, THR, tunjangan lain
	          91,530,000 
	 

	 
	
	Alat tulis dan biaya kantor
	          15,801,000 
	 

	 
	
	Biaya perjalanan dinas
	          17,094,000 
	 

	 
	
	Pph Ps.21 yg ditanggung perusahaan
	           8,000,000 
	 

	 
	
	Biaya listrik dan telepon
	          11,556,000 
	 

	 
	
	Biaya makan karyawan
	           7,970,000 
	 

	 
	
	Biaya promosi
	           5,752,000 
	 

	 
	
	PBB dan Bea materai
	          27,000,000 
	 

	 
	
	Pajak
	           60,000,000 
	 

	 
	
	Biaya entertainment
	           2,865,000 
	 

	 
	
	Biaya royalti
	           5,000,000 
	 

	 
	
	Biaya konsumsi/perjamuan
	           2,330,000 
	 

	 
	
	Biaya sewa
	           6,000,000 
	 

	 
	
	Biaya kerugian piutang
	           4,916,000 
	 

	 
	
	Biaya penyusutan (sesuai fiskal)
	          75,200,000 
	 

	 
	
	Biaya berlangganan koran&majalah
	              700,000 
	 

	 
	
	Biaya lain-lain
	          19,150,000 
	 

	 
	Total biaya usaha
	 
	        360,864,000 

	 
	Laba usaha
	 
	        217,731,000 

	 
	Penghasilan diluar usaha:
	 
	 

	 
	
	Dividen
	           8,000,000 
	 

	 
	
	Sewa
	          36,000,000 
	 

	 
	Total Penghasilan diluar usaha
	 
	         44,000,000 

	 
	Laba bersih (penghasilan neto) dalam negeri
	 
	        261,731,000 

	Penghasilan dari luar negeri
	 
	 

	 
	Laba usaha dari Australia
	          50,000,000 
	 

	 
	Bunga obligasi dari Singapura
	           9,000,000 
	 

	 
	Total penghasilan dari luar negeri
	 
	         59,000,000 

	Laba (penghasilan neto)
	 
	        320,731,000 

	 
	 
	 
	 
	 


A. Informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian penghitungan laba (rugi) fiskal:

1. Jumlah penjualan tahun 2009 sebesar Rp.1.304.000.000, terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebesar Rp.900.000.000, sisanya belum dilunasi.

2. Retur penjualan yang diterima pada tahun 2009 hanya sebesar Rp.50.000.000

3. Potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam periode potongan.

4. Harga Pokok Penjualan terdiri dari:

Persediaan awal tahun 2009

30.100.000

Pembelian


          640.000.000
Jumlah tersedia untuk dijual
          670.100.000

Persediaan akhir tahun 2009

29.115.000
Harga pokok penjualan
          640.985.000

Dalam pembelian tahun 2009, terdapat komisi pembelian dan biaya lain-lain yang tidak didukung bukti sebesar Rp.20.000.000
5. Di dalam gaji, upah, tunjangan hari raya (THR), dan tunjangan lain terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan senilai Rp.15.000.000 dan biaya pengobatan karyawan senilai Rp.4.350.000

6. Dalam biaya perjalanan dinas terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istri sebesar Rp.5.000.000 semuanya atas nama pribadi.

7. Dalam biaya listrik dan telepon, termasuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar Rp.2.000.000

8. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar Rp.950.000

9. Pajak sebesar Rp.60.000.000 merupakan angsuran Pph Pasal 25 selama tahun 2009

10. Pengeluaran berupa biaya entertainment tidak ada bukti pendukungnya

11. Biaya royalti sebesar Rp.1.200.000 tidak didukung bukti dari pihak eksternal

12. Piutang yang benar-benar tidak tertagih dan memenuhi syarat untuk tidak diakui sebagai piutang tak tertagih menurut perpajakan sebesar Rp.3.900.000

13. Majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan Rp.400.000

14. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan Rp.2.525.000

15. Dividen sebesar Rp.8.000.000 terdiri atas dividen kas atas penyertaan saham (20%) pada PT.Sedulur sebesar Rp.3.000.000; dan dividen kas atas penyertaan saham (30%) pada PT.Sahabat sebesar Rp.5.000.000

16. Penghasilan sewa sebesar Rp.36.000.000 terdiri atas sewa bangunan senilai Rp.20.000.000, sewa atas kendaraan senilai Rp.16.000.000. Penghasilan sewa ini diterima dari PT.Utama

B. Informasi lain yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT Tahunan Pph adalah:
1. PT. Maharani selama tahun 2009 menjual barang dagangnya kepada maskapai Garuda Indonesia senilai Rp.132.000.000 (termasuk PPN 10%)

2. Tarif pajak atas laba usaha di Australia sebesar 30%

3. Tarif pajak atas bunga obligasi di Singapura sebesar 10%

4. Total angsuran Pph Pasal 25 selama tahun 2009 sebesar Rp.60.000.000

Diminta:

· Susunlah rekonsiliasi fiskal untuk menyiapkan laporan laba rugi fiskal 

· Hitung berapa Pph terhutang tahun pajak 2009

· Hitung berapa Pph yang kurang bayar atau lebih bayar pada tahun 2009
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